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‘DI BAWAH POHON PAKET EKONOMI

. Kurang dari sebulan, Pemerintah telah me- | -

luncurkan dua paket ekonomi. Seperti diketahui,
Pemerintah. kembali -'me!l'mcu-rkan. Paket Ekonomi
jilid 11, Selasa (29/9). Kebijakan ini tampaknya leb-
ih -banyak: diarahkan untuk memperce_[;at proses

investasi dan pemberian fasilitas perpajakan. Se-
" dikemukakan Menko Perekonomian

bagaimana
Darmin Nasution, ‘investor yang akan membangun
pabrik di kawasan industri dehgan nilai investasi
minimal Rp100 miliar dan menyerap seribu tenaga

kerja cukup mengl}rus_sejumlah, izin yang memakan

waktu sekitar tiga jam. Paket Ekonomi jilid 11 juga

mengatur pemangkasan'-bajak devisa hasil ekspor.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong para eks-

portir menaruﬁ devisa hasil 'ekspor di perbankan ha-.

s:onai bukannya di luar negeri seperti yang terjadi
selama ini. Hebatnya -DHE yang disimpan dalam
bentuk'dolar AS selama lebih enam bulan dikena-
kan pajak nol persen. _Sebelumnya, Pemerintah juga
berjanji akan mengucurkan anggaran senilai Rp1
triliun untuk membantu’ eksportlr menghadapt per-
lambatan ekonoml, dan sejumiah kebljakan Ialn
Paket Ekonomi jilid | itu sendiri rupa-rupanya
belum mampu menahan gerak turun mla| tukar ru-
p|ah Sebaliknya, rupiah bahkan makin mendekati

' batas psikologis Rp15 ribu. Sepanjang tahun ini, ru-
piah telah melemah lebih dari 18 persen bila diban-

~ dingkan kurs awal Januari 2015, sebuah penurunan
. yang sangat tajam dlbandlngkan tahun 2014 yang
kurang dari dua persen )
Sejatinya, memang, paket ekonomi meng;
hasilkan buah _ekomomi 'yan,g manis.. Tet—ap?; se-
bagaimana dikemukakan pelbagai pihak, tekanan
atas rupiah tidak semata-mata disebabkan faktor
atau kombinasi dari keduanya,
pemahaman yang perlahan-lahan mulai terbangun.

-internal,

" Kendati demikian, satu patokan mesti 'dibu_at,_Vakhi .

bahwa paket ekonomi atau apapun namanya seti-
daknya mestilah berbuzah manis ekonomi pula. Bah-

kan, akan jauh lebih baik jika paket tersebut juga |

berbuah politik, dan lain sebaga_iny,a._

sebuah |
| Rakyat yang kini bergerombol sembari menadah-

'Semoga harapan ini terwujud.

Saat ini kita sedang berdiri di bawah pohon '

paket ekonomi yang telah diluncurkan Pemerintah |
. itu. Berdiri.di bawah pohon maksudnya tentu tidak

lain adalah menunggu buahnya yang manis. Kalau
pun hal ini tidak didapatl%an sekurang- kurangnya

" kita dapat menjadikannya tempat berlmdung dari pa-

paran sinar matahari yang mambakar kulit. Pemerln- :

~ tah telah bekerja keras sehlngga dapat menelurkan
- kebijakan- kebuakan yang mesti dan dapat dibuat

untuk tujuan yang balk Namun, konsep yang baijk
disertai niat yang baik pula serlngkall tldak sela-
manya berbuah baik. _

Ada sejumlah faktor yang potensml meng-

‘..gagalkan kebijakan untuk mencapai tujuannya. Bisa

jadi, kebijakan itu lahir bukan pada momen yang

_‘benar-behar tepat. Melakukan deregulasi dan meng-
kreasi kebijakan yang ramah, bahkan sangat ramah,

terhadap investor dalam situasi yang serba tidak

- pasti bukan tidak mungkin m'enye‘bab'kan kebijakan

itu hanya baik di atas kertas. Selain itu, situasi di
dalam negeri yang tidak kondusif lantaran sering-

' nya timbul perbedaan bahkan tumbukan pendapat

'antara,nggota"kabinet menambah besar kekhawati-
ran investor. Dan faktor-faktor lain yang sifatnya
non- ekonoml Co

Bagalmanapun kita berharap Paket Ekono-
mi jilid | 'dan Il ini dapat menciptakan perubahan.
Perubahan dimaksud. tentu saja perubahan yang
positif ‘dan yang sejalan dengan kebijakan besar
Pemerintah. Dua Paket Ekonomi itu mesti dilihat
sebagai bentuk keseriusan dan kreativitas Peme-

-rintah untuk’ memutar otak mencari solusi atas

persoalan yang terjadi. Dengan kebijakan tersebut,

‘Pemerintah sebetulnya telah mencoba menjawab

persoalan ekonomi dengan jawaban ekonomi pula.

kan' tangan di bawah pohon Paket Ekonom‘i'itu‘ ber-
harap mendapatkan buah manis, bukan sebaliknya.

[*9]
Jakarta, 1 Oktober 2015 |
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SEPTEMBER 2015 DEFLASI 0,05 PERSEN

Jakarta, 1 Oktober 2015 {Busin_éss ﬁews}

Perkembangan harga berbagan komoditas pada September 2015 secara umum menunjukkan adanya penu- P
runan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di 82 kota pada Septernber 2015 terjadi Deflasi 0,05 persen;, atau terjadi |

penurunan Indeks Harga Konsurhen (IHK} dari 121,73 pada Agustus 2015 menjadi 121,67 pada September 2015.
" Tingkat Inflasi tahun kalender {Januari-September 2015 sebesar 2,24 persen dan ﬁngkat inflasi. tahun ke tahun {Sep-

tember 2015 terhadap September 2014) sebesar 6,83 persen. . '
‘Deflasi terjadi karena-adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran,

vaitu kelompok bahan makanan 1,07 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 0,40 persen. ,

Sedangkan kelompok yang mengalami'kenaikan indeks, yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau
0,39 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,20 persen; kelompok sandang 0,83 persen; ke-
lompok kesehatan 0,44 persen; dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,89 persen.

Beberapa komoditas yang mengalami. penurunan harga pada September 2015 antara lain: daging, ayam ras,
cabal merah; tarif angkutan udara, bawang merah, cabai rawit, minyak goreng, bensm telur ayam ras, jengkof, dan

'kangkung. Sedangkan komoditas yang mengalami kenaikan harga harga, vaiti : beras, uang kuliah AkademllPT emas

. perhiasan, wortel, bawang putih, mie, nasi dengan lauk, rokok kretek, rokok kretek fitter, tarif kontrak rumabh, tarif sewa
" rumah, upah pembantu rumah tangga, dan mobil. \ : :

‘Pada September 2015 beberapa kelompok pengeluaran memberukan andlllsumbangan deflasi, yaitu ; kelompok
bahan makanan 0,23 persen dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan O, 09 persen. Sedangkan kelompok
pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi, yaitu : kelompok makanan jadi, mlnuman, rokok, dan tembakau
0,07 persen: kelompok perumahan; air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,05 persen; kelompok sandang 0,06 persen; ke-
Iompok kesehatan 0,02 persen; dan kelompok pendldlkan rekreaSI dan olahraga 0,07 persen

IHK dan Tingka,t Inﬂasi Gabungan 82 Kota Septémber 201‘5, VTahun Kalender 201 5,
dan Tahun ke Tahun Menurqt'Kelompok Pengeluaran (2012 ="100)

Tingkﬁf Tingkat  Tingkat Andl

Kelompok Pengeiuarén . K . HK . HK ‘Il.-IK " Inflasi - '_Inflasi Inflasi Inflasi
Co September Desember "September “Sept'175_”- Tahun Tahun ke Sept’
o . 2014 2014 20:1 5 {%}. Kalender Tahun * 2015
: P . _ o .. 20152 % (%)

. | | f | .. R
. | ' 2 @ W 8. (6} 7 18
U mu m (Headline) ' , : 113,88 119,00 121,67 0,056 224 - 683 -0,05
" 1. Bahan Makanan : 119,92 126,76 129,83 21,07 . 2,42 8.26 -0,23
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembaksu - 115,23 118,84 . 12475 . 0,39 4,97 8,26 0,07
3. Perumahan, Air. Listrik, Gas, dan Bahén bakar - 112,17 115,55 118,65 0,20 2,68 5,78 . 0,05
4. Sandang : o 105,68 106,49 . 110,01 - 0,83 ° 3,31 4,10 0,06
" 5. Kesehatan ' ' 109,07 111,00 ~ 115,78 044 © 4,31 6,15 0,02
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga . 109,63 110,37 = 114,44 0,89 3,69 4,39 0,07
7. Transpor, Komunikesi, dan Jesa Kausngan 11544 127,27 124,67  -040  -204 800 -0,09

" Persentase perubahan IHK September 2015 terhadép IHK buian sebelumnya
" ¥ Persentase perubahban IHK September 2015 terhadap IHK Desember 20714
"3 Persentase perubahan IHK September 2015 terhadap (HK September 2014
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'

And:llSumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap inflasi Nas:onal |2012 100}
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1. Bahan Nlakarian

Kelompok bahan makanan pada September 2015 mengalarm deflasi 1 07 persen atau terjadl penurunan in- |-

deks dari 131,24 pada Agustus 2015 menjadi 129,83 pada September 2015. : 0

Dari 11 subkelompok pada kelompok bajhan makan ini 6 subkeiompok mengalami deflas: dan subkelompok

mengalamai inflasi. ‘Subkelompok yang mengalami_ deflasi tertmggl yaitu subkelompok bumbu- bumbuan 6,08 persen

dan terendah subkelompok telur, susu, dan hasil-hasilnya 0,26 persen. Sedangkan subkelompok yang mengalami

inflasi tertlngg: yaltu 3ubkelompk padl-padlan “umbi- umblan, dan hasﬂnya 1,86 persen dan terendah subkelompok
bahan makanan lainnya 0,19 persen. :

Pada September 2015 terjadi deflasi sebesar 0,05 persen dengan Indeks Harga Konsumen {IHK} sebesar

121 ,67. Dari 82 Kpta IHK, tercatat 36 kota mengalami deflasi dan 46 kota men,galaml inflasi. Deflasi tertinggi terjadi

di Sibolga 1,85 persen dengan IHK 120,15 dan terendah terjadi di Bandung 0,01 persen dengan IHK 120,61. Semen-

'~ tara inflasi tertinggi terjadi‘di Mgrauke 1,33 persen dengan IHK 123,20 dan terendah terjadi di Jakarta 0,01 persen

déngan IHK 122,38. ~ R L | A

Lo | | S BN
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APSYFI TREN KEBUTUHAN SERAT TEKSTIL
- SUDAH MENGARAH PADA SERAT BUATAN

| Jakarta, 1 Oktober 2015 (Business News).

Pelaku industri rayon optimistis kabasitas na-
sional akan menggeser produsen rayon. dunia, sep.-‘
erti India, dengan kapasitas produksi- 800.000 ton

~ per tahun, seiring: dengan hadirnya fasilitas produksi

‘baru maupun ekspansi bisnis dalam lima tahun men- .
_ datang. Redma Gita Wirawasta, Sekretaris Jenderal '

Asosiasi Produsen Syntetic Fiber Indonesia (APSyFl),
di Jakarta, Rabu {30/9), menuturkan tren kebutuhan
serat tekstil sudah mengarah pada serat buatan. Den-

gan begitu, kesempatan bagi industri nasional untuk:

reningkatkan investasi rayon, baik untuk memenuhi

' kebutuhan domestik maupun ekspor, S
Saatiini, kapaSItas rayon nasmnal berada pada

klsaran 500.000 ton per tahun. Reallsa5| produksi

tahun lalu sebanyak 480.000 ton, dengan’ serapan -

domestik sebanYak 362.00(} ton, sementara ekspor

189.000 ton. Redma mengatakan ekspansi bisnis
yang dilakukan industri serat membuktikan penguatan.

upstream mdustn sudah dilakukan di Tanah Air. Sek-
arang, tmggal bagaimana sektor hilir semakin mem-

. perkuat diri. ' :
} Redma' meny’ebutkén tahun lalu, total kebu-

tphan serat '1,7_6 juta ton, terdisfcribusfkan dari kapas

~ sebesar 34%, serat polyester 39%, rayon 21%. dan
lainnya. 6%.

dibandingkan dengan konsumsi 2011, dengan total -
1,4 juta ton yang terbagi untuk kapas 36%, serat .

polyester 42%, rayon 18% dan lainnya 4%.

_ Redma mengungkapkan, akibat kelebihan
pasgkan global, pelaku i_ndUstr_i' serét sintetis . ter-
paksa menurunkan produksi hingga 50% atau seki-
tar 200.000 ton pa'da semestér I/20'15 sehingga

berdampak di pasar lokal maupun, ekspor Dia men- ;

gatakan ekspor serat sintetis turun jadi 5% dari ta-
hun sebelumnya yang_ bisa menpapal 15% dari total
produksu Untuk -penurunan suplai, dia menilai hal

itu sangat sulit sebab Chlna masih tetap mendorong

ekspor dengan strategi pelemahan mata uang.

Permintaan bahan baku bergeser jika’

Adapun untuk‘ sisi permintaan yang beium.
normal, Redma ‘meng'atakan ‘sulit diperbaiki sebab
negara yang jadi pasar tradisional untuk serat sintetis
seperti Eropa, Amerika Serikat dan Jepang masih be-

Ilum normal kondisi perekonomiannya. Selama kondisi .

ini terjadi, dia menilai bahwa produk impor tetap.akan
menggempur - pasar fokal. Menurutnya, kondisi ini

‘ setidaknya akan terus berlangsUng hingga pertenga- .
“han atau akhir 2016. Normalnya industri antara tek- '

stil dan prodl]k tekstil nasional .bis'a menyerép sekitar
700.000 ton serat sintetis per tahun. Namun diperki-
rakan saat ini hanya dibutuhkan sebesar 70%, dan itu
sudah termasuk serapan produk impor. ’

Redma juga. menjelaskan industri. serat smte-
tik dalam negerl makin terdesak oleh produk serat sin-
tetik impor terutama dari Chma. I__emahnya daya saing
produk lokal, membuat imp'or serat sintetik memban-
jiri pasar. Mengacu data dari Apsyfi, saat ini ada dua
perusahaan serat sintetik yang menghentikan operasi .
karena pangsa pasar mereka tergerus impor. “Yang
mengkhawatirkan,- akan ada dua brodusen serat sin-
tetik lagi yang terahcém ikutan menutup bab"r_ik,"’ tu-
tur Redma ‘

" Redma khawatlr dengan bertambahnya pe-
rusahaan fiber sintetik yang gulung tikar, baka1 me-
nambah banyak pemutusan hubungan kerja alias PHK
karyawan di industri ini; Merujuk data Apsyfi, saat ini |

~sudah ada sekitar_1.0'00_ tenaga kerja yang telah di-

rumahkan akibat penutupan operasional produksi dua.
perusahaan serat fiber.

_ Dia menambahkan, ada banyak penyebabr
yang membuat produk serat sintetik dari China lebih

,mu_rah. Pertama, produsen China memperoleh tax re-

bate dari pémerint’ahhya jika mereka méngékspor. Hal
ini yang membuat’ mereka bisa menjual serat sihtq-

~tik lebth murah di pasar ekspor. Kedua, perusahaain'

China.mendapat pendanaan murah dari perbankan.
Ke’uga eksportir China mendapatkan keuntungan dari
devaluasn yuan.

- - .(ST) i
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'SUBDISI BIODIESEL BPDPKS NAIKKAN HARGA cPO

Jakarta, 1 Oktober 2015 (Business News)

Salah satu tujuan didirikannya BPDPKS (Badan
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) adalah un-
. tuk menjaga stabilitas harga ‘CPO. Caranya dengan

memberi subsidi pada pembelian biodiesel oleh Per- .

tamina. Dengan cara ini diharapkan semakin bahyak
CPO yang diolah di dalam negeri sehingga _Suply' pasar
ekspor berkurang dan harga yang sekarang sedang ter-
“puruk kembali naik. Bayu Krisnamurti, Direktur Utama
BPDPKS menyatakén hal ini kepada Business News.

Pemberian subsidi. untuk pembelian biodiesel -

merupakan program pertama BPDPKS yang langsung

berjalan. Dan sekaran‘g hasilnya sudah langsung keli--
hatan. Data dari Blomberg menunjukkan harga CPO
di bursa Malaysia tanggal 17/9 RM 2.128/ton, 18/9 |
. semua pihak yang terkait seperti Kementenan Perta-

RM 2.103/ton, 21/9 RM 2.151/ton, 22/9 RM 2.174/
ton, 23/9 RM 2.224/ton, tanggal 24/9 RM: 2.342/ton,
28/9 RM2.394/ton, 29/4 RM 2.451/ton. :

”Harga "harian CPO selama bulan Septem--
ber terus naik. Kalau kita baca penyebabnya ham-

pir semua analis komoditas menyebutkan kebijakan
biodiesel Indonesia. Bahkan James Fry dari LMC yang
sering dijadikan rujukan untuk prediksi harga C'PO den-
gan terang-terangkan menvebutkan harga CPO dunia
tahun 2016 akan terus naik dan kebijakan biodiesel

Indonesia yang jadi penyebabnya,” katanya.

Ketika kebijakan pemberian subsidi biodiesel .
ini dilakukan banyak pihak yang mengkritik. Mereka

menyayangkan kenapa dana yang dipungljt dari. hasil
keringat petani dan perusahaan perkebunan malah di-
gunakan untuk mensubsidi orang kota. Mereka lebih

suka dana ini kembali ke kebun dalam bentuk bantuan,

~pada petanl ‘dan infrastuktur kebun. Prmsmnya dari
kelapa sawit kembali ke kelapa sawit. _ o
“BPDPKS dldlrlkan berdasarkan UU, PP dan

" Pepres. Salah 'satu amanatnya adalah menjaga stabili- ‘

tas harga CPO. Jadi ketika kita memberlkan subsidi

'pada biodiesel tUJuannya_bukan semata-mata mengem-

bahlgkan diversifikasi energi dengan meningkatkan in-

dustri ini di dalam negeri tetapi menjaga stabilitas har-

ga. Dan hal ini-sudah berhasil dilakukan,” katanya.

Sekarang dampaknya juga sudah dirasakan

petani; Harga 'TBSy‘ang semula sempat jatuh sampai
Rp300/kg sekarang sudah naik menjadi Rp800-1000/

- kg. Prinsip dari sawit untuk sawit tetap berjalan karena

akibat kebijakan ini gairah petani kembali meningkat.

Di BPDPKS tidak ada program prioritas, semua’

program penting. Program selanjutnya yang akan di-

- laksanakan adalah 'pgmberda;yaan petani. Hanya tidak
seperti program subsidi biodiesel yang langsung bisa .
dilaksanakan karena hanya melibatkan Pertamina, )

produsen biodiesel dan BPDPKS saja, pemberdayaan

'petanl jauh lebih rumit.

Jumlah petani mencapai Jutaan KK. BPDPKS

" tidak blsa berjalan sendiri, harus menggandeng ban-
~ yak pihak mulai darl pemda dan perusahaan perke—"
‘bunan. Karena itu sampai sekarang program ini ma-

sih dalam perencanaan. BPDPKS sudah mengundang

man, Asosiasi petanl, pemda pemda daerah sentra

'| produksi kelapa sawit dan lain- lain untuk memberi
" masukan dan selanjutnya akan menjadl program BPD-

PKS dalam pemberdayaan petanl

":Melihat kebakaran hutan dan Iahan yang

" semakin meluas maka salah séfu program BPDPKS
' adalah memberdayakan petani dalam bldang ini den-

gan membuat desa peduli api. Petani yang ada disekl-

tar. per_usahaan perkebunan akan diajari cara mende-
“teksi dini, mencegah kebakaran dan memadamkan api

ketika sudah terlanjhr terbakar. Alat ‘pemadam keba-
karan sederhana akan diberikan pada kelompok tani.

Program lainnya adalah peremajaan. Masalah
ini ternyata tldak sederhana. Dana untuk peremajaan
kebun kelépa saWit‘Saat ini banyak tersedia di bank
tetapi petani tidak bisa mengaksés karena tidak mam-
pu memenuhi persyaratan. _

“Kita akan bantu petani.supaya mampu me-
menuhi berSyaran itu, Misalnya banyak petani yang

kebunnya tidak- bersertifikat, kita bantu supaya ber-

sertifikat. Bunga kredit yang mungkin memberatkan
kita'bisa bantu untuk memberikan subsidi juga masa
pembayaran kreditnya-l_n'isa‘lebih panjang,” katanya. -

.BPDPKS juga -akan membantu petani mem-
buat rencana replanting. Salah satu' masalah utama

peremajaan ini adalah petani tidak punya uang ketika
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. Program ketlga yang juga sama pentmgnya‘
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harus melakukan peremajaan. BPDPKS akan mewajib- -
. kan petani yang ikut program ini menabung sehingga

ke depan petani bisa melakukan sendm lewat dana

adalah melawan black campaign. Fokus akan dilaku-
kan -di Eropa yang merupakan pusatnya‘b_lack cam-
paign. Caranya membuat kampanye objektif, bukan

" membela dengan cara membabi buta.

~ “Kita akan katakan kelapa sawit seperti ini.
Diakui ada masalah, juga ada kesalahan-kesalahan

kesalahan masa lalu itu,” katanya.

KEMEN LHK TARGETKAN 1, 5 JUTA WISATAWAN ASlNG
KUNJUNGI KAWASAN KONSERVASI

Jakarta, 1 Oktober 2015 (Businass News)

Tahun 2014 tercatat ada 2,4 juta wisatawan
yang berkunjung ke Taman Nasional, 1,5 juta orang
ke taman wisata a!a_rn, 12.827 orang ke suaka marga-

" satwa dan 64.975 orang ke cagar alam yang semuan-

ya merupakan kawasan konservasi. Tachrir Fatoni,
Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan I_Ekos_iSterh,
Kementerian ‘Lingkungan Hidup dan'Kehutanan me-
nyatakan hal ini, Selasa {1/10).

Sedang 2015-2019 dltargetkan ada kunjun—
gan 1.5 juta orang wisatawan asing dan 20 juta orang

ke kawasan konservasi. Daya tarik kawasan konser-

vasi untuk pariwisata adalah keindahan gunung, da-
- nau, kawah, air terjun, flora dan fauna dan kehidupan

sosial budaya masyarakat setempat. .
. Negara yang dibidik untuk W|satawan di ka-

.wasan konservasi adalah Tiongkok, Australia, Je-

pang, Korea Selatan dan Rusia. Wisata alam dlharap—
kan dapat memberi sumbangan 8% pada PDB, devisa

Rp240 triliun dan lapangan kerja baru 13 juta orang.

Pengembangan pariwisata‘ di kawasan konser-

‘vasi sangat penting untuk mengatasi konflik dengan
‘masyarakat sekitar. Di Indonesia saat ini ada 521 unit
kawasan konservasi dengén luas 27,1 juta ha yang
| terdiri dari taman nasional, taman wisata alam, cagar

alam dan taman buru. Di dalam dan sekitar kawasan

' .konserva3| ada 6.218 desa.

Maéyarakat' di desa sekitar kawasan konser-
vasi pada umumnya 'padé kondisi p_rasejahtefa dan
mr—;reka sangat tergantung pada kawasan hutan un-
tuk hidup. Hal ini bisa menimbulkan gangguan pada
kawasan konservasi.-

Hal ini dlataSI dengan: dlbukanya akses ma—. 7
Ma- |

syarakat dalam ekowisata kawasan konservasi.
syarakat diberi ruang mengembangkan usaha sarana

. pariwisata alam seperti usaha akomodasi, usaha wi-

sata petualangan dan usaha olahraga minat khusus.
Sedang jaéa pariwisata élam yang bisa dikembangkan
masyarakat adalah jasa pramUW|sata, jasa transpor-
tasi dan jasa cihderamata. !
Syaratnya masyarakat harus teredukasi soal

‘kenyamanan, keamanan, kepedulian dan kependidi-
kan (K4) pariwisata alam. Selain itu harus ada forum .
" pariwisata alam lokal yang bertujuan membuat ren-

cana kerjasama, prosedur tetap K4, resolusi konflik
anggota dan pengelolaan sumber. daya.

Usaha perseorangan .atau “koperasi  cukup

mengajuk'an izin pada kepala unit kawasan konservasi .
setempat. Perlu waktu dua bulan untuk melakukan -

penilaian sebelum ijin bisa dikeluarkan.

£
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'HARGA DOLAR AS MASIH TETAP MAHAL

Jakarta, 1 Oktober 2015 (Business News)

Minat beli terhadap dolar AS (banknote) hingga Kamis siang (01 Oktober 2015) masih tetap tinggi. Kurs
- Jual valuta tersebut yang ditawarkan pedagang valas di masih mantap di kisaran Rp14.750,00/dolar. Paket
Kebijakan Ekonomi Jilid Dua yang diterbitkan Pemerintah dua (2) hari yang lalu kayaknya masih perlu perbaikan
lebih lanjut. Bank Indonesia tetap mempertahankan Bl Rate pada level 7,50% dan per Kamis (01 Oktober 2015)
. memasang Kurs Referensi atau JISDOR (Jakarta Interbank Spot Dollar Rate) USD -IDR sebesar Rp14.654,00/ |
dolar katimbang Rp14.657.00/dolar sehari sebelumnya (30 September 2015).

| Kurs Jual dolar AS di pasar bebas selama sekitar sebulan telah mengalami kenaikan sebesar Rp550,00/
dolar dari Rp14.200,00/dolar (03 September 2015) menjadi Rp14.750,00/dolar (01 Oktober 2015). Dalam
kurun waktu yang sama JISDOR mengalami kenaikan sebesar Rp494,00/dolar dari Rp14.160,00/dolar menjadi
Rp14.654,00/dolar. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun melihatkan trend melemah di kisaran 4.200,21
sementara pihak asing cenderung terus melepaskan saham dan surat berharga lainnya. Karena kebutuhan pasar
akan macam-macam valas cukup tinggi, maka pasaran valuta asing kayaknya masih tetap ramai dan aktif dalam
minggu-minggu mendatang.

Pergerakan Kurs Jual Dolar AS

(A)
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Apindo:

i

- TARGET PEMERINTAH GENJOT
PENERIMAAN PAJAK RUGIKAN PENGUSAHA

Jakarta, 1 Oktober 2015 (Busmess News}

Upaya pemerintah mencapai target'tinggi pe-
nerimaan pajak telah menimbulkan kerugian bagi wa-
jib pajak, terutama waijib pajak badan atau- pengusaha
"Pada’ kenyataannya di Japangan dalam upaya mem-
peroleh target pajak yang tinggi, banyak ekses-ekses

di lapangan yang merugikan waijib pajak. Dan diakui. ’

presiden, tataran pelaksanaan belum sepertl yang

diharapkan,

Sukamdani, kepada wartawan usai diterima Presiden
Jokowi di Kantor Presiden, Selasa {29/9).

P .- Berdasarkan itu Apindo mendesak pemerin-

- tah untuk melakukan relaksasu kebijakan fiskal agar

pelaksanannya Justru bisa mensttmulus dunia usaha.

‘Terkait deregulasi kebijakan, menurut Hariya- -
di, Presiden mengakui bahwa :mpiementasmya di la-

pangan tidak sesuai dengan jadwal maupun harapan
pemermtah Hal ini terjadi, karena konsolidasi kebijakan
di tingkat eselon | dan Il kementerian belum berjalan
sesuai dengan yang diharapkan. "Beliau juga sampai-
kan memang banyak aturan yang sebetulnya menjerat
diri kita sendiri. Nah ini juga perlu konsollda5|,“ tambah
. Hariyadi. .

" ujar Ketua Umum Apindo, Hariyadi B. -

i Presiden RI " pungkas Hariyadi.

Tak hanya soal buruknya koordlna5| kebi-
Jakan Hanyadl mengatakan diskusi dengan Pres-

"l iden juga menyinggung soal kual;tas belanja negara
+ yang masih rendah.. Dalam forum tersebut terungkap,

bahwa hampir sembilan bulan pemerintahan berja-
lan, penyerapan. anggaran belanj'a pemerintah pusat
baru sekitar 61% dari total pagu Rp1.391,5 triliun di
APBNP 2015 Presiden berharap- pada tahun ini akan
terserap antara 92% - 93%.

Kedatangan Apindo sendiri ke Istana Ke-
pre51denan sebaga1 upaya pelaku usaha untuk mem-
berikan masukan kepada pemerintah yang tengah

menggodok paket kebijakan ekonomi jilid il. Pemiki- |

ran sekaligus keluhan dunia usaha dikemas Apindo

.dalam sebuah Matrik Permasalahan Dunia Usaha

yang merupakan 'hasil'pemetaan masalah di 25 sek-
tof usaha di Indonesia. "Apindo memandang, bahwa

- implementasi paket kebijakan ekonomi tersebut meru-

.pak‘an tantangan dan pertaruhan jabatan pimpinan

‘kementerian/lembaga terkait untuk membuktikan

“kinerjanya sebagai pertanggungjawaban kepada

PY)

HARI HABITAT DUNIA AKAN
DIPERINGATI DENGAN TEMA PUBLIC FOR ALL

Jakarta, 1 Oktober 2015 {Busmess News}

Kementerian‘ Pekerjaan Umum’ dan Peruma-
han Rékya’t {PUPR) melalui Ditjen Cipta Karya kembal’i
menyelenggarakan Hari Habitat Dunia {HHD) yang di-

* peringati setiap. Senin, minggu pertama bulan Oktober.
" Setiap tahun UN-Habitat menetapkan tema peringatan

‘HHD vang akan diadopsi oleh negara-negara anggotanya. |

Kali ini peringatan HHD mengambil tema Public Space for

All.™ atau Ruang Publik untuk Semua.”

Tema "Public Space for All dlplllh mengmgat .

.fun'gsi ruang publik yang sangat penting dalam menun-

jang aktivitas manusia dan keberianjutan Ilngkungan
permuklman di perkotaan, Ruang publik perkotaan yang
baik dapat memngkatkan kohesi sosial, meningkatkan

kesehatan, kebahaglaan dan kesejahteraan bagi semua |

masyarakat,, serta mendorong investasi, pembangunan

ekonomi lokal, dan kelestarian lingkungan permukiman. -

Indonesia dalam - peringatan itu akan menjadi

'tuan rumah atas ttga agenda internasional yang berkai-

tan dengan perkotaan vakni Asfa Pacific Urban. Forum

' Youth (APUFY) pada tanggal 17-18 Oktober 2015,

Asia Pacific Urban Forum 6 {APUF 6) pada tanggal

19-21 Oktober 2015, Konferensi Tingkat Menteri atau
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Pertemuan Regional Tingkat Tinggi atau High Level
Regional Meeting (HLRM) sebagai acara puncak pada
-21-22 QOktober 2015 yang akan dibuka oleh Presiden

Jokowi. Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, dalam

hal ini akan menjadi panitia pehyelenggéra dari kegiatan
APUFY, APUF 6, dan HLRM tersebut.

Ketiga agenda tersebut r_ri’erupakan pertemuah_ '
' awal dari para pemangku kepentingan menjelang pe- |

. nyelenggaraan Habitat Ill yang- akan dilaksanakan ta-
hun depan di Quito, Ekuador. Habitat [l sendiri meru-
pakan K_onferensi_Tingkat Tinggi (KTT), global PBB
setelah adopsi-dari Agenda Pembangunan Pasca-2015
yang akan. menguatkan kerhb_ali kemitraan strategis
para pemimpin dalam pembahasan a'genda pembangu-
nan kota ‘berkelanjutan yang ba_fu. Indonesia yang
. terpilih sebagai anggota Biro Panitia Persiapan Habi{
tat lil, tahun ini akan menjadi tuan rumah pertemuan

tingkat tinggi wilayah Asia-Pasifik, serta Panitia Per- -

siapan Rapat (Preparation Committee Meeting/ Habi-
tat lll pada bulan Juli 2016 di Surabaya.

Sesditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR,
Rina Agustm mengatakau ruang publlk merupakan
ruang yang dimiliki oleh publik dan dapat diakses;
serta dimanfaatkan oleh semua warga, seperti’ pasar,

-buka hijau (RTH).

jalan, dan toilet. Ini bisa membuat warga bisa lebih

sehat, apalagi anak-anak, orangtua, dan penyandang .

. disabilitas. Namun yang terjadi sekarang. tidak semua

warga bisa menikmatinya. "Masalah toilet, misainya,

.di tempat umum banyak anak kecil yang tidak bisa me-
“nikmati. toilet yang pas untuk mereka, tetapi terpaksa

meng_guriakan toilet orang dewasa di tempat umum,”
ujarnya, seraya mengatakan untuk memecah'kan ma-

" salah ity pihaknya akan mengajak kerjasama dengan

Perguruan Tinggi di Indonesia. -

Demikian halnya dengan masalah ruang ter-
Ruchyat Denny, Tim Pakar Habitat
Ilf, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, Indonesia

masih kurang dalam menyediakan RTH bagi warga.
' Saat ini RTH Indonesia masih menduduki peringkat 14
- di dunia. Jauh dibawah Wina, Austria dan Slngapura s
_ tetapi diatas Tokyo, Jepang.

APUFY akan duselenggarakan oleh pemerm-'
tah Indonesia berkolaborasi dengan badan PBB untuk

"Program Permukiman {UN-Habitat) dan didukung oleh
. Asian Development Bank {ADB), serta berbagai mitra
“kerja lainnya, termasuk organisasi pemuda, kelompok

masyarakat, dan juga lembaga ilmu pengetahuan. ‘
: ' ‘ ' {Pt)

- BKPM MATANGKAN PEMBENTUKAN
- DESK KHUSUS INDUSTRI PADAT KARYA

| Jakarta, 1 Oktober 201 5 {Busmess News)

BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)

' mematangkan rencana pembentukan desk khusus
" industri padat ‘karya. Pembentukan desk tersebut di-
maksudkan untuk ‘memberikan respon cepat atas
permasalahan atau hambatan yang-dihad'api industri

tersebut di lapangan. Kepala BKPM, Franky Sibarani -

menjelaskan, BKPM akan melakukan koordinasi lin-
tas Kementerian yang rencananya dilakukan minggu
ini. Koordinasi lintas. Kementerian pada tahap awal
“ini cukup penting untuk memastikan desk khusus
tersebut‘berjalan efektif, kérena._-permasalahan yang
dihadapi industri padat karya khususnya industri tek-
stil dan sepatu, sangat terkait dengan Kementerian
lainnya. Demikian Siaran Pers BKPM yang dltenma
Kamls (1 {10).

Rencana koordlnaS| lintas kementerian akan
melibatkan BKPM, Kementerian Perdagangan Ke-

menterian Perindustrian, Kementerian Keuangan, khu-

susnya Ditjen Pajak dan'Bea Cukai, dan Kementerian
Tenaga Kerja. Dalam identifikasi BKPM bersama aso-
siasi tekstil dan sepatu diperoleh permasalahan yang
dihadapi memerlukan koordinaSI denan Kementerlan
tersebut.’

Franky menambahkan, permasalahan yang

. dihadapi industri tekstil existing dari hasil identifi-

kasi ‘Asosisasi Perte_kStiIan Indonesia (API) adalah
peningkatan daya produksi akibat bahan baku yang
masih diimpor, daya beli. masyarakat menurun, ser-

ta masuknya: paka:an impor, terutama yang masuk
secara-ilegal. Untuk mengatas_l permasaiahan terse-

but koordinasi dengan lintas Kementerian sangat
diperlukan.
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Persoalan impor bahan baku, akan membu-

‘tuhkan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan

dan Kementerian  Perindustrian. Sementara untuk
pengawasan masuknya barang impor ilegal memerlu-
kan koordiansi dengan Ditjen Bea dan Cukai. Déngan

demikian, desk ini diharapkan akan efektif. menyele-

saikan masalah yang _dihédapi investor.

Sebelumnya, seusai melakukan pertemuan -

dengan APi, Kepala BKPM Franky Sibarani melon-
tarkan rencana pembentukan desk khusus indus-
tri padat kar'ya, di. mana pada tahap pertama akan
meng-handle permasalahan yang dihadapi inves-
tor sektor teksil dan alas kaki. Pembentukan desk
khusus tersebut untuk melakukan fasilitasi terhadap

- investor. existing di kedua sektor industri tersebut

yang menghadapi permasalahan yang mengancam

kelangsungan usaha mereka. '
Pemerintah periu hadir untuk memfasnhtam

permasalahan di kedua sektor usaha tersebut, kare-

na cukup strategis dalam hal penyerapan tenaga

kerja maupun memperkuat ekspor Indonesia. Potensi

ekspor sektor tekstil dan alas kaki Indonesia masih_ cu-

_kup besar, karena pada tahun 2014 ekspor tekstil dan

pakaian jadi Indonesia hanya 1,85% dari nilai pasar
global sebesar _USD‘700 miliar. Demikian pula dengan
sektor alas kaki di mana ekspor Indonesia hanya 4%
dari nilai pasar global sebesar USD100 miliar..

BKPM ‘mencatat, selama Semester 1/2015 '

realisasi investasi untuk sektor tekstil masih tumbuh

positif, naik 58% sebesar Rp3,88 triliun dibanding
Semester 1/2014. Realisasi investasi seluruh sub-
sektor tekstil pada Semester 1/2015 juga tumbuh
positif, yaitu industri pengolahan serat tekstil tumbuh

' 213% sebesar Rp2,40 triliun dari 82 proyek, industri

penenunan tekstil 613% sebesar Rp163 miliar dari
25 proyek, industri pakaian jadi tumbuh 16% sebesar

‘Rp941 ‘miliar, dan industri perlengkapan pakaian tum-

buh 563% sebesar Rp2'1'6-mi_liar dari 15 proyek. Se-

- mentara itu, realisasi investasi untuk sektor alas kaki

pada Semester 1/2015 tumbuh 613% sebesar Rp759
miliar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya,
dari 69 proyek. - o {Dm)

KOMISI 1l DPR BERTEKAD SELESAIKAN RUU PERTANAHAN

Jakarta, 1 Oktober 2015 (Business News)

Komisi I DPR bertekad akan menyelesalkan '

RUU Pertanahan guna menjawab permasalahan per-
tanahan. yang terjadi. RUU Pertanahan diharapkan
menjadi karya besar DPR yang dapat mempermudah

penyelesaikan kasus-kasus tanah. Hal itu ditegaskan '

Wakil Ketua Komisi Il DPR, Ahmad Riza Patria saat
memimpin kujungan kerjé spesifik. ké Lampung. Kun-
jungan kerja spesifik ke Lampung dilatarbelakangi
maraknya konflik dan sengketa pertanahan di daerah

ini dan juga di daerah lain di Indonesia. Masalah kontlik
" tanah merupakan persoalan besar bagi bangsa karena
tidak ada kunjung penyelesaiannya. Masalahnya bu-
kan makin reda justru bereskalasi dari waktu ke waktu

dan mengarah pada tindakan anarkis yang merugikan

semua pihak. Demikian informasi Humas DPR, Rabu .

{30/9). . : _ ‘

‘ Kontlik dan sengketa tanah i;ii sudah lama dibi-
arkan dan semakin berlarut-larut dan kemudian menjadi
kasus yang sangat kompleks dan tidak mudah untuk
dlpecahkan Dengan akan dibahasya RUU Pertanahan,

diharapkan dapat mempermudah penvelelesalan kasus-
kasus tanah.
Anggota Komisi .1l DPR Budiman Sudjatmiko

- mengatakan, dengan adanya Menteri Agraria dan Tata

Ruang pada pemerintahan 'sek-arang'ini diharapkan pu-
nya taring untuk kembali menempatkan soal tanah ke
masalah agrarian. Acuannya adalah UU Pokok Agraria
dan RUU Pertanahan yang sedang disusun. RUU Per-
tanahan harus cepat diselesaikan. Harus menjadi karya
besar DPR untuk menjawab masalah pertanahan.
 Data dari penelitian IPB dan mantan Kepala
BPN Joyowinoto, 56% asset nasional” hanya dikuasai
oleh 0,2% pendud'uk ‘atau 400 ribu orang saja dari
240 juta orang di Indonesia. Aset itu seperti tanah,

‘tambang, hutan, gunung, sUngai dikuasai hanya oleh

400 ribu orang. Dimana 87% dalam bentuk pengua-
saan atas tanah sehingga tingkat ketimpangan atas
tanah adalah 0,6 artinya melampaui. koefisien dini
atau ketimpangan rata nasional 0,43. Sementara ta-
nah 0,6-07 artinya melampaui ketimpangan rata-rata
nasgional dan banyak ukuran sudah’ melampm titik le-
dak sosial yang luar biasa. ‘
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Karena itu, jangan ‘anggap ringan ‘masalah
tanah, dan dikatakan sudah diselesaikan. Soal tanah

adalah soal sejarah, folosofi, ‘ideoldgi dan soal ke In-

 donesiaan. Tldak bisa’ menyelesalkan masalah tanah
secara administratif semata '

" Untuk berbagai kasus tanah di Lampung dlu- .

| sulkan gelar perkara dengan melibatkan masyarakat

Pemda, BPN dlgeiar perkara di DPR. Seperti kasus

Mesuji yang lalu di DPR. Supava persoalannya jermh
tanpa ada kekisruhan apapun, silahkan Gubernur dan
dari pihak perusahaan gula fsugar corporation), juga
ikut serta ada wakil petani. Kalau bisa diselengga-
rakan sebelum ‘akhir tahun, Llntuk mencegah jangan
: sampal berlarut-larut. :
Permasalahan tanah di Provm5| Lampung sudah
masuk kategori merah. Ini ditandai dengan banyaknya
.kasus tanah yang rawan kohflik."Bahkan,_ beberapa di-
antaranya telah menimbulkan korban jiwa. Kehadiran

investor penting, tapi harus memenuhi ketentuan yang-'

" secara nasional.

berlaku.dalam penyelesaian-kasus tanah. Kepentingan
rakyat kecil jangan dikorbankan. ‘Umumnya, dalam |

sengketa tanah, pengusaha selalu menang dan diun-
tungkan Sementara rakyat kecil selalu’ dlrugikan Dan

“umumnya pula pejabat di instansi manapun tidak se-

dikit yang pro pengusaha ketimbang pro rakyat.

Pre5|den Jokowi telah mencanangkan pro-

gram- program pro rakyat dan Dewan j juga secara kon-

. sisten akan mendukungnya. Kita- harus sama-sama
- dukung program: pro rakyat. Kita diuji menyelesailan
kasus-kasus tanah di Lampung.'Riza'rﬁendukung per- ‘
‘ nyataan Yandri Susanto agar penyelesaian tanah di |

Lampung duadlkan pilot proyek penyelesaian tanah

rakyat.
lel

RASIONALISASI KEBIJAKAN KEMENDAG
DIKLAIM TURUNKAN BEBAN DUNIA USAHA

Jakarta 1 Oktober 201 5 {Busmess News}

Menten Perdagangan Thomas Lembong men—_
‘ egaskan paket deregulasi dan debirokratisasi di sektor
' perdagangan diterbitkan untuk mengembalikan keper-
cayaan mas‘yarakat kepada pemerintah dan menjaga

kepercayaan investor kepada negara Mendag me-
nyampalkan rasionalisasi peraturan dan penyederha—
naan peraturan ini telah dilakukan oleh negara negara
yang- industrinya melaju dengan cepat dalam kurun
waktu 20 tahun terakhlr :
"Rasionalisasi
naan 'perizinan ini merupakan hal fundamental yang
diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan ma-
syarakat kepada pemermtah dan kepercayaan in-

vestor kepada negara, serta membangun kembali
persep5| 'yang positif,” ujar Mendag Thomas Lem-.

bong. Menurut Lembong’ semangat deregulasi dan

' debirokratisasi yang saat ini tengah bergulir, adalah’

penyederhanaan yang .drastis pada proses-proses
perlzman dan peraturan serta pengaturan impor dan
ekspor secara Ieb:h strategis.

peraturan dan penyederha-.

- nyangkut’ multidimensi.

"Paket deregulasi dan debirokratisasi sektor

- perdagangan bertuluan untuk menyederhanakan pros-

es perizinan. dan peraturan, sehingga dapat ‘mengu-
rangi beban administrasi dan perizinan yang sulit bagi
para pelaku usahsa, Selain itu juga, pengaturan impor

‘strategis dan produktif, dapat menunjang industri

ekspor dalam negeri,” paparnya. _
~ -Usai diterbitkannya Paket Kebijakan Ekonomi
Tahap | Presiden Joko Widodo pada -9 September

- 2015 lalu; jajaran Kementerian Perdagangan bekerja

secara intens berupaya mengimplementasikan ke-

,bijakanfte'rseth. Dari .32 Peraturan Menteri Perda-

gangan (Permendag), yang terdiri atas 24 Peraturan
yang didebirokratisasi dan 8 Peraturan vang dideregu-
lasi, terdapat 9 Permendag baru d|terb|tkan setelah
dltandatangam oleh Mendag. .

. "Kebijakan ini cukup kompleks karena me-
' Namun jajaran Kementerian
Perdagangan bergerak cepat. Dalam kuruni  waktu
kurang dari tiga rnlnggu setelah pengumuman ada
9 Permendag yang telah dltandatangam minggu
ini," ujarnya. Berikut ini 9 Permendag yang telah
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Karena itu pula Riza -menegaskan,
siapapun pengusahanya, .S|apap.u‘n backing-nya, dan |
_apapun risikonya akan dihadapi. Ditegaskan pihaknya
siap’ hadapi pejabat dan pengusaha yang tidak pro
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nal Importir (API); Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 71/M-DAG/PER/9/2015 tentang Ketentuan

‘Impor Produk Hortikultura; Peraturan Menteri Perda-

gangan Nomor 72/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pe-
rubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan

‘Nomeor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi
Jasa Bidah‘g Perdagangan dan Pengawasan Standar

Nasional Indonesia {SNI) Wajib terhadap Barang dan

| Jasa yang Diperdagangkan; Peraturan Menteri Perda:
“gangan Nomor ‘73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Ke-

wajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia

pada Barang; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor -
74/M- DAG/PER/9/2015 tentang Perdagangan Antar-

pulau Gu!a Kristal Raflna31, Peraturan Menteri Perda-

_gangan Nomor 75/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pen-

cabutan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan’

Perdagangan Nomor 528/MPP/KEP/7/2002 tentang
Ketentuan Impor Cengkeh; -Peraturan Menteri Perda-
gangan Nomor 76/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pen-

" cabutan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor -

11/M-DAG/PER/3/2010 = tentang Ketentuan Impor

Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik °

Peraturan Menteri Perdagangan No- -
mor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Penge- _
.35/M-DAG/PER/5/2012; 'Peraturan Menteri

Kosong, dan Cakram Optik Isi sebagaimana telah di-
ubah ‘de'ngan Peraturan Ménteri Perdagangan Nomor
Perda-
gangan Nomor 77/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pen-

“ cabutan. Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor -

41/M-DAG/PER/1 2/20_1 1 tentang Ketentuan. Impor

.Sodium Tripholyphosphate (STPP}; Peraturan Menteri
_Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/9/2015 tentang

Pencabutan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No-
mor 45/M- DAGIPER/612015 tentang Ketentuan Im-
por Ban :
" Dari 9 Permendag tersebut ada 5 Permendag

_ yang']an_gsung berlaku segera setelah ditandatangani

yaitu Permendang mengenai perdagangan gula an-

) tarpulau, impor cengkeh, cakram optik, STPP, dan
.impor ban.
laku karena sifatnya pencabutan,"

"Permendag tersebut dapat segera ber-
imbuh Mendag.
Sedangkan Permendag mengenai Label akan berlaku

A Oktober 2015. Sementara itu Perme.ndag menge-
nai LAPl'berI.ak_u pada’ 1 Januari 20186, Permendag

mengenai impor hortikultura berlaku pada' 1 Desem-
ber 2015, dan - Permendag SNI berlaku satu bulan
setelah dltandatanganl

' {Mi)

LANGKAH STRATEGIS BKPM |
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Jakarta, 1 Oktober 201 5 (Busmess News)

BKPM (Badan Koordinasi‘Penanaman Modal} -
_terus berupaya meningkatkan investasi dengan melaku-
kan 3 ‘langkah strastegis dalam upaya percepatan
BKPM sudah melakukan
{1) deregulasi peréturan"-
investasi Seperti penyederhanaan proses perizinan

pembangunan .infrastruktur.
3 langkah strastegis yaitu :’

bidang ketenagalistikan dari 52-jenis izin menjadi 25
jenis izin dan dari 923 hari menjadi 256 hari; (2) fasili-

tas debottlenecking investor yaitu dengan membantu

investor mengatasi kendala yang dihadépi atau mem-
fasilitasi investor dengan- stakeholder infrastruktur

‘Iainny'a; {3) pemasaran proyek infrastruktur. Demikian

Siaran Pers BKPM yang diterima Rabu (30/9).
‘Deputi Perencanaan Penanaman Modal, Tam-

- pa Hutapea dalam dialog investasi mengatakan, infra- !

struktur merupakan salah satu prioritas pemenntah

BKPM selaiu berupaya untuk menarik investasi sebe-
sar- besérnya Narnun, investasi butuh infrastruktur,

dan infrastruktur juga butuh investasi. BKPM mem- .
bantu stakeholder agar b:sa segera mempercepat re-
-alisasi investasinya. :

Daya saing bangsa dalam menarlk investasi
ditentukan oleh ‘banyak factor yang salah saty dian-
taranya merupakan ketersediaan infrastruktur. Tren
realrsas: pembangunan sektor infrastruktur menlng-
kat. Selama Semester 1/2015, BKPM mencatat total
nilai realisasi investasi infrastruktur sebesar Rp72,2
triliun. Nilai ini sudah mencapai 63% realisasi tahun |
2014 atau 94% realisasi tahun 2013. BKPM juga
mencatat pertumbuhan nilai rencana investasi yang
signifikan .di sektor ini. Selama Semester /2015, |
BKPM menerbitkan |zin Pr|n5|p investasi senllal Rp31 4.
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triliun, atau mehingkat lebih dari 5 kali lipat dibanding
periode yang sama tahun yang lalu. o
Menurut Il(epala BKPM, Franky ‘Sibarant, re-
alisasi proyek infrastruktur meningkatkan rasa opti-
mis akan kenaikan daya saing investasi Indonesia ke
depannya. Infrastruktur dan logistik merupakan satu
‘dari 5 tantangan utama dalam berbisnis di Indone-
sia, menurut survei World Economic Forum 2014. In-
frastuktur juga memperkuat fondasi ékonomi_ untuk
rnehcapai pertumbuhan ekonomi yang herkelanjutan.
Berdasarkan rencana pembangunan infrastruk-
tur 5 tahun Presiden Jokowi, pemerintah mematok tar-

get memhangun 24 pelabuhan laut, 15 bandar udara,’

i ruas jalan tol sepanjang 1.000 kilometer,“2.650 kilo-
- meter jalan antarprovinsi, 49 bendungan, pembangkit
listrik-35.000 megawatt, serta mengembangkan trans-
portasi massal di 3 kota besar. Selain itu, pemerintah
juga berencana membangun Kawasan Ekgnomi Khu-
sus (KEK), tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di

luar Pulau Jawa sepertl Kallmantan Sulawesi, Maluku,
dan Papua. ‘

' donesia, Yukki Nugrahawan mengatakan,.
sebagai negara kepulauan memiliki karakteristik yang

Kinerja Logrstrk
Ketua Asosiasi Loglstrk dan Forwarder In-
Indonesia

sahgat berbeda dibanding negara lain. Luasnya per-

‘airan dan terbatasnya infrastruktur guna menunjang
~ lancarnya pergerakan arus barang menjadi tantangan

bagi penyedia jasa logistik. Menurut survei Bank Du-
nia, Indonesia menempati peringkat ke-53 dari 160
negara dalam hal indeks kinerja logistik, jauh di bawah

| beberapa Negara berpendapatan menengah lainnya di

kawasan Asia Tenggara.

Untuk mencapai reformasi Ioglstlk Yukki ber-
harap ada penyempurnaan dan evaluasi bersama an-
. tara pemerintah 4dan pelaku-usaha logistik terhadap

blue print Logistik Nasional, terciptanya integrasi lo-
gistik Indonesia, pembentukan UU Logistik dan Trans-

" ‘portasi Nasional, serta terdorongnya peningkatan ke-

mampuan SDM di bidang logistik.

{Dm) .

TAHUN 2016 PENERIMAAN HIBAH
DIPROYEKSIKAN TURUN 38,7 PERSEN

Jakarta, 1 Oktober 201 5 {Busmess News)

Dalam penerimaan hibah, pemerintah lebih
memprioritaskan mendapatkan hibah dari dalam
maupun dari luar negeri, tanpa ada persyaratan yang

memberatkan untuk pengalokasrannya Pada tahun

20186, penerimaan hibah diproyeksikan. mencapai
sebesar Rp2.031,8 miliar, turun sebesar Rp1.280,1
miliar atau 38,7% dibanding dengan target dalam
APBNP tahun 2015. Hibah-hibah tersebut akan di-
gunakan untuk membiayai program-program ter-
kait pendidikan, pengembangan desa dan sistem
pérkotaan, penvediaan air bersih dan subsidi, yang

. dikelola Kementerian/Lembaga maupun diterushibah- .

kan ke daerah sesuai dengan nota kesepahaman
{MoU} yang telah ditandatangani antara Pemerintah
sebagal penerima hibah (grantee} dengan organisasi/
negara pemberi hibah (donor). Demikian data Nota
Keuangan dan RAPBN 2016 yang dlperoleh Kamis
{1/10).

Pendapatan BLU °

- Pendapatan Badan Layanan Umum {BLU}
dalam tahun 2016 dltargetkan mencapai Rp35.359,9
miliar,
53,1% dibanding dengan target dalam APBNP tahun
2015 atau sebesar Rp9.269,7 miliar dibanding dengan

- perkiraan realisasi tahun 2015, Peningkatan tersebut
. utamanya bersumber dari BLU Badan Pengelola Dana

Perkebunan Kelapa Sawit yang dibentuk melalui Per-

aturan Menteri Keuangan nomar 113/PMK.01/2015

tanggal 10 Juli 2015
BLU ini akan mengelola dana pendukung

- sawit (CPO/Supporting Fund) yang antara lain berasal
dari pungutan atas ekspor kelapa sawit, CPO dan/-

atau produk turunannya. Selarn itu, peningkatan tar-
get BLU dalam RAFBN tahun 2016 bersumber dari

optimalisasi pendapatan BLU yang selama ini telah

dilakukan. Untuk mencapai target tersebut, ‘akan di-
tempuh upaya-upaya :
a. Mengoptimalkan potensi

Business News 8760/2-10-20¢%

meningkat sebesar Rp12.269,7 miliar atau’
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hanya dari jasa layanan umum, tetapi juga dari.
pendapatan hasil kerjasama, -hibah, dan peman-
faatan asset BLU. ‘

b. - Modernisasi layanan kepada masyarakat‘ dengan
menerapkan pringip-prinsip bisnis terbaik.

c. Menerbitkan potensi pendapatan BLU agar ‘on -

budget melalui pemberian remunerasi berdasar-
kan persentase tertentu- dari pendapatan BLU.
d. Menerapkan kebijakan tarif layanan. yang sesuai

~dengan daya beli dan konsumen yang dltu1u {ke- .

‘ bijakan cost minus, cost recovery, dan cost plus)
e. BLU juga diarahkan untuk memperluas akses/keter-
. jangkauan Iayanah bagi masyarakat yang membu-
tuhkan {UMKM, masyarakat miskinltﬁerpenghasilan
rendah, korban bencana, dan masyarakat yang per-
lu dilindungi) dan meningkatkan kemandirian pen-
danaan BLU untuk pelayanan kepada masyarakat

BLU mérupakan instansi di lingkungan Pemerin-
tah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan ke-

pada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keun-
tungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Bidang yang
mendominasi pola penelolaan keuangan melalui BLU
selama ini adalah bidang pendidikan dan kesehatan,
yaitu sekitar 63% dari total target BLU di tahun 2015. .
Pendapatan BLU dari tahun ke tahun terus mengala-

‘mi penlngkaan beberapa faktor yang mempengaruhi:

adalah adanya perubahan tarif dan remunerasi BLU,
meningkatnya jumlah BLU, dan potensi satker {satuan

. kerja) yang dapat menjadi BLU, serta optimalisasi
- sumber PNBP BLU, tidak hanya dari layanan inti. Per-

aturan tentang Badan Layanan UMUM (BLU} ditetap-
kan dalam PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penge-
lolaan Keuangan BLU, -yang telah disempurnakanan

: dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
"atas PP Nomor 23Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangén BLU.
' (Dm)

KADIN BERPENDAPAT DAMPAK .
DEREGULASI BELUM TERASA DI WAKTU DEKAT

Jakarta, 1 Oktober 2015 (Business News)

Dengan teiah diumumkannya paket kebijakan
September Jilid 'Il, yang bertujuan merespons eko-
nomi yang masih lesu efek dari pelemahan ekonomi
global, sangat penting dilakukan karena akan menin-
gkatkan iklim investasi sehingga investasi akan ma-

“suk ke Indonesia. Demikian dikemukakan Rosan P

Roeslani Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang
Perbankan dan Finansial.

“Hingga kini peringkat kemudahaan berblsnls
Indonesia rmasih sangat rendah (perlngkat 114) jika
dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand
{peringkat 26), Malaysia _(1"8), Singapura (1}, Filipina
{95), dan Vietnam (78)", papar Rosan dalam seminar
pemberdayaan usahawan dan potensi daerah untuk

. peningkatan ekspor di Pangkal Pinang - Bangka Belitung;

Kamis {(1/10). Walaupun deregulasi dan debirokratisasi
sudah diluncurkan, namun dampaknya terhadap ekono--
mi indonesia tidak akan terasa dalam waktu dekat.

Besar kemungkinan dampaknya akan terasa
“dalam jangka menengah {1-2 tahun}.

Mengingat .

dampaknya tidak. aikan_ terasa dalam’ waktu deka_t,

‘peémerintah perlu menjangkar espektasi masyara-

kat yang sudah berharap paket kebijakan ekonomi
Il akan terasa.” Harapan besar masyarakat terha-
dap implementasi kebijakan ekonomi Il penting bagl
pemerlntah

Survei Konsumen Bank Indonesia mengmdlka-

sikan tingkat keyakinan terus mengalami kelemahan

sepanjang tahun 2015, di bulan Agustus penurunan

‘Indeks Kondisi Ekonomi 2,3 poin dan Indeks Ekspe-
ktasi Konsumen 0,5 poin dari bulan sebelumnya. Ha-

sil survei mengindikasikan konsumen men%perkirakan.
teKanan kenaikan harga semakin menurun pada Sep-

. tember 2015. Penurunan tekanan kenai_kén harga di-
-perkirakan terjadi pada seluruh kelompok komoditas,

dengan penurunan terbesar terjadi pada kelompok ba-
han makanan dan kelompok sandang.
Kebuakan pemerintah yang telah dikeluarkan

- belum menyentuh pada persoalan jangka pendek, sep-

erti pelemahan rupiah, terkurasnya cadangan devisa,
dan harga saham yang berguguran dengan indeks har-
ga saham gabungan. Walaupun belum dapat dirasakan
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langusung, tetapr kebuakan pemerlntahan tahap Il. ml

| sudah langsung menuju pada sejumlah persoalan.

Misalnya pajak bunga depos;to yang saat ini
20 persen akan dipangkas tinggal separuhnya bagj

eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspor (DHE} |
dalam valuta asing selama. sebulan di perbankan |
. dalam negeri. Pemotongan akan lebih tinggi lagi, ting-
gaf 7.5 persen, jika ditanam tlga bulan, 2,5 persen un-

tuk periode enam bulan, dan nol persen untuk jangka
waktu sembilan bulan atau lebih.
: Dalam kesempatan itu. dlnnya mengajak para

pelaku usaha UKM Bangka Belitung tetap optimis-

tik menyikapi perlernahan ekonomi saat ini. Secara

' . geografis letak Provinsi-‘Kepulauan Bangka Belitung
"1 menguntungkan bagi pengembangan sektor ekonomi.

Pasalnya Kepulauan Bangka Belitung menjadi bagian
jalur perdagangan internasional. Tak hanya itu bahyak
potensi unggulan sumber daya alam darat dan laut

“yang dapat membahgkitkan pertumbuhan ekonomi
| antara lain di sektor pertanian dan kehutanan pesmnr
. perikanan, ‘dan kelautan. :

Masih terdapat beberapa sektor. yang harus
diperhatikan untuk membangun potenm ekonomi se-
tempat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan yak-

L ni membangun infrastruktur dengan mencukupi kebu-
. tuhan listrik. Secara geografis Babel memifiki energi

alternatif pembang_kit tenaga listrik seperti, nuklir atau

green teknologi.

“Banyé!k potensi lokal yang dapat
dikembangkan oleh enterpreneur- enterpreneur baru
di Babel dalam menumbuhkan usaha kecil potensial
yahg saat ini mengalami kesulitan dalam pemodalan
melaiui jalunj perbankan dan iembaga keuangan lain
karena dinilai tidakbankable. Untuk itul mereka per-

“fu dibantu melalui skema pemodalan lain agar-usaha |

mereka dapat berkembang,"papar Rosan.
" Kepala Dinas Perindustrian dan 'Perdagangan

~Provinsi Babel, H.M. Yuliswan, dalam sambutannya

mengungkapkan pentingnya bantuan modal bagi para

‘pelaku usaba di provinsi ini. Menurutnya dengan ban-

tuan modal, Babel tidak hanya akan menjadi sebagai
kontributor bagi pendapatan nasional dari sisi kekayaan

" alam, tetapi juga produk bahan baku dan bahan jadr

yang dikembangkan duma usaha.

“Babel tidak  hanya berkontnbusn karena

) kekayaan laut yang sangat besar, tetapi juga me-.

Jalui pengusaha pengusaha lokal yang bisa berbicara
banyak secara nasional. la juga mendorong bertum-
buhnya. motivasi masyarakat 'untuk berwirausaha.
Diterangkannya angka wirausaha Babel masih 1,67
persen. Sementara itu, produk luar terus berdatangan
ke Babel. “Jangan sampai kita hanya sekadar dilihat
sebagai pasar atau pembeli potensial. Kita juga per-
lu menghasilkan produk dan memasarkan ke. luar,”

paparnya. (Ml)

PRESIDEN MINTA PERTAMINA
TURUNKAN HARGA BBM, MESKIPUN SEDIKIT

Jakarta, 1 Oktober 201 5 {Busmess News}

" Presiden Jokowi minta Pertamina menghitung N

kembali harga bahan bakar minyak (BBM) apakah masih

ada kemungkinan harga premium diturunkan, meski- -
7 pun sedikit. “Coba dihitung lagi. Meskipun kemarin su-

dah diumumkan oleh Menteri ESDM, tapi ini- negara
sedang membutuhkan,” ujar Presiden saat memberikan
pengantar pada rapat terbatas mengenai pemangkasan
perizinan, di Kantor Presiden, Kamis (1/10).
Sementara itu, Presiden mengaku mengetahui

| dan sudah mendapat laporan apabila harga BBM yang

berlaku sekarang masih minus dua persen dari harga.

keekonomian. “Tapi mungkln masrh b:sa dlturunkan

i ujar Presiden..

Sebelumnya Dirjen Mmyak dan Gas Buml

| Nyoman Wiratmaja, dalam keterangan persnya di |

| Jakarta Rabu (30/9) menyebutkan tidak ada peruba--
: han harga BBM, karena harga jual premium masih di

bawah harga keekonomian, sehingga PT Pertamina
{Persero) masih. merugi. “Kami memutuskan har_ga
BBM tetap. Pertimbangannya menjaga stabilitas dan
memudahkan perencanaan ekonomi,” kata Wiratmaja,

seraya mengatakan nantinya harga BBM akan dikaji.
lagi setiap tiga bulan atau ditinjau ulang pada 1 Januari |

2016.
Saat ini harga Premlum sebesar Rp7.300 dan

"Solar Rp6 900. Dengan mernpertlmbangkan rata-rata

harga minyak dunia dan nilai kurs Rupiah terhadap US

~ Dollar, serta harga indeks minyak Singapura {(MOPS}

dalam -enam bulan terakhir per 1 Oktober ini, harga

rata-rata premlun seharusnya Rp8.300/liter dan harga _

solar Rp6 750/liter

{Pt)
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PEMERINTAH SEGERA KELUARKAN
'PAKET KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP Il

Jakarta, 1 Oktober 2015 (Busmess News)
Pemenntah;dalam waktu dekat akanmeltm-

curkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap Hll,

sul diluncurkannya Paket Kebijakan Ekonomi Tahap |

pada 9 September dan Paket Kebuakan Tahap II pada

29 September 2015 ybl.

Presiden Jokowi. berharap Paket Kebuakan'

Tahap Nl yang bisa dikeluarkan pada awal minggu
depan ini memiliki stimulUs_ jangka pendek, insentif
jangka menengah, kemudian juga insentif-insentif un-

tuk jarigka panjang, sehingga bisa sangat cepat sekali

dirasakan langsung oleh rakyat maupun oleh dunia

‘usaha. “Saya kira paket ekonomi yang ke Ili ini jangka
pendek. Coba dilihat, apakah memungkinkan, yang |.
pertama bunga bank bisa turun dengan mengefisiensi-’ ‘ '
kan biaya-biaya yang ada di dalam bank. Tolong dihi-

tung,” ujar Presiden sagt memberikan pengantar pada

' rapat terbatas yang membahas masalah pemangkasan

perizinan di Kantor Presiden, Kamis (1/10).
Untuk meriggerakkan perekonomian rakyat,
Presiden menyebutkan di sektor Kementenan Pe-

menyu- |

- tegasnya.

kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ada
" dana yang berkaitan dengan irigasi dan dana yang

.diluncurkan ke daerah, terutama di desa. Demiki-
an juga dengan sektor di Kementerian Pertanian |-

terdapat dana 'yang berkaitan dengan irigasi yang
sebagian besar sudah dikerjakan, tetapi-‘sisanya-
segera diluncurkan. o

Presiden juga menyebutkan untuk keglatan- [
yang menvyerap padat karya besar sebenarnya dana
ada di desa..Untuk itu Presiden berharap Mendagri
betul-betul mengejar. “Ini fokuskan untuk padat karya

saja Entah membuiat irigasi atau entah membuat ja- |

lan.” jelas Presiden.
Lebih Ian]ut Presiden mengungkapkan saat
meninjau proyek irigasi di Karawang- beberapa hari

lalu terlihat meskipun dana-desa dipakai untuk pem- | .

buatan selokan irigasi kampung, namun orang yang
terlibat tidak banyak, hanya sebanyak tujuh orang.
“Kalau bisa melibatkan orang lebih banyak. Ratu-
san, lima ratusan, ribuan, itu bary padat karya,”

(Pt) .

Darmm Nasutlon.

'bahwa_permintaan juga sedang melambat di dalam ekonomi,”

16

jelek juga nggak. Jadi ada positifnya, ada n'egatifnya .”

' DEFLASI PADA SEPTEMBER = .
BUKAN KARENA EKONOMI MEMBAIK |

Jakarta, 1 Oktober 2015 (Busmess News)/

Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, 'r'neskipun pada September 2015 terjadi deflasi

‘sebesar 0, 05%, sebagaimana diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Kamis {1/10} ini, namun Darmin

minta agar masyarakat tidak buru-buru mengartlkan deflasi tersebut terjadl karena ekonomi membalk "Sebetul-
nya harus dilihat deflasinya karena apa. Di satu pihak kedengaran bagus, tapi sebetulnya di pihak lain pertand.a
ujarnya di Kantor Presiden, Kamis {1/10).

Berita tidak bagus dari adanya deflasi, menurut Darmin adalah karena permintéan melambat. Sedan’gkan
berita bagusnya hal itu bisa diartikan, karena inflasi di- Indonesia pada umumnya didorong oleh pangan. “Pan-.
gan yang membuat inflasi kita naik turun. Dari sana itu berarti pangannya ada kemungkinan dlsana Tap: secara

- umum tidak terjadi kenaikan yang kemudian membuat inflasi terjadi,” jelas Darmin.

Karena-itu Darmin mengmgatkan perlunya !ndonesm mempelajari dan mencermati melambungnya per-’
mintaan. “Jadi kita tidak bisa membanggakan betul itu sebagai keberhasilan, tapi di pihak lain itu berita yang
pungkasnya. - (P
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EKONOMI & BISNIS

' DUKUNGAN INDONESIA
'DALAM HARI KOPI INTERNASIONAL

Jakarta, 1 Oktober 2015 ({Business Nsw&}

Menteri Perindustrian Saleh Husin bersama

- pelaku industri kopi mencanangkan Hari Kopi Interna-

sional di Indonesia yang dilaksanakan di Kementerian
Perindustrian, Jakarta, Kamis (1/10}. Gerakan ini ber-

tujuan meningkatkan prbduktivita‘s dan kualitas kopi -
nusartara ‘serta mempromosikan peningkatan kon-
‘sumsi kopl di dalam negeri dan peningkatan ekspor

produk kopl sehmgga dlharapkan dapat meningkatkan
kesgjahteraan seluruh rantai nitai perkopian Indonesia
' ‘industri sampai déngan_‘penyedia jasa
retail kopi. - ‘

Kementerian Permdustnan mengmrmam hal
tersebut bersama sejum[ah kementerran termasuk

. Kementerian Koordmaltor Bidang Perekoriomian, Ke-

menterian Pertanian, Kementerian Perdag'angan, serta

{ asosiasi terkait yaknl Gabungan Eksportir Kopi Indo-
nesia (GAEKI), Asosiasi Eksportir dan Industn Kopi -
Asomasu Kopi Spesual Indonesia

Indonesia (AEKI),

(AKSI}, serta Asosiasi Kopl Luwak Indonesia {AKLI}.
Pada kesempatan itu, Menperin mengatakan,

perayaan ini akan dilakukan setiap tahun di Indonesia

- dengan tujuan membudayakan minum kopi yang sudah

mengakar di masyarakat. “Indonesia sebagai produsen
kopi ketiga terbesar di dunia, dikénal sebagai penghasil

‘kopi terbaik dunia berdasarkan keragaman indik'asi geo-

grafisnya, sudah semestinya mendukung pencanangan

dan perayaan Hari Kopi Internasional,” ujarnya.
Banyak negara di dun’ia merayakan hari kopi

nasional di berbagai tanggal sepanjang tahun. Namun

'pada Maret 2014, negara-negara anggota dari Inter-

nat_lonal‘ Coffee Organization (ICO} sepakat menga-
tur perayaan pertama Internasional ‘Coffee Day pada
tanggal 1 Oktober 2015 untuk membuat satu han

- paerayaan bagi pecinta: kopi di seluruh duma

“Pada puncak perayaan tersebut 74 negara
anggota ICO dan 26 asosiasi kopi dari seluruh dunia

i akan'bergabung untuk . perayaan resmi pertama hari
- kopi dunia. Puncak_]herayaan akan dilakukan dalam

rangkaian World Expo Milano 2015 di Milan, Italia,”
paparnya. : .
Sebagau rangkaian dari perayaan, ICO telah

' menandatangani Nota Kesepahaman den_gan Oxfam
untuk berkolaborasi. pada kampanye yang memilikt

- konsep 'caffé sospeso’, yaitu tradisi Italia membayaf

untuk secangkir kopi kédua_ untuk diberikan kepada

seseorang yang membutuhkan. Kampanye amal ber-

tajuk ‘Caffé Sospeso Against Poverty "ini akan mem-
beri' kesempatan para pecinta kopi di seluruh dunia
untuk menunjukkan _solida;ritas terhadap 'petani kecil
kopi, dengan menyumbangkan nilai cangkir tambahan

Business News 8760/2-10-2015
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kopi- kepada Oxfam yang telah bekerjasama dengan.

‘petani melalui sebuah platform online. :
Sementara itu di Kemenperln dlselenggarakan
juga- kegiatan diskusi interaktif tentang pengembangan

sektor perkopian ke depan untuk menyerap aspirasi dari |-

pemangku kepentingan perkopian di lndonesm dan sa-

fiah minum kopi gratls urtuk merayakan keragaman kOpI :

nusantara.
Kopl yang dlsajlkan di Kemenperln beragam

Jenisnya dari berbagai daerah dan produsen kopi olahan

dalam negeri, antara lain Sumatera Arabica Gayo Cof—
fee, Sumatera ‘Arabica Solok Surian Coffee, Sumatera
Arablca Lintong Coffee, Sumatera Indo Arabika Mang-
kuraja Coffee, West Java Arabica Manglayang Coffee,
Java Arabica Kayumas Estate Coffee, Java Arabica

-Blawan Estate Coffée, Java Arabica Pancur-Angkrek-

Coffee, Java Arabica Sumbing-Sindoro Coffee, Bali Ara-
bica Kintamani Coffee, Flores Arabica Bajawa Coffee,

- Sumatera Robusta Bengkuiu “Kaba Mountain”coffee,

Java Robusta Bangelan Estate, Arabma Papua Wame—
na, dan berbagai macam kopi siap saji.

Selain dirayakan dl Jakarta, pencanangah
Harl Kopi Internasional di Indonesm juga dilakukan di
beberapa daerah mulai dari Aceh sampai Papua oleh

pemerintah ‘daerah, pelaku usaha, komunitas, da_n'
Perayaan Hari Kopi-Internasional juga

pecinta kopt.
ditakukan- dengan mengunggah aktivitas yang ber-

hubungan dengan kopi di media sosial seperti Face—_

book, Twitter, dan Instagram, misalnya melalun akun

- @ICOCoffeeOrg dan @Kemenperm Rl dengan tanda

pagar #InternationalCoffeeDay #KopnlndonesnaKeren.

Potensi Kopi Indonesia |
Indonesia merupakan negara penghasil kopi

_terbesar ketiga 'di dunia setelah Brasil dan Vietnam
dengan produksi 685 ribu ton pada tahun 2014 atau
8,9% dari produksi kopi dunia. Komposisi produksi -

tersebut terdiri -atas 76,7% kopi’ jenis robusta dan
23, 3% jenis arabika. .
.Oleh karena itu kopi memadl komodltas ekspor

._unggulan yang menyumbang devisa terbesar keempat

setelah kelapa sawit, karet dan kakao dengan nilai
mencapai USD1,4 miliar dan menyerap Iapangan ker]a
lebih dari 1,89 juta KK.

Selanjutnya, luas lahan perkebunan kop| di:

Indonesia _menc_apal 1,24 juta Ha dengan Iypas lahan
perkebunah kopi robusta mencapai 933 ribu Ha dan |
" luas Iahan perkebunan kopi arablka mencapal 307 Ribu -

* 1.500 kg/Ha/tahun.

- Brazil,
.Sedangkan, neraca perdagangan produk kopi olahan

: EKONOMI & BISNIS |

Hé. Rata-rata luas kepemilikan lahan petani 0,6 Ha.
_ Namun demlklan produktuwtas tanaman kopi
di Indonesia baru ‘mencapai 741 kg biji koplfHa/tahun-

untuk Robusta dan 808 Kg biji kopi/Ha/Tahun untuk | -

Arabika. Sementara rata-rata produktl\ntas negara
tetangga seperti Vietnam telah mencapal lebih dari

Sementara’ itu, ekspor produk kopi olahan
tahun 2014 mencapai USD332 24 juta atau me-

‘ningkat sebesar 9,9% dari tahun 2013 yang men-

capai USD302 12 juta. Ekspor produk kopi olahan
didominasi produk kopi instan, ekstrak, esens dan
konsentrat kopi yang tersebar ke negara tu;uan ekspor
seperti F|I|p1na, Malaysm Thailand, Smgapura, RRC,
dan Uni Emirat Arab.

Pada tahun 2014, nilai impor produk kopi ola-.. i

han méncapai UsD102,71 juta atau naik 0,1 8% dari

tahun 2013 dengan nilai impor sebesar UsD102,52 |
juta. Negara asal impdr terbesar adalah Malaysia
India, Vletnam, [talia dan Amerika Serikat.

masih mengalam| surplus USD229 52 juta.
' Dalam upaya mellndungl masyarakat dari

' produk olahan kopi yang bermutu rendah, Kemen-
perin bersama dengan instansi terkalt memberlaku-
"kan SNI Kopi Instan secara wajib yang akan berlaku

efektif pada bulan Januari 2016. Pada tahun .ini,

~ pemerintah telah melakukan harmonisasi tarif bea
- masuk (MFN) produk kopi olahan.{kopi sangrai, kopi

bubuk,;kopi instan, kopi mix} dari 5% menjadi 20%
melalui Peraturan Menteri Keuangan No.132 Tahun
2015. Harmoniéasi tarif ini bertujuan memberikan )
iklim berusaha yang kondusif bagl industri pengola-
han kopl di dalam negeri. '

Pengembangan . industri_ pe-ngolahan_ kopi
di dalam negeri masih mempunyai 'p‘rospek yang !
sangat baik serta diharapkan industri pengolahan =
kopi dapat melakukan diversifikasi produk kopi ti- | -

_dak hanya sebagai minuman, tetapi dikembangkan
_dalam berbagai jenis produk lainnya seperti kosme-
. tik, farmasi, dan essen makanan

(M)
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'BANK INDONESIA

~ KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA

 Kurs Transaks'i Bank Indonesia tanggal 1.0ktober 2015 dan 30 Sepiémber 2015 ditetapkan Bank In_dohesia . .

sebagai berikut:

. Jakarta, 1 Oktober 2015 (Business News)

:

AUD {Australia) 1,- [10.272,31 | 10.324.48 | 10.376,64 | 10.217,55 | 10.270,17 { 10.322,78
BND (Brunei) 1,- [10.234,44 | 10.287,86 |10.341,27 | 10.221,47 | 10.274,45 | 10.327,42
CAD (Canada) 1- [10.969,76 | 11.027,18 | 11.084,60 | 10.860,08 | 10.916,89 | 10.973,70
CHF (Switzerland) 1,- |14.953,34 | 15.028,98 [ 15.104,62 | 15.004,12 | 15.081,56 | 15.159,00
CNY (China Yuan) 1. | 2.292,14 | 2.303,62 | 2.31509 | 2.292,61 | 2.304,09 | 2.31556
DKK (Denmark) | 1 | 218154 | 2.192,73 | 220391 | 2.199,27 | 2.210,45 | 2.221,62
GBP (United Kingdom) - 1, |22.061,05 | 22.172,98 | 22.284,90 | 22.094,76 | 22.208,30 | 22.321,84
HKD {Hong Kong) 1- | 1.881.40 | 1.890,83 | 1.900,26 | 1.881,76 | 1.891,22 | 1.900,67
JPY (Japan) 100- [12.125,57 | 12.188,83 | 12.262,08 | 12.169,56 | 12.232,02 | 12.294,47
KRW {Korean) 1 - 12,35 12,42 12,48 12,23 12,30 12,36
KWD (Kuwaiti Dinar} - 1~ |48.217,59 | 48.491,26 |48.764,90 | 48.243,47 | 48.517,23 | 48.790,99
MYR {Malaysia) | 1,- | 3.307,85 | 3.327,45 | 3.347,06 | 3.278,78 | 3.297,06 | 3.315,33
NOK (Norway) 1- | 1.710,88 | 1.7t9,96 | 1.728,03 | 1.720,03 | 1.730,02 | 1.740,00
| NZD (New zealand) | 1, | 9.347.88 | 9.399,10 | 9.450,32 | 9.282,72 | 9.330,66 | 9.378,59
PGK (PapuaNew Guinea) | 1, | 4.975,04 | 5.108,93 | 5.242,81 | 4.973,14 | 5.108,51 | 5.243,88
PHP (The Philippines) 1- | 31203| 31366 | ‘31529 | 311,09 | 31268 | 314,27
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 3.887,44 | 3.907,43 | 3.927,41 | 3.887,93 | 3.907,92 | 3.927,90
SEK (Sweden) 1- | 174035 | 1.74957 | 1.758,78 | 1.738,86 | 1.748,00 [ 1.757,13
SGD (Singapore) 1~ [10.234,44 | 10.287,86 | 10.341,27 | 10.221,47 | 10.274,45 | 10.327,42
THB (Thaitand) 1- | 400,91 | 403,03 | 40514 | 400,66 | 402,95 | 405,23}
USD (United States) | "1, |14.581,00 | 14.654,00 |14.727,00 | 14.584,00 | 14.667,00 | 14.730,00
EUR (Europe} 1, [16.276.77 | 16.359,00 | 16.441,22 | 16.408,46 | 16.492,07 | 16.575,67

Kurs Tengah, ber-da‘sarkan. pengolahan Busir'ress-Naws.
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' HARGA KEBUTUHAN POKOK NASIONAL

~ Jakarta, 1 Oktober 2015 (Business News)

E1GZ-GL-Z/09/F $MaN.ssauisng

Sumber: dio(ah Kementerian Perdagangan {Ditjen FfDN) o

) Periode : SEPTEMBER 2015
No_. . Komoditas * Unit
| | | B 18 21 2 | 23 26 28 | - 29 30
1. [ Minyak Goreng Curah | Rpikg 10,700 10,690| 10,670| 10,680| 10,670 10,730| . 10,730| 10,780
2. -Dagingsapi | _ | Rp/kg 108,50 109,490 110,960 | '1'12,650 112,220 109,080 108,810 108,390
3. | Daging Ayam Broiter Rp/kg 20,130|  29040| 29,470 30490 30,230| 20.650| 29540 29,380
4. | Telur Ayam Ras - Rp/kg 22,390 22,420 22,396 - 22,510| 22,400| . 22,350 22,340| 22,280
1 5. | Tepung Terigu_ ‘Rp/kg: . 8970| 8970| seso| soe70| soe70| soeo| . se70| .8970|
6. | Kedelai Impor Rp/kg . 11,040 (. 11,050 11,050 '1_1.,050 11,060 11,010 11,010 11,03_(5"
| 7. | Kedetai lokal Rplkg 10820 10810| 10840| 10830| 10840| 10850 10880| 10,840
| 8. | Beras Medium Rp/kg 10270  10,300| 10,300| 10,260| 10,280| 10,330 10,320| 10,350
9 G.‘ula‘Pasir _ Rp/kg 12,690 12,650 12,670|  12,680| 12.650| 12,680| . 12,670| 12,660
10..| Cabe Merah Keriting Rokg 34,470 35790 | 37,030 36,950| 37,280 35,180 33,200 32,600
11. | Cabe Merah Biasa Rplkg 32270 33,780| 33,890| 34,430| 34360| 32,330| © 31,070|. 30,030
| 12. | Bawang Merah . Rplkg. 19.560|  19,820| ‘19.970| - 19,030| -19.830| 19,790] 20010] 20,080

‘(BN)
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| CATATAN HARGA-HARGA |

HARGA INSECT SCREEN

‘Jakarta 1 Oktober 2015 (Busmess News)

Pasaran insect screen- agak lumayan Harga tercatat hari ini kurang lebih sebagaa berikut:

Baban Fi therglass (Warna Coklat Abu-abu Putth) ‘ B ' Dalam satuan Cm :
. 35 40 45 . 50 - 55 ' 60 65 70 - . 75 80
35-17.750. C : : - L ‘

40 - 18.900. 20.300 -

45- 20.500 - 21.800 23.500 ‘

50- 22.000 ° 23.300 25.000 26.600

55- 23.500 24.800 26.600 28.300 30.000

60 - 24.750 '26.300 28.000 .29.700 31.500 - 33.400 -

65- 26.250 = 27.800 29.700 31.500 33.400 35.000 37.000

70- 27.750 < 29.300 31.300  33.000 35.200 36.900 ° 38.800 . 40.850 :
75-°31.500  30.800 - 32.800 .34.700 36.900 40.600 42.800 = 42.850 46.000 -
80 - 30.650 '32.300 . 34.400 36.300 . 38.400° 40.400 42.400 . 44,750 46.800 48.750.
85 - 32.050 .33.800 36.200 38.000 40.200 42.200 44.500 = 46.750 48.650 50.750

80 - 33.650 35.400 37.700 39.600 41.500 - 43.900 48,700 50.650. 52.450 55.000 ..

95- 34.750  36.900  38.400 41.400  43.700 45.600 47.900 50.550 52.750 54.800
100- 36.450  38.700  41.000 ' 48.100 = 48.850 52.500 54.500 57.000 60.500 61.750

Bahan Aluminium (Warna Silver, Cokiat, Abu—abu, Put:h} )

35 40 45 50 55 60 65 70 75
35- 52.500 - - : - ‘ , I
40 -'56.100 - 60.900 -
45 - 60.900 65.400  70.500° -
50 - 65.400 .69.900 75.000 78.800
55 - 69.900 74.400 79.800 ' 84.900- 90.000 . .
60 - 73.500 78.900 84.000 89.100 94.500 100.200 -
65 - 78.000 83.400 '89.100. 94.500 100.200 105.000 111.000 .
-70- 82.500 87.500 -93.900 99.000 105.600 110.700 116.400 121.800 \
75- 86.700 97.400  98.400 104,100 110.700 115.800 121.800 .127.800 135.600
80- 91.200 96.900 103,200 108.900 115.200 121.200 ' 127.200 -133.500 139.500 -
'85- 95.400 101.400 108.600 114.000 120.600° 126.600 133.500 139.500 145.200

90'-100.200 106.200 113.100 - 118.800 '125.700 131.700 138.600 144.600 ' 161.200 .

1

'ROLLER BLINDS | S _. .
T'y pe : " Sporing System “Chain System - ‘Chain Spring One Touch
Standar - . Rp 370.000 - Rp 305.000 ~ Rp395.000
Blackout = 440.000 370.000 - 460.000
‘Super Blackout 500.000. . ° . 430000 - .- 525000
Solar Screen Polyster  525.000 L 450:000 . 540.000
Deluxe & Jacquard 650.000 - ~ - '590.000. - 680.000

HORIZONTAL BLINDS S - - wooD BLINDS
t6mm . - Rp 235.000 . ‘25 mm-String Tape Rp. 450. 000
25mm "~ 'Rp 195.000 : -, .25 mm-Ladder Tape Rp 490.000
25 mm Perforated . Rp 275.000 S 25 mm-String Tapeé~ Rp-560.000
25 mm Wood Motif Rp 275.000 o 25 mm-Ladder Tape  Rp 600.000
(0}
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HARGA BERBAGAI PRODUK A M

Jakarta, 1 Oktober 2015 (Busmess Nsws)

Pasaran berbagal produk A.M agak ramai. Harga tercaf_at hart ini sebagai berikut :

Jenis Barang - T - | Jenis Barang
AM501kg......; ..... .Rp . 31.000 AMA47 . Bkg.........
Spesial warna 12s, 118s. 1 kg : G 33.000 - 25kg ... :
AMB3Tkg......... " ...... - - 21.800 ‘ ,

' . ‘ AMB6Grey  5kg........:
AM541kg....-.-...,... ..... - S 70.800 20kg ... ...
- 10liter . ......... . ) " 614.260 | A0Kg ... uunnn

20 liter ... .. e " 1.013.250 o A
: : S ‘ "1 AM87White Bkg..........:

AM G5 Floor 7kg . ......... ‘ 803.500 | : © O 20Kg ..

C Wall 5,25kg ........ ' 1.038.350 . 40kg.-......
AM30Grayl Lt +4kg ..... - .78.750 AM100 1Lt+15kg .......
2 Komponen 10 Lt +'40kg ... 6§82:300 2 Komponen 0Lt +16kg.....

201t + 80kg ... 1.284.350 : 20Lt + 03kg..:.

AM 30 Gray 1liter......... . 69.500 AM 100 1 Liter..... e
Liguid - 10liter...... . S 551.260 .| Liquid 10 Liter .......... :

: 20 liter . . . . . L. © 1.013.250 . 20Liter......... .
AM 30 Grey 4kg ......... ' 27.800 | AM100  15kg. ........ ..
Filter 20kg ..... . ' 100.000 Filter C1BKg e
AM 30 White 1Lt = 4kg.... “ . 79.800 ‘| AM 122 1kg +4kg......

2 Komponen 10 Lt + 40 kg A -~ 698.250 2 Komponen 5 kg + 20kg. .... T

201t + 80kg... - 1.351.350" 4 o _ :
' _ , ' . | AM122 1kg ...

~AM 30 White 1liter ........ : 65.600 Liquid - 5kg  ....... e
Liguid - 10liter ....... . .  B38.125 . ‘ .

- " 20liter ....... ‘ 1.008.250 | AM 122 4kg e
o s , o ’ Filter ‘20 kg e

AM 30 White4kg .. ...... e 30.450 o -
Filter o 20_kg .......... , " 119.175 AM110 tkg ...... el

‘ ‘ S o ) 4 kg
AM 37 . Tkg+ 3kg:..... N 114.450 ‘ 20 kg
2 Komponnen 5kg + 15 kg . ... 507.150 AM 612 Tbuah . .........
AM 37 1Kg:oreun.. .. ' 102.900 AMB2.  1lLiter ... ..... e
Liquid BKG.ovvounnn . 449,400 | A ‘
AM 37 BKg - v, - . 24800. | AM 102 1 ther ..... S
Filter ' © 1Bkg........ . 120.750 - 10Liter .........
AMA40 Grey- S5kg ...:...... o - 46.200° | AM 151 1 Liter ..........

‘ 26Kkg. ... ... : - 197.925 Glossy 2,5 Liter....... e

AM 40 White 5kg......... ‘ ~ 60.375. | AM 152  1lLiter ......... .

25kg-. .. ... s , 226.275 .-} Natural 2,5Liter .........

AM 42 5kg ..... 31:750 | . AM 153 1lLiter ..........-"

- 25kg........ . . 115.290 Black 2.5 Liter. ... . e

E oo {0)
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CATATAN HARGA-HARGA | -

_Rp 100.390

490.000

122.500
70.500
131.000

- 24,500
90.250
167.500.

133.875
1.186.500
2.313.150-

122,000
1.075.200
2,075.850

26.040
183.645

63.945
278.985

39.900
. 174.300-

27.825
120.645
48.300
173.460

757.050
15.000

120.750

46.000
. 333.375

60.500
.141.750

—_

97.500
128 500

67 500
165.000




PENGUMUMAN/PE'RATURAN PEMERINTAH .

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, |
PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN
'YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 SEPTEMBER 2015
| SAMPAI DENGAN 6 OKTOBER 2015

'(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 43/KM.10/2015, tanggal 29 September 2015)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menlmbang

a.

bahwa untuk kéeperluan pelunasan Bea ‘Masuk,
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan _atas - Barang  Mewah, Pajak

Ekspor, dan._Pa;ak Penghasdan dtas pemasukan
-'bai'ang, hutang- Pajak yahg- berhubu'ngah‘den--
gan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa -
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak

Ekspor, dan’penghasilan ‘yé_n_g diterima atau di-
peroleh berupa uang asing, harus terlebih dahutu

dinitai ke dalam 'uang rupiah;

:bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-

maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kep'utu-
san Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai

lDasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan
‘Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Ba—
rang Mewah Pa]ak Ekspor, dan Pajak Penghasilan -

yang ber!aku untuk tanggal 30 September 2015
sampal dengan 6 Oktober 201 5

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nemor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1983 No.m'or 50, Tambahan

Lémbaran Negara Republik Indonesia ‘ Nomor
3263) sebagaimana telah diubah terakhir den-

~ gan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

{Lembaran -Negara _Re'pu_biik Indonesia Tahun
2008 Nomor 133);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang

_ Pajak . Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan

Pajak Penju.alanb a_tés Bafang_Meyvah {Lembaran
Neg'afa Republik Indonesia. Tahun 1983 Nomor
B1, Tambahan Lermbaran Negara Republik Indo-

‘nesia Nomor 3264) sebagalmana telah diubah

terakhir. dengan Undang. Undang .Nomor 42 ‘Ta-

hun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 150);
Undang Undang Nomor 10 Tahun 1985 tentang
Kepabeanan {Lembaran Negara Republik Indone-

sia ‘Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran -
‘ Negara,Republrlk__ Indonesia Nomor 3612) seb-
agaimana telah‘.diubah.terak'hir dengan Undang- °
_ Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Neg-

ara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran :Negara Republik Indoneésia

" Nomor 4661)
'Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 ten- |

tang Cukai (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lem-

‘baran Negara Republik Indonesia Nomor 3613)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Un-

dang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 {Lemba-

. ran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No-

mor 1 05, Tam'bahan_Len"l.baran Negara Republik
Indonesia Nomor 4755); -
Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/

PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Keuangan;

' Business News 876012-10-2015
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7. Keputusan Menteri - Keuangan Nomor 347/
'KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang .
'Kepada Pejabat Eselon | Di Lingkungan Kemen-
terian Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri
Keuangan Menandatangan_i Surat dan atau Kepu-
tusan Menteri Keuangan;

' Memperhatlkan

Surat Permtah Nomor PRIN 374/MK 01/201 1
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAL
KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,
PAJAKZPERTAMBAI—I_AN_ NILAI BARANG DAN JASA

'DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, .

PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG

" BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 SEPTEMBER 2015
- SAMPAI DENGAN 6 OKTOBER 201 5 |

'PERTAMA :

Menetapkan Nilai Kurs sebagal Dasar Pelu-
nasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa. dan Pajak Pe_njualan atas Barang Mewah,

Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku un-
tuk tanggal 30 September 2015 sampai dengan 6 Ok-
tober 2015, ditetapkan sebagai berikut :

-KEDUA:
"Dalam hal kurs valuta asing lainnya tldak.
tercantum dalam diktum PERTAMA maka nilai kurs.

yang digunalgan sebagéi,dasar pelunasan adalah kurs -

_ spot harian valuta asing yang berséngkutan di pasar

internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang
berlaku pada‘penutUpan hari kerja sebelumnya dan.
dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat - '

"'sebagalmana djtetapkan dalam Keputusan Menter:
Keuangan ini.

KETIGA _ . ‘

Keputusan Menteri- Keuangan lm berlaku un-
tuk tanggal 30 September 2015 sampai dengan 6 Ok- .
tober 2015.

EDitetapka'n di Jakarta 3
Pada tan'ggal 29 September 201 5‘_
‘an. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pit. KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
. Tt |
© SUAHASIL NAZARA

(BN)
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" Menimbang : . '
bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang Undang No- |

-a.
' mor 11 Tahun 1974 tentang Pengawan Menteri ;

b. bahwa dalam.rangka penyelenggaraan pemerin- : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor -
'Vtahan daerah sesuai asas otonomi daerah, dalam 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian
; 'Undang-Und'a'_ng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
Pemerintahan Daerah membagi sub-bidang uru- | hun 2015 Nomor 8); | :
.san sumber daya air menjadi kewenangan Pemer- Peraturan Presiden Republlk Indonesia Nomor
intah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan.- : 15 Tahun 2015 tentang Kementerlan Pekerjaan
pemerintah daerah kabupatehlkota; ‘ _ ; Umum dan Perumahan Raky_at {Lembaran Negara
bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemer- ‘Re_pijblik lndones_‘ia Tahu'.n 2015 Nomor 16};
intah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pen- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/
gaturan Air, ketentuan mengenai-tata laksana ! PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
- eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengalran ‘ ‘ Kementerian Pékerjaan Umurmn {Berita Negara Re-
ditetapkan oleh Menteri; = publik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1304};
d. bahwa guna memberikan dasar dan tuntunan |

| . PENG UMUMAN/PERATU RAN PEMERINTAH

EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI TAMBAK

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.l
"Nomor 21IPRTllMl2.01‘5, tanggal 23 April 2015)"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER} PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dlberl
wewenang dan tanggungjawab untuk- mengatur

* dan melaksanakan pengelolaan pengairan berupa

antara lain jaringan irigasi tambak secara lestari

" dan untuk mencapai daya guna sebesar-besarnya;

dalam- melakukan eksplmtaSI dan pemellharaan ;]'
sebagaimana dlmaksud pada huruf ¢, diperlukan Lo

n

_ Pengairan (Lembaran’Negara Republik Indonesia
- Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran

Negara Rgpublik Indonesia Nomor 3046);
Undang-Undang Nomo_r 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-
’ han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587)
Peraturan Pemerintah Republlk Indonesia No-
mor .22 Tahun. 1982 tentang Tata Pengaturan

- Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 -Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara _

Republik Indonesia Nomor 3225);

. MEMUTUSKAN:

Menetapkan

RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG
dimaksud . pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN JAH!NGAN IRI-
huruf d, perlu rhenetapkan Peraturan Menteri Pe- | GASI TAMBAK. JDIH- Kementerian PUPR
kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang L '
Eksploitasi dan Pemeliharaan Jarmgan Irigasi |
Tambak;

ekspI0|taS| dan’ pemeluharaan jaringan |r|gaS| tam— §
bak; JDIH Kémenterian PUPR

~ Pasal 1
¥ Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud '
' % dengan : | ' : ‘ o
Air adalah semua ait yang terdapat pada di atas,
ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk

.Mengmgat ‘ o ‘ f 1.
Pl Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
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: pembagian, pemberian, penggunaan, dan pem:-

10.

11.

‘ PENGUMUMAN/PERATURAN PtMERINTAH

dalam pengertlan ini air permukaan, air tanah air

hujan, dan air laut yang berada di darat. .
Sumber air adalah tempat atau wadah air alami
dan/ataubuatan Yang terd'ap'at pada, di atas,
ataupun ‘di bawah permukaan tanah. '

- Air asin adalah air dengén salinitas Jlebih tihggi

dari pada air payau sebesar = 35 %a.

Air payau adalah air dengan salinitas antara 0.,5‘

%o sampai dengan 35 %o yang terjadi karena pen-
campuran antara air laut dengan air tawar baik
secara alamlah maupun buatan. . .
Air tawar adalah air dengan salinitas Ieblh rendah
atau sama dengan 0,5 %.

Irigasi adalah usaha penyedlaan pengaturan, dan" :

pembuangan air irigasi untuk ménunjang perta-

nian yang jenisnya mellputl irigasi permukaan, iri-
gasi rawa, irigasi air bawah tanah irigasi pompa

dan irigasi tambak.

Tambak adalah kolam air payau yang dlgunakan

untuk budidaya perikanan darat berupa’ udang,? :

ikan, kepltlng, kerang kerangan dan rumput laut.
Janngan irigasi tambak ‘adalah saluran, bangu-

satu kesatuan yang diperlukan untuk penyedlaan

buangan air irigasi tambak.

- Jaringan irigasi sederhana- tambak adalah jarln-

gan irigasi tambak dengan saluran dan pintu yang
berfungsi sebagai pembawa dan pembuang air
payau secara tidak terpisah yang mengakibatkan
pencampura'n antara air asin dengan air tawar se-
cara alamiah, dengan jumiah serta mutu air yang

“belum terkendali.

Jaringan irigasi sémir'tekn'is-ta'mbak-adalah jarin-

gan irigasi tambak dengan saluran dan-pintu yang -
berfungsi sebagai pembawa dan pembqang air -

_nan, dan bangunan pelengkap yang merupakan . -

~ payau yang telah terpisah, _'yaﬁg mengakibatkan |
‘ pen_ca'mpuran air .asin ‘denga‘n air tawar secara

alamiah di saluran pencampur, dilengkapi ban-
gunan air belum permanen, dengan j'u‘mlah serta

mutu air belum terkeridali sepenuhnya JOIH Ke-
' : . 20.

menterian PUPR

Jaringan irigasi teknig tambak adaiah jaringan iri-
gasi tambak dengan saluran dan pintu yang, ber- .

fungsu sebagal pembawa dan pembuang air payau

12.

13.

14.

- yang telah terpusah, dilehgkapi dengan bangunan

pencampur yang berfungsi sebagai tempat pen-

campuran antara air-asin dengan air tawar; den- -

gan bangunan air sudah lengkap dan permanen,

‘serta ]umlah dan mutu air dapat sepenuhnya dik-

endalikan. . _
Limbah adalah sisa proses produksi atau kegiatan

domestik dalam bentuk cair, gas, atau padat.
Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tam-
bak adalah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan
jaringan irigasi tambak guna menjamin kelestar-
' ian fungsi dari jaringan irigasi tambak untuk men-
jaga tata pengairan dan tata air yang baik berupa
pemeliharaan jarjnganririgas‘i tambak serta opera-
.si dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak.. © .

Caren adalah bagian tepi sekeliling bagian dalam
dari dasar tambak yang dasarnya lebih dalam dari

. 'peiataran yang berfungsi untuk memudahkan

16.

17.

18

‘ panen
15.
- dikelilingi oleh caren yang- dasarnya lebih tinggi -
dari dasar caren yang'berfungsi untuk ‘menum-- |

Pelataran adalah baglan dari. dasar tambak yang

buhkan pakan alami. .
Pengelolaan jaringan |r|ga5| tambak adalah keg-

- iatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan re-

habilitasi jaringan irigasi tambak.
Petak ipukan. adalah petakan yang berada. di
dalam petakan pembesaran benih ikan bandeng

" {hener} atau benih leang {benur) dengan luasan. |
" % sampai 1/3 kali luas petakan pembesaran yang |
berfungsi untuk memelihara benih ikan bandeng -
(nener) atau benih udang {benur) sampal dengan |

ikan bandeng (nener) mencapai ukuran 5 cm -7
¢m dan udang (benur) ukuran PL 40 70. ‘

v Sallnltas adalah jumlah unsur garam dalam satu-
‘an berat yang terkandung dalam air setlap satu
''satuan berat air.

19.

Sa!uran pemberi air .asin adalah saluran yang ber-

fungm mengalirkan air asin dari laut atau bangu-
" nan pengambllan ke bangunan pencampur atau .
'Iangsung ke petak tambak.

Saluran pemberi air tawar’ adalah saluran untuk
mengalirkan air tawar dari sungai atau bangunan
pengambilan air tawar ke bangunan pencampur

‘atau Iangsung ke petak tambak.
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21,

22.
23,

24,

Drainase tambak adalah pe‘ngalirah kelebihan air
yang sudah tidak dlpergunakan lagi dari ]armgan

_irigasi tambak.

Pembudidayaan adalah kegiatan membia_kkan.,’ l

membesarkan, memelihara, dan memanen hasil- |

“nya.

Pola: tanam adalah usaha yang dilakukan dengan

melaksanakan budi daya tambak berdasarkan ku- |

run waktu tertentu..

Pemerintah Pusat adalah Pp'e3|den Republik’ !ndo- :
nesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara - Republik Indonesia yang dibantu oleh -

Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimak-

sud dalam Undang.—U_ndang_Dasér Negara Repub-

ik Indonesia Tahun' 1945
25.

Pemerlntah Daerah adalah kepala daerah sehagai

. unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

_memlmpm pelaksanaan urusan pemermtahan.

_ yang menjadi kewenangan daerah otonom.

26.

27.

i 28,

Pengembangan jaringan |r|gaS| adalah pemban-
gunan jaringan irigasi baru dan/atau penmgkatan
jaringan irigasi yang sudah ada. '

Pembangunan jaringan |r|ga3| adalah sefuruh ke- '

giatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah ter-
tentu yang belum ada jaringan irigasinya.

Peningkatan jaringan irigasi adalah keglatan me-
ningkatkan fungsi “dan kondisi jaringan irigasi

'yang sudah ada atau kegiatan menambah luas

‘areal pelayanan pada jaringan _irigési yang sudah

ada dengan mempel‘timbangkan perubahan kon-

- disi- Ilngkungan daerah irigasi.

29.
30.

32.

Rehablllta5| jarlngan |r|gaS| adalah kegiatan per-
baikan jaringan irigasi guna mengembalikan fung-
si dan pelayanan irigasi seperti semula. :

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemermtahan di bldang pengelolaan sum-

ber daya air.

Dinas adalah mstanm pemerlntah ‘provinsi- atau. .

pemerintah kabupaten/kota yang membldangl iri-

gasi.

1

Masyarakat pembudldaya adalah kelompok ma-.

syarakat yang bérgerak dalam bidang budi daya !
perikanan baik yang telah ber'gabL_mg dalam or- .|

i

ganisasi perkumpulan petani pembudidaya atau
belum tergabung dalam organisasi perkumpulan :

(1}

" - haraan jaringan lrlgaS| tambak JDIH: Kementerlan .

(2}

{1

2

(3)

(5}

‘petani pembudidaya,

. Pasal 2 f
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acu-

an bagi Pemerintah. Pusat, pemerintah daerah

provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
dalam menyusun manual eksploitasi dan pemeli-

PUPR
Peratpran Menterl ini bertuluan untuk menjamin

~ terselenggaranya eksploitasi dan pemeliharaan ja-

ringan irigasi tambak secara efisien dan efektif.

Pasal 3

EkspIOItaS| dan pemellharaan jarlngan |r|gaS| tam-
- bak berupa:

a, pemeliharaan jaringan irigasi témbak; dan
b. operasi jaringan irigasi tambak,

-Pemeliharaan jaringan irigasi tambak’ sebagalma—

na dimaksud pada ayat {.‘]_) huruf a, merupakan

upaya menjaga dan mengamankan jaringan iri-

gasi tambak agar‘fsélah.i dapat berfungsi dengan
baik guna menﬁperlancar pelaksanaan operasi dan
mempertahankan kelestariaanya.

Operasi jaringan irigasi tambak sebagalmana di- .

maksud pada ayat {1) huruf b, merupakan upaya
pengaturan air irigasi tambak dan pembuangan-
nya dengan tl.uuan Lmtuk mengoptimalkan fungm

‘dan manfaat jaringan irigasi tambak.
Pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi tambak -

dan '_operasi jaringan irigasi tambak sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) dan ayat (3), dilaku-

* kan gleh Pemerintah Pusat,' pemerintah daerah

provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota,

atau pengelola sumber daya air sesuai dengan

. kewenangannya

Pelaksanaan pemellharaan jaringan irigasi tambak

- dan. operasi jaringan irigasi tambak sebagaimana
“dimaksud pada ayat {2) dan ayat (3}, yang diban-

gun oleh badan’ usaha, kelompok masyarakat,

atau perseorangan menjadi tugas dan tanggung’

jawab pihak-pihak yang membangun.

‘Pasal 4

Ruang lingkup pedoman ini mellputl
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! (4) Pemehharaan berkala sebagalmana dimaksud

operési jaringan irigasi tambak;
pemeliharaan jaringan irigasi tambak;
partisipasi masyarakat; '

pemantauan dan evaluasi pelaksanéan operasi
{5)

' dan. pemeliharaan jaringan mga5| tambak JDIH

(n

Kementerian PUPR

-kelembagaan dan organisasi pelaksana o‘perési
“dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak; dan
. pembiayaan operasi dan pemeliharaan “jaringan

irigasi tambak.

Pasal 5

8}

OperaSI jaringan irigasi tambak sebagalmana di- :
maksud dalam Pasal 4 huruf a, ditujukan untuk |

~ dan pemenntah daerah kabupaten/kota dan ke-

(2)

(3)

(1)

{2)

(3}

lompok pembudldaya

Dalam perencanaan opera5| jarlngan irigasi tam- :
‘bak; pengelola jaringan irigasi tambak paling se- : _

dikit perfu memperhatikan rencana pola tanam,

jenis dan tinggi rendahni/_a pasang surut, cUrah',‘

hujan dan kondisi prasarana tambak.

Pelaksanaan operasi jaringan irigas‘t tambak seb-

1 méngatur"air-- di jaringan.irigasi tambak sesuai
dengan'reh,cana operasi \iang disepakati antara -
Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi |-

agaimana. dlmaksud pada ayat (1) dilakukan den-

gan. prosedur

operasi yang telah disepakati; dan

" b. operasi darurat apabila terjadi banjir; kekerin-

gan dan adanya pencemaran air, atau. terjadi
* peningkatan kadar garam yang tinggi.

| Pasal 6
Pemeliharaan jaringan irigasi tambak seb,agaiing-,
na dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditujukan

untuk menjamin kesinambungan fungsi jaringan

direncanakan.

Pemellh-araan sébagaimana dimaksud pada ayat.
(1) meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan '
berkala, dan perbaikan darurat yang dilaksanakan ' -

secara partisipatif. -

Perheliharaan rutin sébagaimana dimaksud pada |

ayat {2) dilakukan secara terus menerus

- irigasi tambak sesual dengan masa layanan yang

1
§
'

{1}

. ayat - {2),

‘daerah provinsi,

pada ayat (2}, dilakukan paling sedikit 2 {dua) ta-

hun sekali atau tergantung pada kondisi bangu- .

nan dan saluran.

Perbaikan. darurat sebagalmana dlmaksud pada
dliakukan _aklbat tujnbulnya kejadian
yang diluar dugaan termasuk bencana alam.
Pélaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi tambak
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
dapat dilakukan secara swakelola atau kontrak-

‘tual berdasarkan jenis pekerjaan, volume, waktu,

tenaga kerja, bahah peralatan dan kualitas peker-
jaan dan/atau dapat dllaksanakan secara part|51—

: patlf oleh kelompok petani tambak.

Pasal. 7 _
Opefasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi tambak
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, pei’nerintah
pemerintah . daerah kabupaten/

' _kota sesuai dengan kewenangannya dalam pen-

{(2)

‘a. operasi normal yang_didasarkan pada rencana (1)

intah daerah provms:

gelolaan daerah mgaSI tambak. .
Dalam’ melaksanakan Operam dan’ Pemellharaan
jaringan, lrlgaS| tambak Pemerintah Pusat pemer-
pemerintah daerah kabu-

" paten/kota melibatkan partisipasi masyarakat.

»

Pasal 8 ‘ _
Pemantavan pelaksanaan operasi jaringan irigasi -
tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

- huruf d, ditujukan untuk mengetahui tingkat ef-

(2) I

~saluran, kualitas air,

(3)

(4)

esiensi dan efektifitas pelaksanaan opera5| jarm~-
gan irigasi tambak. . ‘
Pemantauan pelaksanaan operasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),\d|Iakukan..terhadap kkon- .
disi muka air di saluran atau sungai, penampang
curah hujan, jenis dan per-
t'umbuhan‘budidaya dan produksinya.
Pemantauan pelaksanaan 'pemelih'araan jaringan_
irigasi tambak sebagaimana dimaksud’ dalam |
Pasal 4 huruf d, dilakukan terhadap pemeliharaan '
ru'_cih, berkala dan perbaikan darurat baik yang di-
takukan secara swakelola maupun kontraktual. .
Evaluasi dilakukan terhadap hasil pemantauan
pelaksanaan operasi
agaimana dimaksud pada ayat (2} dan’ ayat (3).

dan pemeliharaan seb-
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(5)

(1)

(2)

Hasil evaluasi sebagalmana dimaksud pada ayat
(4),
sun rencana operasi dan pemeliharaan berlkut-

digunakan sebagai masukan dalam menyu-
nya.

Pasal 9 .
Kelembagaan dan orgamsasr pelaksana operasi
dan pemehharaan jaringan irigasi tambak seb-
agalmana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meru-

pakan pelaksana operasi dan pemeliharaan jarin- -

gan irigasi tambak ditingkat pengamat dan juru- :

pengarran

Struktur orgamsasn kelembagaan sebagalmana di-

maksud pada ayat (1), terdiri atas:

©a. pengamat pengalran,

)y

{2)

(1

K- I

juru pengairan;

staf teknik;

‘taf administrasi; dan
petugas pintu air,

. Pasal 10

Pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan
irigasi tambak sebagaimana dimaksud dalam Pas-

al 4 huruf f, didasarkan pada angka kebutuhan
nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP)

rPemblayaan sebagaimana dimaksud pada ayat _

{1}, terdiri atas:
a. biaya operas&, dan

- b. biaya pemeliharaan. .

" Pasal 11

Operasi dan pémeliharaan jaringan irigasi' fafnbak ;

dilaksanakan berdasarkan Manual Operasi . dan
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak yang telah !

" ditetapkan.

(2)-

{3)

Dalam hal Manual 0peras: dan Pemehharaan Ja-
ringan Irigasi Tambak belum ditetapkan, pelaksa- | 7
naankegiatan operasi- dan pérheliharaan j'aringan
irigasi tambak dilaksanakan sesuai dengan keten-

tuan Lampiran Peraturan Menteri ini yang meru- |

pakan bagian tldak terplsahkan dengan Peraturan

Menteri ini.

Dalam menyusun Manual Operasi dan Pemeli- !

haraan Jaringan 'Irigasi Tambak harus - mehgacu
pada tata urutan substansn pengaturan yang ses- |

uai dengan fungsi dan tugas, sebagaimana ter-

" cantum dalam Lampiran: Peraturan Menteri ini

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

-Dengan dltetapkannya Peraturan Menteri ini:

a.

ketentuan peraturan perundang-undangan men-

genai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi -
tambak yang telah ada sebelum ditetapkannya

Peraturan Menten ini, dinyatakén tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
“dalam Peraturan Menteri ini; dan

b, kegi'atan. operasi dan pemeliharaan Jjaringan iri-

gasi tambak yang masih dalam proses sebelum

ditetapkannya Peraturan Menteri ini, tetap di-

laksanakan sesuai dengan, ketentuan dalam Per-
aturan Menteri ini. '

" Pasal 13
F’eraturan Menteri i |n| mulai bertaku pada tang-

gal dlundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memer-

intahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam
Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2105 ‘

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, -
- o ttd.
M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
| ttd. - :
 YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 642

{ BN)
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IZIN MEMPEROLEH, MENANAM, MENYIMPAN, DAN

MENGGUNAKAN TANAMAN PAPAVER, GANJA DAN KOKA
(Peraturan Menterl Kesehatan R.| Nomor H.K.02. 02/MENKESI 1 18/2015
' tanggal 23 Maret 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : ‘
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat {1} Un-
~ dang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, lembaga

iimu pengetahuan untuk
dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan |

menggunakan narkotika untuk . keperluan ilmu -

izin dari Menteri; - ‘
b.. bahwa Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Tanaman QObat dan Obat Tradisional Kementerian

_ Kesehatan memenuhi ketentuan peraturan perun-- ;-

dang-undangan yang berlaku untuk memperoleh,

menanam, menyimpan, dan menggunakan . har- !

teknologi;
¢. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mene-

‘tapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Izin
‘Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Meng-
gunakan Tanaman Papaver, Ganja dan Koka;

Mengingat : ‘ 7

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran
‘Negara Republik Indonesia Nomor 5082);

- Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Atentang Ketentuan Penanaman’ Papaver Koka,
dan Ganja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1980 Nomor 1, Tambahan Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Nomor 3155); "

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menk-
es/Per/VII/2010 tentang Organlsasu dan Tata '

Kerja Kementerian Kesehatén'(Berita Negara Re-
‘publikrlndonesia.‘Tahun*2010 Nomor 585) seb-
agaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor-35 Tahun 2013 (Berita Negara

Hepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741); .
Memperhatlkan
Surat
dan

Pene-
Nomor

‘dari - Badan
Kesehatan

permohonan

litian Pengem bangan

pengetahuan dan fe‘knologi.harus mendapatkan ;;'HK'.02.03/I.4/12_64/201 5 tangga! 27 Februari 2015

"¢ hal Permohonan surat keputusan pengelola tanaman

narkotika di B2P2TOOQT;
© MEMUTUSKAN:

Menetapkan

 MENGGUNAKAN TANAMAN PAPAVER, GANJA,

| 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang |
' Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1980 -

DAN KOKA..

| KESATU:

Mempberi izin untuk. memperoleh, menanam,
mehyimpan dan, menggunakan tanaman Papaver,
Ganja dan Koka kepada:. :

BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

" TANAMAN: OBAT DAN OBAT TRADISONAL KEMEN-

TERIAN KESEHATAN

Alamat kantor :
.Persit 14 Kecamatan Tawangmangu
Kabupaten Karanganyar
. Jawa Tengah.

Alamat lokasi :JI.- Raya Lawu No. 11 Desa Kallsoro,

penanaman Persil 14 Kecamatan Tawangmangu,
Kabupaten Ka'rahganyar,
: : ' Jawa Tengah. ' ,
Alamat tempat : Gudang Balai Besar Penelitian dan

penyimpanan
S Obat Tradisonal Tawangmangu,

Bmmess News B7603i2-10- 2015 '
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JI. Raya Lawu No. 171 Desa Kalisoro,

- Persil 14 Kecamatan Tawangmangu, |

Kabupaten Karanganyar,
Jawa Tengah.
‘Alamat
laboraturium
; ' Tradisonal Tawangmangu, JI.

Kecamatan. Tawangmangu, Kabupat-
- en Karanganyar, Jawa Tengah.

Nama : Nuning Rahmawati, MSc, Apt
: Penanggung ' '
; jawab. : B
NIP - : 198209152006042003 ,

Dengan ketentuan sebagau benkut

atas hanya digunakan untuk tujuan penelitian

dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
! tanggal ditetapkan.

2. Harus ‘mematuhi Undang-Undang . Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika dan sermua per-

aturan pelaksanaannya

3. Melaksanakan _penanaman, penylmpanan dan
penggunaan sesuai ketentuan peraturan perun—'--§

dangundangan, o : i

4. Setiap 6 {enam) bulan harus membuat dan men-
girimkan laporan tertulis sesuai dengan Pasal 14 E .
ayat {2) Undang-Undang Nemor 35 Tahun 2009 .

:Balai Besar. Penelltlan dan Pengem-'
bangan Tanaman Obat dan Obat |
‘ Raya'_
Lawu No. 11 Desa Kalisoro, Persil 14.

f,KE:TIGA

S VP ———

tentang Narkotika kepada Menteri melalui Direk-
tur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehat-
an dengan tembusan kepada Kepala Badan Pene-
'litian’ dan. Pengembangan Kesehatan dan Kepala
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. '

KEDUA:
Izin sebagalmana dimaksud dalam letum Ke-
satu berlaku untuk. 3 (tlga} ‘tahun.

!

- Dengan dltetapkan Keputusan ini, - maka
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 132/MENKES/
SK/N/2012 tentang fzin Memperoleh Menanam Me-
nyimpan, dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja

- dan Koka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
1. Tanaman papaver, ganja dan koka tersebut dl'; . e ' :
_KEEEMPAT:

Keputusan Menten ini mulai berlaku pada

Dltetapkan di Jakarta '
pada tanggal 23 Maret 2015
MENTERI KESEHATAN -
REPUBLIK INDONESIA,
. ttd _
NILA FARID MOELOEK

{BN) .

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN
BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DAN PESERTA BUKAN PEKERJA

(Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 24 April 2015)

‘ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA :
'DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN,

Menimbang :

, Bahwa untuk 'melaksanakan ketentuan Pasal :
- 15 dan Pasal 17A ayat' {6} Peraturan Presiden No-
- mor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan se-

bégaim’ana telah diubah d_engan Peraturan Presiden
Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Per-

. aturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jami- |
. nan ke_sehatan perlu menetapk'an Peratura_n Badan Pe- |
. nyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Tata

. Cara Pendaftaran Dan Pembayaran luran Bagi Peserta |

Pekerja Bukan Penerlma Upah dan Peserta Bukan Pe- |
kerja,
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1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
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—

 Sistem .Jamman.Somal Nasional (Lembaran Neg-

- ara Republik lndone'si_a' Tahun 2004 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456); -

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial {Lembaran -

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indo-
nesia Nomor 5256);

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 ten-
tang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negaré
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) se-
bagaimana telah diubah dengan Peraturan Pres-

_ idén Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013

tentang Perubahan Peraturari Presiden Républik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jami-

nan Kesehatan {Lembaran Negara Republik indo-
- nesia Tahun 2013 Nomor 255); :
4. Peraturan Badan Penyelenggara Jamlnan Sosial

Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peny-
- elenggaraan Jaminan Kesehatan {(Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMI-,:

‘NAN SOSIAL KESEHATAN TE_NTANG TATA CARA

PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN. TURAN BAGI

PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA’ UPAH DAN
: _PESERTA BUKAN PEKERJA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
~ Pasal1
" Dalam Peraturan Badan Pehyelehggara Jami-
nan Sosial Kesehatan ini yang diméksud dengan'
1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa per-
f lindungan kesehatan agar peserta memperoleh
manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlind-
~ungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kese-
‘hata'r'l yang diberikan kepada setiap orang vang
telah membayar iuran atau'-_i,Urannya dibayar oleh
pemerintah

(2)

: % 2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehat-

an yang selanjutnya. disingkat BPJS Kesehatan
~ adalah badan hukum yang dibentuk untuk meny- .
eIenggarakan program Jamlnan Kesehatan.

3. luran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang

" yang dlbayarkan secara teratur oleh Peserta,
Pemberi Kerja dan/atau Pemérintah untuk pro-
gram Jaminan Kesehatan. '

4, Peserta adalah setiap orang, termé’suk orang as-
|ng yang bekerja pallng smgkat 6 (enam) bulan di
. indonesia, yang telah membayar iuran. ‘

5. Pekerja Bukan Penerima’ Upah adalah setiap .orang
yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.

6. Bukan Pekerja adalah setiap orang yang mendaf-
tarkan dinl menjadi Peserta BPJS Kesehatan bu-

- kan sebagai Peserta Pekérja Penerima Upah atau
Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah.

7. Manfaat adalah faedah jaminan sgsial yang men-

~ jadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.

8. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya dising-

kat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang

‘ bers'ifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada

seseorang yang terdaftar. sebagal Penduduk Indo—
nesia.

. 9., Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah..

kartu identitas keluarga yang memuat data ten-

tahg',namé, susunan dan hubungan dalam kelu-
- arga, serta identitas anggota keluarga.
.'Kartu"Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat

KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai
bukfi diri yang diterbitkah oleh Instansi Pelaksana |
' yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan

10

Republik Indonesia. -

BABI
PENDAFTARAN PESERTA
Pasal 2.
{1)' Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja |
~ wajib mendaftarkan dirinya dan anggota kelu- |
' arganya sebagai Peserta Program Jaminan Kes-. |
ehatan kepada BPJS Kesehatan paling |ambat 1
Januari 2010.
Anggota - keluarga seb‘agaimana dimaksud pada
ayat (1), mellputl seluruh anggota keluarga seb-
agaimana terdaftar pada KK.

{3) Anggota keluarga yang terdaftar pada KX seb-
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4)

kurangnya terdiri atas:

‘a. istri atau suami yang sah dari Peserta, danl

atau -

b. -anak kandung, anak tiri, danlatau anak angkat

yang sah dari Peserta.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada aYat

{1), dilakukan oleh salah satu anggota keluarga

" vang terdaftar dalam KK.

(5)

(6}

-

(2)

Te m~e 20 oo

Pjﬂ

Dalam hal hanya terdapat satu nama dalam I(K.
vang berhalangan mendaftarkan dirinya karena
alasan ‘'yang sah, pendaftaran dapat dilakukan
oleh orang yang ditunjuk oleh yang bersangku-
tan, dengan melampirkan SUKI_'EH.I kuasa.:

‘Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan d_engan memilih kelas perawatan

. yang sama.

Pasal 3 -
Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima
Upah dan Peserta Bukan Pekerja dllakukan den-

gan meng:m Formullr Daftar Isian Peserta (Formu-

lir DIP) yang memuat pallng sedikit:

nomor KK; ‘
NIK masing- masung anggota keluarga,
namalengkap; .
tempat tanggal lahir;
jenis kelamin;

status perkawinan;

alamat sesuai KTP;

alamat penaglhan

nomor telephone

kewarganegaraan;

iuran yang dibayar;

alamat e-mail;
. Fasilitas Kesehatan ngkat Pertama dan

pernyataan persetujuan membayar iuran per--
-tama paling cepat 14 (empat belas) hari kalen- -

der setelah menerima nomor virtual account |

untuk mendapatkan hak manfaat jaminan kes-
ehatan dan membéyar iuran bulan selanjutn’ya
selambat-lambatnya tangqal 10 (sépuluh) se-
| tiap bulan. : _ i
Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerlma_'

Upah dan Peserta Bukan Pekerja sebagamana di-

maksud pada ayat {1) dapat dllakukan melalm

¥
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agalmana dlmaksud pada. ayat {2) sekurang- ;

a. Kantor Cabang atau Kantor - Layanan Opera—
 sional Kabupaten/Kota atau unit pelayanan
lain yang ditentukan oleh .BPJS Kesehatan;

b. website BPJS Kesehatan; atau_
¢. bank atau plhak lain yang bekerjasama den-
' gan BPJS Kesehatan.

Pasal 4

Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima :

Upah dan Peserta Bukan Pekeija yang dilakukan me-
lalui Kantor Cabang atau Kantor Layanan Opérasional

“Kabupaten/Kota atau unit pelayanan I'ain'y'ang diten-
tukan oleh ‘BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

a.

menyerahkan Formulir DIP yang telah diisi secara
lengkap dan benar; ‘ :
menyerahkan 1 (satu) lembar pas foto terbaru
berwarna ukuran 3 x 4 em Untuk setiap Peserta;
memperhhatkan dokumen pendukung sebaga:
berikut: ‘

1. asli KTP dan KK;

2. asli Paspor dan Surat ljin Kerja yang diter-
bitkan instansi yang berwenang bagi Warga
Negara Asing; dan .

3. nomor rekening bank yang tercantum pada
halaman pertama buku tabungan, bagi Peser-
‘ta yang memlllh manfaat perawatan kelas 1
dan kelas Il..

"menandatangana persetujuan untuk mematuhl
- syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
'Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima

- Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang dllakukan me-,

lalui website BPJS Kesehatan sebagalmana dlmaksud

dalam Pasal 3 ayat (2} huruf b dilakukan dengan cara:.
a.

mengisi Formulir DIP elektronik yang memuat
daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1);

_ mengunggah pas foto berwarna terbaru untuk se-

tiap Peserta; dan

membubuhkan persetujuan untuk mematuhi

'syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Pendaftaran Peserta Peker;a Bukan Penerima_
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|
[oa.

{1)

(2)

4

(5)

{6)

‘merlnbu,buhka'n persetujuan

(3)

Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang dilakukan me-
lalui bank .atau pihak lain yang. bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan sebaganmana dimaksud daiarn Pasal, ;
3 ayat (2) huruf ¢ dllakukan dengan cara:
mengunggah pas foto berwama terbaru-untuk se-

tiap Peserta;

memperhhatkan dokumen pendukung sebaga|

berikut:
1. asli KTP dan: KK:

2. asli Paspor dan Surat ljin Kerja yang diter-
bitkan instansi yang berwénan‘g ‘bagi Warga

Negara Asing; dan

. 3. nomor rekening bank yang tercantum padaff;
halaman pertama buku tabungan bagi Peserta |
yang memilih manfaat perawatan kelas | dan .

“kelas M.
syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Setelah menenma formulir DIP yang telah diisi.
lengkap beserta kelengkapannya, BPJS Kesehat-:

an memberikan nomor virtual account

Peserta menandatangam pernyataan persetuluan
untuk melakukan pembayaran iuran pertama me-
lalui nomcr virtual account paling cepat 14 (em-
pat belas) hari kalender setelah nomor virtual ac- |
* 0 {3)

count diterima.
BPJS Kesehatan melakukan proses
a. administrasi kepesertaan;

b, verifikasi data kependudukan; ;
¢. penyiapan Fasilitas Kesehatan T:ngkat Perta-

‘'ma; dan .
d. penerbitan kartu Peserta.

Dalam hal proses sebagaimana dimaksud pada

ayat (3} tidak berjalan sebagaimana mestinya,
BPJS Kesehatan akan menghubungi

- calon Peserta untuk melengkapi data yang dibu-

tuhkan.
Proses sebagalmana dimaksud pada ayat (3) di-

. laksanakan dalam Waktu 14 (empat belas) hari
~ kalender. ‘ ‘
Setelah proses sebagalmana dlmaksud pada ayat
(3) huruf a, huruf b, dan huruf ¢ selesai dilak-
sanakan, Peserta melakukan pembayaran iuran

pertama melalui nomor virtual account

untuk mematuhi

_ kcm.bali

A7

(8

(9)

Setelah Peserta me!akukan pembayaran - iuran
pertama, Peserta dapat mengambil kartu Peserta
Dalam hal proses sebagalmana dimaksud pada

“ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf ¢ selesai

dllaksanarka_n pada hari libur maka pembayaran
iuran sebagaimana dimaksud pada -ayat (6) dan
pengambilan kartu Peserta sebagaimana. dimak-

sud pada ayat (7} dilakukan pada hari kerja beri- -

kutnya.
Pembayaran. iuran sebagaimana dimaksud pada l
ayat (6) dilakukan paling sedikit untuk 1 (satu)

- bulan dimuka. o

{10} Bagi Peserta. yang telah memiliki nomor rekening

Bank, pem’bayaran iuran sébagaimana dimaksud |
pada ayat (6) dapat dilakukah.melalui mekanisme
autodebet. '

{11)Jaminan Pelaya’nan'_l(esehatah hanya dépat di-

| _(1)

berikan setelah peserta melakukan pembayaran

iuran pertama.’

. Pasal 8
Peserta BPJS Kesehatan dapat mendaftarkan,

. bayi yang akan dliahlrkannya sebagai Peserta.

(2)

"Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :

didaftarkan sejak terdeteksi adanya denyut jan-
tung bayi dalam kandungan, yang dibuktikan
dengan melampirkan surat keterangan dokter.

Pendaftaran bayi sebagalmana dlmaksud pada'

-ayat (1) ditakukan dengan :

© a.. memilih kelas perawatan yang sama dengan

" {4)

Peserta yang merupakan ibu- dari bayi dalam

" kandungan; ' ‘
b. '-mencantumkan_z data sesuai ‘denéan identitas
 Peserta yang merupakan ibu dan bayi dalam
kandungan;

G, mengisi data NIK dengan data nomor KK

orang tuanya, dan o
d. mengisi data tanggal lahir sesuai dengan tang-
gal pada saat bayi didaftarkan. ‘

Pembayaran iuran pértama dari bayi sebagaimana |

. dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah

(5)

(6)

bayi dilahirkan dalam keadaan hldup

Jaminan pelayanan kesehatan dan bayr seb-
agalmana dlmaksud pada ayat {1) berlaku sejak
iuran pertama dibayar. .
Dalam hal bayi sebagalmana dlmaksud pada ayat
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(7)

(1)

)

(1)

(1) tidak didaftarkan selambat-lambatnya 1_4 (em- |
p_at‘belas) hari sebetum dilahirkan, berlaku tata
{2) Perubahan data Peserta atau anggota keluarganya

cara pendaftaran sebag'aimana diatur dalam Pasal

"3 dan Pasal 7. ‘ .
Setelah bayi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilahirkan, Peserta wajib melakukan peruba- -
han data bayi selambat-lambatnya 3 (tlga} bulan

setelah kelahlran

‘Pasal 9

Pe'mbayaran iuran pertama se'bagaimana‘dimak- }

sud dalam Pasal 7 ayat {6] dapat ségeré dilaku-
kan setelah memperoleh virtual account, bagi

_a. bayi baru lahir yang merupakan anak dan-g
Peserta PBl yang didaftarkan sebagai Peserta
Pekerja Bukan Penerima Upah dengan hak |
manf_aét pélayanan di ruang perawatan Kelas

' ‘ ita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

li;

b. bayi baru lahir yang mérupakan anak dari pen-
duduk yang didaftarkan oIe_h_ Pemerintah Dae-
rah sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima

"Upah dengan hak manfaat pelayanan di ruang

‘ : ' Kesehatan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2015.

c. Peserta dan bayi baru lahir: dari Penyandang' P '
Masalah Kesejahteraan Soma! (_PMKS) yang

perawatan Kelas ilI;

ditetapkan oleh Menteri Sosial dan telah. di-

‘daftarkan sebagai Peserta BPJS Kesehatan |
dengan hak manfaat pelayanan di ruang per-

awatan Kelas lll; atau

d. Peserta dan bayi baru lahir_dari Peserta Peker-~ . -
_ ja Bukan Penerima Upah' dan Péserta Bukan 2
Pekerja yang mendaftar sebagai peserta BPJS |
Kesehatan dengan hak manfaat peiayahan di' ;
ruang pera\}vatan Kelas Il dengan '_men'.un'juk-.' :
.kan surat rekomendasi dari Dinas Sosial se-
~ tempat sebégai‘orang tidak-mampu_dé‘n/atau ‘

‘keterangan lain-yang dibutuhkan.
Ketentuan mengenai. keterangan lain yang dibu-
tuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

huruf d diatur dalam Peraturan Direksi BPJS Kes-

ehatan.

Pasal 10

Peserta Pekerja Bukan Penenma Upah dan Peser—
.ta Bukan Pekerja Wa]lb melaporkan kepada BPJS
Kesehatan setiap terjadi perubahan data Peserta |

atau anggota keluarganya paling lambat 7 (tu;uh)
harl kerja sejak terjadlnya perubahan

‘'sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya meliputi:

a. alamat rumah; dan

‘b. jumlah anggota keluarga.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Dengan berlakunya Peraturan Badan Peny-

. elenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini, maka Per-

aturan Badan. Penyelenggara Jaminan Sosial Ke-
sehatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang . Tata Cara

Pendaftaran Dan Pembayaran Peserta Perorangan.

Badan Penyelenggara Jamihan"Sosi.al Kesehatan (Ber-
1718) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12 -

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 1

- Agar setiap orang mengetahuinya, ‘m_emerin-

tahkan pengundangan Peraturan Badan Penyélengga-’
ra Jaminan Sosial Kesehatan ini ‘dengan penempatan-

nya dalam Benta Negara Repubhk Indonesia. -

) Dit_etapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 April 2015
" DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
- SOSIAL KESEHATAN
ttd.
FACHMI IDRIS
. Diunda'rigkan di Jakarta
- pada tanggal 28 April 2015

' MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

“REPUBLIK INDONESIA,
o ttd.
" YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 634 -

" {BN)
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CARA PRODUKSI KOPI LUWAK MELALUI PEMELIHARAAN

LUWAK YANG MEMENUHI PRINSIP -
- KESEJAHTERAAN HEWAN |

o (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia =~
Nomor 37/PermentaanB 120/6/2015 tanggal 16 Jum 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTEHI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, |

Memmbang

a.

bahwa kopi luwak merupakan salah satu produk
pertaman vang terkenal di dunia internasional se-
bagai produk khas Indonema yang memiliki cita

-rasa sangat istimewa; ‘
bahwa kopi Iuwak yang diprodukSI dengan luwak |

yang dlpellhara ,perlu memperhatikan prinsip kes_—
ejahteraan hewan (animal welfare);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana:

dimaksud dalam huruf a dan.huruf b; serta untuk

Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,

periu menetapkan Cara Produksi Kopi Luwak Me-
lalui Pemeliharaan Luwak Yang Memenuhl PrInSlp

Kese;ahteraan Hewan

Mengingat :

1.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang ;

Perlindungan Konsum_en {Lembaran Negara Re-

" publik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tamba-

han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3821)1'

‘ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
" Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hid-.
“up (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .

2009 Nom'Or 140, Tambahan Lembaran Negara
' Republik Indonesia Nomor 5059;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang

_memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (5) Undang- |

Pangan (Lembaran Negara Republlk Indonesua_§
Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan lembaran !

* Negara Republik indonesia Nomor 5360); 5
. . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Négara Repub- .
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-
han Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor -

- 5587);
. - Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
‘Jaminan Produk Halal {Lembaran Negara Repub-

lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tamba-
han Lembaran Negara Republrk Indonesna Nomor
5604);.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 fentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indone-
sia. Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lemba-
ran Negara Bepublik Indonesia Nomor 561 3);
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang

" Peternakan dan Kesehatan Hewan .{Lembaran

~ Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor.

84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia. Nomor 5015} sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014

{Lembaran Negara Repubiik ' Indonesia Tahun

2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara_
Republik Indonesia Nomor 5619);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004
tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan {Lem-
baran Negara ‘Republik Indonesia Tahun 2004

~ Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Repub-

11.

lik Indoriesia Nomor 4424);

Peraturan,Pémerintah'_ Nomor 85 Tahun 2012
tentang Kesehatarr Masyarakat Veteriner dan
Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Repub-

“lik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tamba-
“han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- b3b6});

10.

Peraturan Pemermtah Nomor 47 Tahun 2014 ten-
tang Pengendalllan dan Penanggulangan Periyakit
Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republlk Indonesia Nomar 5543);
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nornor
121_/P Tahun- 2014 tentang Pembentukan Ke- E

menterian dan 'Pengangkatan Menteri Kabinet
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Kerja Periode Tahun 2014 201 9;
12,

ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13.

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85};

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permen_-'

_ tan/0T.140/2/2007 ‘tentang Pelaksanaan Sistem |

i - Standarisasi Nasional di Bidang Pertanian;
15.

. tices};
' 16,
tan/0T.140/10/2010 tentang Orgamsas:

. Tata Kerja Kementerian Pertanian; :
17.

vang Baik {Good Handlmg Practices) sebagauma-

na telah diubah dengan Peraturan Menteri Perta- -

nian Nomor 22/Permentén/ HK.140/4/201 5;

. ‘Memperhatikan : -

 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 07 Ta- '

hun 2010 tentang KOpI Luwak;
MEMUTUSKAN

Menetapkan

' PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG CARA '
PRODUKSI KOPI LUWAK MELALUI PEMELIHARAAN
LUWAK YANG MEMENUHI PRINSIP KESEJAHTER—

AAN HEWAN.

Pasal1

Mentert ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri. ini dimaksudkan sebagai P
dasar dalam pelaksanaan cara produksi kop| luwak - -

dengan tuluan untuk:

Peraturan Presiden’ Nomor 7 Tahun 2015 tentang B
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Nega-

00T p

Peraturan PresideniNomor 45 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permen-
tan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan .
Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal L
Tumbuhan yang baik {Good Manufacturmg Prac- -,

Peraturan Menteri Pertanlan Nomor 61/Permen-
dan |

. nesia.
Peraturan. Menteri Pertanian Nomor 44/Permen--z
tan/OT. 140/10/2009'tentang Pedoman Penanga-
nan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman

‘ memenuhu kesejahteraan hewan;
memenuhl kehalalan;

memenuhi kearmanan pangan; -
.memenuhi kelestarian lingkunigan;

syaratan mutu;

f.  meningkatkan daya saing dan nilai tambah; dan . |
mendukung pengembangan |ndustr| kopi luwak .

[ie]

'dalam negeri.

Pasal -3

Peraturan Menteri ini mulai berfaku pada tang-

gal diundangkan.

. Agar setiap orang mengetahumya, memerin-
tahkan pengundangan’Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik’ Indo-

Ditetapkan di Jakarta -
pada tanggal 16 Juni 2015
MENTERI PERTANIAN
- REPUBLIK INDONESIA,
. ttd. ‘

AMRAN SULAIMAN
' |

Diundangkan di Jakarta

‘pada tanggal 19 Juni 2015
'MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA |
' REPUBLIK INDONESIA
ttd.
YASONNA H. LAOLY

- BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 909.

Cara Produksi Kopi Luwak Melalw Pemell-_ . .LAMPIRAN
haraan Luwak Yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan .
.Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang .
merupakan bagian tidak terplsahkan darl Peraturan

_"A. Latar Belakang -

. BABI
PENDAHULUAN

i

- memberikan perlindungan kepada konsumen dari |
peredaran kopi iuwak yang tidak memenuhi per-

1

Saat ini kopi: menjadl salah satu komodrtas

pertanian yang penting bagi Indonesia, ‘karena
budidaya tanaman kopi mencakup. areal yang
cukup fuas. Arti penting kopi bagi Indonesia di-
perkuat dengan perari komodttas tersebut seb-

i
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luwak. Kopi luwak pada mulanya diperoleh dari
luwak liar yang hidup secara alamiah. Akan tetapi

~ sejalan dengan meningkatnya permintaan pasar,

maka kopi yang diproduksi dengan luwak saat ini

_ Iebih-banyak diperoleh dari luwak yang dipelihara.

. Kopi luwak memiliki cita rasa.yang sangat is-

' timewa karena melalm proses enzimatis di dalam

. agai salah satu komodltas andalan ekspor Indone-
- sia, di samping mlnyak saw:t karet, kakao, dan
. rempah. : :
Kopi luwak merupakan produk kopi khas In-.
donesia y_ang diperoleh dengan cara mengumpul-
* kan ‘biji kopi yang keluar bersama kotoran (fe_ses),'i‘

saluran pencernaan luwak. Adanya enzim pem-
ecah protein (protease} di dalam lambung luwak

menyebabkan .kadar protein yang lebih rendah’
pada kopi luwak, sehingga mengurangi rasa pa- - -

hit. Setain itu kopi luwak juga mengandung kadar

kafein yang ‘lebih rendah, sehingga lebih - aman

bagi penderita penyakit jantung dan lambung !

(maag). Cita rasa khas seperti lemon pada kopi

luwak juga disebabkan oleh kadar asam sitrat

yang tinggi. Kadar asam sitrat, asam malat dan

perbandingan antara kadar inositol dan asam |
plroglutamat dapat dijadikan penanda (marker)—

untuk ‘menilai keaslian’ kopi Tuwak.

Saat ini kopi luwak merupakan-suatu produk

yang sudah terkenal di dunia internasional, se-

bagai produk khas Indonesia. Otleh karenanya :
kopi luwak Indonesia menduduki harga tertlnggl

di antara semua -jenis produk Kopi, baik di‘dalam
negen maupun di pasar intérnasional. Tingginya
permintaan konsumen terhadap kopi luwak den-

- gan harga yang tinggi. maka ak_hlr—akhlr ini tim-
bul kreativitas masyarakat untuk memproduksi _

kopi luwak secara cepat. Hal tersebut berpotensi
merug:kan konsumen dan citra produk kopi Iuwak

Indonesm

Kopl Iuwak yang dlproduk3| secara ‘cepat
pada umumnya mempunyai kualitas kopi yang ti-

" dak mémenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), |
' dan ditemukan adanya pemalsuan atau pericam-

puran.biji kopi-luwak dan non luwak. Hal ini san-

.gat merugikan konsumen. Terlebih lagi apabila di-

produksi dengan cara-cara yang tidak memenuhi
prinsip kesejahteraan hewan dan_kehalalan'yang ;

dapat merusak citra kopi luwak Indonesia.

P

~ Mengingat hal tersebut, Keméntérian Perta-

nian sebagal institusi Pemerintah yang mempun- |

- yai tugas dan kewenangan melakukan pembinaan
terhadap sistem produksi pertanlan termasuk |

kopi luwak, berkewajiban melakukan pembinaan

‘terhadap sistem produksn kopl luwak melalui -

penerapan Pedoman Cara Produksi Kopi Luwak
Melalui Pemehharaan Luwak Yang Memenuhn,
Prinsip Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare).

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Menterl ini mellputl

1. Luwak; ‘

2. Sistem Pemellharaan dan Budldaya Luwak
sesuai Prinsip Kesejahteraan Hewan;

3. Proses Produksi Kopi Luwak; dan

4. ‘Pembinaan dan Pengawas

Pengertlan
Dalam Peraturan Ment’erl ini yang dlmaksud
dengan:- - ‘
1.  Luwak adalah nama lokal dari jenis musang
'_ yang terdapat di In‘done'sia,yang memiliki uku- '
ran tubuh r'ela.tif kecil, sebesar kucing dengan
bobot tubuh sekitar 1,3 kg sampai 5 kg, pan-
.jang tubuh sekitar 54 cm, dan panjang ekor
sekitar 48 cm. Tubuhnya ditutupi bulu ram-
but yang kasar berwarna abu-abu kecokelatan
dengan bintik ‘atau belang hitam serta bulu. |.
rambut berwarna putih seperti topeng pada'
wa;ah terutama di sekitar mata dan hidung.
2. Kopi Luwak adalah kopi yang berasal dari
” buah kopi yang dimakan oleh luwak kemudian
‘keluar bersama kotorannya'berupa' biji kopi
dengan syarat biji kopi masih utuh terbungkus
kulit tanduk dan dapat tumbuh ;lka ditanam
kembali..

-'3_. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan

yang berhubungan dengan keadaan fisik dan

- mental hewan menurut wkuran perilaku alami

hewan yang perlu _diterapkan dan ditegakkan

- untuk melind'ungi hewan dari perlakuan setiap -,
orang yang tidak layak terhadap hewan yang

dlmanfaatkan manusia. .

4, Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya

yang diperiukan untuk mencegah panan dari

kemungkinan  cemaran biologis, kimia, dan

benda lain yang dapat mengganggh,' meru- -

gikan, dan membahayakan kesehatan manu-
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sia serta tidak bertentangan ‘dengan agama

keyakrnan ‘dan budaya masyarakat sehingga

aman untuk dikonsumsi.

Lingkungan Hidup adalah ‘kesatuan ruang den-
gan semua _benda, daya, keadaan, dan makh-
uk hidup, termasuk manusia dan perilaku- ;-
nya, yang mempengaruhi kelangsungan peri |
kehidupan dan kesejahteraan manusia serta

makhluk hidup lain.

Kandang adalah tempat atau bangunan berikut |
sarana penunjang di dalémnya yang berfung-
si sebagai tempat pemeliharaan luwak serta
~ tempat melakukan tindakah pengamatan dan |
penampungan selama masa karantina yang ¢
mampu mena]“npung luwak ‘_sesuai dengan.

jumlahnya.

Kandang Karantina adalah kandang yang di- "
gunakan sebagai tempat pengasingan luwak | -
yang baru ditangkap_ dari alam sebagai upaya
pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit

sekaligus sebagai kandang adaptasi.

Kandang Kawin adalah kanddng vang digu-
'nakan untuk pengawinan luwak sekaiigds un-

tuk pemeliharaan betina bunting.

Kandang Pemeliharaan anak adalah kandang °
yang dlgunakan untuk pemellharaan anak oleh

~ induk dan anak lepas sapih.

10.

11.

12.

14.

Kandang Individu (intensif) adalah salah satu"i
bagian .dari kandang pemeliharaan untuk .
produksi yang digunakan untiuk pemeliharaan |

satu ekor luwak.

Kandang Koloni adalah salah satu baglan dari
kandang pemehharaan untuk produksi yang -
menyerupal habitat alaminya tetapi dengan

luas terbatas.’

Kandang Isolasi adalah kandang yang digu-
~ nakan untuk melakukan tindakan pengamatan
intensif dan tindakan perlakuan khusus terha- .
dap sebagian hewan yang selama masa karan-
' tina atau pemeliharaan, mengalami gangguan
kesehatan serius dan dikhawatirkan menu-
lar. 13. Pakan adalah bahan' makanan tung-
‘'gal atau campuran, baik yang diolah maupun '
yang tidak diolah, yang diberikan kepada he- '
wan untuk kelangsungan hidup, berproduks: ;

dan berkembang biak.

Sortasi adalah kegiatan peémilahan hasil panen
yang baik dari yang rusak atau cacat, yang'

. PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

) sehat dari yang sakit dan benda asing lainnya.

15 Otoritas Kompeten Kopl Luwak adalah suatu
lembaga independen yang mempunyai ke-

wenangan di bidang pengawasan produksi

kopi luwak dan ber-fugés antara lain menyu-

. sun petunjuk pelaksanaan terkait kopi luwak,
‘mensosialisasikan Pedoman terkait kopi lu- .

wak, melaksanakan ‘kegiatan audlt penga-
wasan produks!, kopi luwak, memberikan
pelayanan sertifikasi - produksi Kopi luwak
yang memenuhi prinsip kesej_ahtéraan hewan,

dan mengeluarkan sertifikasi produksi kopi

luwak yang memenuhi pr|n5|p kesejahteraan
hewan.

Pr|n3|p Cara ProdukS| Kopi Luwak

Dalam memprodukSI kopi luwak harus me-
menuhi prinsip Kesejahteraan Hewan, kehalalan,
Keamanan Pangan, dan produk serta kelestarian

- lingkungan.

1. Kesejahteraan Hewan
Prinsip Kesejahteraan- Hewan yang dl-
- gunakan dalam pedoman. ini berdasarkan ke-
pada 5 (lima) prinsip kebebasan hewan (Five
-Freedom) yang diterapkan sebagai standar

minimal Kesejahteraan Hewan, yaitu hewan ! -

-Luwak yang dilibatkan dalam sistem produksi
Kopi Luwak harus terjamin kesejahteraannya

dengan cara menerapkan prinsip Kesej.ahter—'

aan Hewan meliputi:
_a. bebas dari rasa lapar dan haus; _
b. bebas dari rasa sakit, cidera, dan penyakit'
c. bebas dari ketidaknyamanan, penganlay—
aan, dan penyalahgunaan
d. bebas dari rasa takut dan tertekan; dan

e. bebas untuk mengekspresnkan perilaku ala-

minya.
Prinsip Kesejahteraan Hewan tersebut

diterapkan pada proses produksi Kopi Luwak

“melalui kegiatan sebagai berikut:

‘a. penempatan dan pengandangan;

- b. pemeliharaan dan-perawatan; serta

. ¢. penggunaan dan pemanfaatan

2. Kehalalan o
Di samping keamanan produk “untuk

‘dikonsumsi, kehalalan produk juga sangat
penting khususnya bagi kalangan masyarakat
" yang memeluk agama Islam {Muslim). Pangan
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yang halal dlmaksudkan tidak haram untuk d|—

makan berdasarkan ketentuan agama lslam.
' Selain makanan yang secara eksplisit
dinyatakan haram di dalam Al-Qur’ an, suatu
makanan dapat dikategdrikan_haram untuk éil

makan apabila memenuhi kriteria sebagai beri- .

“kut: L
najis; ' R
. membahayakan (dhahar),
‘memabukkan {iskar);
buruk/menijijikkan (khabids), dan
mengandung organ tubuh manusia (]UZ al-

peose

jism al- basyarl)

Fatwa Majelis Ulama IndoneS|a (MUI) 3

‘Nomor ‘07 Tahun 2010 tentang Kopi Luwak
menetapkan bahwa Kopi Luwak adalah mu-
tanajjis (barang terkena najis), bukan najis dan

. halal setelah disucikan. Kopi Luwak yang di-

maksud adalah kopi yang berasal dari biji buah

kopi yang dimakan oleh Luwak kemudian ke-

luar bersama kotorannya dengan syarat: '

© a. hiji kop| ma5|h utuh terbungkus kulst tan-
duk; -

b. dapat tumbuh jika dltanam kemball

3. Keamanan Pangan
Penyelenggaraan Keamanan Pangan

untuk Kopi Luwak dimaksudkan untuk men-
_jaga Kopi Luwak tetap aman, higienis, ber-

mutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan

~ agama, ;.'keyakinan,‘ dan budaya masyarakat.
~ Keamanan Pangan Kopi Luwak tersebut dapat
dilakukan melalui: sanitasi, penerapan sistem
jaminan mutu produk Kopi Luwak dan jaminan
produk halal sesuai dengan persyaratan.
. Kelestarian Lingkungan
"Menurut Undang- undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pen-
gelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa

‘Lingkungan Hidup dikelola .agar fungsinya .
tetap ‘lestari melalui'serangkaian upaya un-

tuk memelihara kelangsungan daya dukung -,

~ dan daya tampung Lingkungan Hidup. Upaya |

pengelolaan meliputi kebijaksanaan penataan,
pemanfaatan, pengembangan, pemellharaan

pemulihan, pengawasan, ‘dan pengendalian
- Lingkungan Hidup. Sasaran pengelolaan Ling- °

kungan - Hidup antara lain: {1} tercapainya

keselarasan, keserasian, dan kese:mbangan :

antara manusm dan Lingkungan Hidup; (2)
t_erwu;udnya manusia Indonesia sebagai insan
tingkungan Hidup yang memiliki sikap dan
tindak melindungi dan membina. Lingkungan
" Hidup; {3) terjaminnya’ kepentingan generasi
masa kini dan generasi masa depan; (4) terca- |
painya kelestarian fungsi Llngkungan Hidup;
{5) terkendailnya pemanfaatan sumber daya
secara buaksana '

Standar Mutu _
Dalam Pedoman ini djtetapkan . standar teknis

"produksi Kopi Luwak baik pada sarana- -prasarana

dan bahan maupun keglatan pada setlap tahapan -
proses produksi yang dllakukan Standar produk -

" yang diacu adalah Standar Nasional Indonema

{SNI) untuk Kopi (SNI 01-2907- 2008)

BAB Il
LUWAK

' Blologl Luwak

Luwak merupakan nama Iokal dari jenis mu-

sang yang te.rdapat di |ndonesua sehingga sering
disebut sebagai musang Luwak, Luwak atau.
‘_common paIm clvet Musang Luwak yang me-

miliki nama latln Paradoxurus hermaphrodﬂus,
termasuk dalam ordo Carnlvora famili Viveridae,

* subfamili Paradoxurinae dan genus Paradoxurus.
- Selain musang Luwak, terdapat empat jenis mu-

sang lainnya yang termasuk dalam subfamili Par-

_adoxurinae, yaitu:

a. Binturong (Arctictis binturong); -
b. Musang akar (Arc’:togalidi_a trivirgata};

" ¢. Musang Sulawesi (Macrogalidia musschen-

broekii}; dan X
d. Musang gallng/bulan {Paguma larvata). _

Kelima j |en.|s musang ini cukup dikenal di In-
donesia dan memiiiki-daer'ah sebaran yang luas,
kecuali Macrogalidia musschenbroekii yang han-
ya ditemukan di Sulawesi. Namun, di antara ke-
lima jenis musang tersebut yang paling banyak
dijumpai dan dikenal masyarakat adalah musang
Luwak. Hewan ini memiliki daerah sebaran yang

" luas di'Asia Selatan dan Asia Tenggara.

.Di Indonesia, beberapa pulau seperti Suma- -
tera, Jawa, Kalimantan, Bali, Bawean dan Si-
berut (Mentawai) merupakan daerah sebaran :
alami musang Luwak. Sedangkan keberadaannya |

. Business News 8760/2-10-2015




' | PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

i Papua Kepu!auan Sunda Kecil, Maluku dan

Sulawesi merupakan hasil bawaan/pengenalan ;
(introducing) oleh manusia. Hewan ini banyak di-

jumpai pada beberapa tipe habitat seperti hutan
primer dan sekunder, kebun dan bahkan di sekitar
pemukaman manusia.

Jenls-Jenls musang tersebut dr habltat alami-

ahnya memiliki ukuran tubuh kecil, kira-kira sebe-
sar kucing, kecuali binturong. Musang Luwak me-

miliki bobot tubuh berkisar 1,3 kg sampai 6 kg, -

panjang tubuh sekitar 54 cm dan panjang ekor
~ hampir sepanjang tubuhnya, yaitu sekitar 48 cm.

Namun, musang yang dipelihara sebagai hewan
 kesayangan. (pet animal) berat badannya dapat

mencapai 15 kg. Tubuhnya ditutupi bulu rambut - i

-yang kasar berwarnafabu'-abu kécokélatan dengan
bintik atau belang hitam. Bulu rarnbut pada wa-
jah terutama di sekitar mata dan hidun'g berwarna
putih seperti topeng dengan garis hitam di antara

- kedua mata, serta warna hitam pada moncong, g

telinga, kaki bagian bawah, ujung ekor, dan tiga
baris garis hitam pada daerah punggung. Sedan-

- gkan pada spesies tertentu memiliki bulu putih di
atas mata dan .ujung ekor. Hewan jantan mau- |

_pun betina memiliki kelenjar bau yang terdapat di
sekitar anus {perineal gland) dan mengeluarkan
aroma khas seperti bau pandan, sehingga sering
‘pula disebut musang pandan. Kelenjar bau-lebih
berkembang pada Luwak jantan, yang digunakan

“selain untuk berkomunikasi dengan komunitas- .
" nya, memberi’ sinyal kepada hewan betina dan @ .

menandai daerah teritori. Di habitat. alamighnya
‘Luwak dapat hidup 15 sampai 22 tahun, sedan-
gkan yang dipelihara di kandang bisa sampai 25
tahun. :

Blnturong merupakan jenis musang yang me-

miliki ukuran tubuh paling besar. Berat tubuhnya
sekitar 6 - 14 kg, bahkan dapat mencapai 20 kg,
* dengan panjang tubuh 60 — 95 ¢m dan ekor 50
- 90 cm. Binturong memiliki rambut panjang dan

kasar, berwarna hitam seluruhnya atau kecokla-

tan dengan taburan rambut keputih-putihan atau

kemerahan. Hewan ini banyak diburu untuk di-*
perdagangkan, sehingga sekai_'ang termasuk he-

wan yang dilinduh_g‘i menurut. Peraturan Pemer-

intah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan. f

Jenis Tumbuhan dan Satwa dan termasuk dalam
" daftar vuinerable IUCN. Oleh karenanya peman- °

faatan hewan ini memerlukan izin dari Dlrjen Per-
lindingan Hutan dan Konservasi Alam (,PHKA)
Kementerian Kehutanan. ‘

- Adapun musang luwak, musang akar dan mu-
sang bul;an termasuk dalam daftar least= con-
cern IUCN dan appendix [l CITES, karena pop-

ulasinya di alam dianggap masih cukup banyak

dan belum terancam kepunahan, sehingga masih
boleh diperdagangkan dengan kuota dan izin. Di

beberapa daerah prbdusen kopi, terdapat dua je--

nis musang luwak yang sering digunakan untuk
memproduksn biji kopi luwak, yaitu jenis musang
bulan dan musang pandan. Kedua jenis musang

inilah yang digunakan untuk memproduks; kopl'
. Luwak; karena kesukaannya memakan buah kopi

yang masak merah berwarna merah dan masm
segar.’

Selain itu, musang juga telah banyak dipeli--

hara sebagai pet animal seperti halnya kucing dan
anjing. Di Indonesia, saat ini mulai berkembang
komunitas pecinta musang (Musang Lovers) yang

tersebar di beberapa kota. Sebagai hewan peli- -
" haraan, musang Luwak lebih banyak tinggal di
kandang dan berinteraksi-dengan manusia. Oleh

karenanya pemanfaatan hewan ini untuk mem-

- produksi kopi Luwak dengan: cara dipelihara,

baik secara intensif, semi intensif, maupun semi
ekstensif, dapat dilakukan. namun dengan mem-
perhatikan prinsip Kesejah'ter‘aa‘n ‘Hewan (animal

lwe'l_fare). Hal ini secara tidak langsung juga dapat

menjaga Ke!e's'tar'ian‘ Lingkungan, karena musang
Luwak yang dipelihara dan diberi kesempatan
bereproduksi, dapat mengurangi eksplbitasi ‘atau’

" penangkapan hewan ini terus menerus dan habl-

tat alamlahnya

Perilaku Luwak

Seperti pada umumnya jenis musang, Luwak
termasuk hewan soliter yang aktif di malam hari
{nokturnal) dan mehyukai hidup di atas pohon (ar-
boreal). Pada siang hari Luwak tidur di lubang-lu-
bang 'pohon ‘ata‘u di ruang-ruang gelap di bawah

atap rumah. Luwak jantan memiliki daerah Jelajah -
yang luas sampai 17 km2.. sedangkan betina han-

ya 2. km2. Karena sifatnya yang soliter,  Luwak
jantan dan betina hanya berkumpul pada musim

kawin, kecuali betina yang sedang mengasuh
anaknya. - ) :
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Perilaku reproduksi muséng belum banyak dik-

"etahui, terlebih karena sifatnya yang. soliter dan
nokturnal. Namun, karena muséng Luwak sudah- ]

banyak dipelihara, maka informasi reproduksinya :

lebih -banyak diketahui. Padla umumnya Luwak -
dapat bereproduksi sepanjang tahun, dengan sik- -

lus estrus sekitar 80 hari. Setelah masa kebun-
tmgan ‘selama dua bulan, luwak blasanya mela-
hirkan anak dua sampai lima ekor, ketika.banyak

persediaan makanan. Bayi yang dilahirkan beruy- -
kuran kegcil hanya sekitar 80 gram dengan kondisi

mata masih tertutup dan akan terbuka pada umur

11 hari. Anak dipelihara di lubang-lubang pohon

atau celah-celah dihdin’gfbatu untuk keamanan

- sampai masa penyapihan pada umur-dua bulan.

Selanjutnya anak Luwak akan mengalami pertum-
buhan yang cepat dan mengatami dewasa‘ kela-
min setelah berumur satu tahun.

Mesklpun secara kIasnfnkas: musang termasuk'

hewan. karnivora (pemakan d?gmg) namun di
habitat alaminya hewan ini lebih menyukai buah-

‘buahan, sehingga cenderung .disebut frugivora |

{pemakan'buah buahan) atau dikategorikan seb-

. agai hewan ommvora atau pemakan segala. Jenis

pakan yang disukai khususnya adalah buah- buah-

~ an yang ranum dan rasanya manis, seperti mang-
_ga, rambytan, pepaya, pisang dan buah aren. Se-

lain itu beberapa jenis musang, terutama Luwak |

‘juga menyukai buah kopi. Salah satu kelebihan
Luwak dalam mengkonsumsi buah kopi yakni ke-
mampuannya memilih. biji kopi masak merah dan. ':
- segar dengan menggunakan daya penciuman-
nya yang berkembang sangat baik. Dalam. kai-
tan tersebut, secara ekologi Luwak j juga memiliki. . -

I

peran sebagai hewan penyebar biji. Selain |tu se- .
bagai tambahan jenis pakann‘ya,l Luwak juga me-

makan mamalia kecil seperti tikus, tupai, unggas, E

telur, reptil, serangga, cacing, dan keong.

Luwak memiliki organ saluran pencernaan’

wvang sederhana dengan lamibung tunggal dan

.usus relatif pendek. Lambung Luwak menghasil-

kan asam kiorida (HCI) dalam jumlah besar, kare- -
na jumlah sel penghasilnya banyak. Kopi yang

dimakan oleh Luwak akan mengalami proses

' pencernaan yang relatif singkat, sehingga hanya _
kulit buahnya .yang tercerna sedangkan 'bijinya <
akan dikeluarkan bersama feses. Karena luwak. | .
hanya memilih. buah kopl masak merah merah-

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

.dan segar, maka Kopi Luwak yang. dlhasnkan -

* merupakan kopi terbaik. Biji Kopi Luwak memiliki |
tekstur yang keras, tetapi lebih rapuh. Hal ini di-
duga akibat proses pencernaan yang melibatkan

‘; enzim-ehzim protease di dalam. cairan lambung
{gastric }uice} yang merigubah struktur mikro biji
kopi akibat pemecahan protein dan menurunkan ,
kadar caffein di dalamnya. '

Pada dasarnya Kopi Luwak yang dlhasﬂkan
dari musang luwak yang dipelihara sesuai prin-

" sip animal wélfare_, lebih dapat dijaga kualitasnya
dibandingkan yang dihasilkan dari musang luwak
liar. Hal ini disebabkan karena hewan yang dipe-
lihara secara rutin diperiksa kesehatannya, pakén
yang diberikan dapat dikontrol, serta kopi yang
dikeluarkan bersama feses langsung diambil dan
diproses {miulai dari pencucian sampai pengema-
san) dalam kondisi masih segar. Sehingga dari
segi Keamanan Pangan bagi konsumen lebih ter-
jéga. Sedangkan Keamanan Pangan sulit dilaku- |
kan pada Kopi Luwak yang diperoleh secara liar.

: BAB llI
SISTEM PEMELIHARAAN DAN BUDIDAYA LUWAK
SESUAI PRINSIP KESEJAHTERAAN HEWAN
Standar ~operasional penangkapan Luwak dari
habltatnya dan pengangkutan Luwak yang-akan di-
pellhara mengacu pada ketentuan terkait yang dike-

. luarkan oleh Kementerlan Kehutanan dan Lingkungan. )

Hldup

A. Sarana dan Prasarana Penempatan Luwak

1. Penempatan Luwak dan Adaptasi

Sebelum difempatkan di lokasi peme-
liharaan harus dilakukan tindakan pencegahan
_penularan penyakit dan pemulihan kondisi -
hewan yang telah ditransportasikan dari tem-
‘pat asalnya. Tindakan pencegahan dilakukan
dalam rangka melmdungl Luwak dan pekerja
yang ada di lokasi dari penularan penyakit |
hewan menular dan atau zoonosis. Tindakan

pencegahan tersebut meliputi:
a.. Pemeriksaan kesehatan‘l_'uwal‘( sebelum di-

* masukkan ke kandang karantina ‘

Pemeriksaan kesehatan secara klinis harus
dilakukan segera setelah Luwak tiba di lo-
‘kasi pemeliharaan. Pemeriksaan meliputi
berat.badan, jenis kelamin, ada atau tida-
knya Iuka pada tubuh pemerlksaan parasit
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{ektoparasit: kutu yang: menempel di kuht ‘

endoparasit: khususnya telur .cacing dari
feses), dan suhu badan. Pemeriksaan di- |

lakukan oleh dokter hewan dengan mem- -
perhatikan prinsip Kesejahteraan Hewan' |

. dan keamanan pemeriksa.

b. Tindakan pencegahan.,penyakif dan pemu~.

lihan kondisi Luwak _

Sebelum Luwak dimasukkan ke kandang
karantina untuk adaptasi dan mencegah
_penularan penyakit yang bisa dibawa dari
habitat asal, Luwak harus divaksinasi
(terutama rabies) dan diberi obat c‘acing.r

Untuk pemulihan kondisi Luwak dan men--

gurangi stres, diberikan multivitamin den-

© gan cara mencampur ke dalam pakan atau Z

:

I

air minum. Pemulihan. kondisi Luwak juga

akan memudahkan proses adaptasi luwak
dengan lingkungah yang baru.

' 2. Pemeliharaan Luwak yang telah ditangkap ha-

rus dilakukan dengan-cara dan menggunakan

' sarana dan peralatan yang fidak menyakiti,

tidak melukai, _danlatau tidak mengakibatkan :

stres. Hewan yang bersifat superior harus

dipisahkan dari yang bersifat inferior untuk .
menghindari perkelahian sesama luwak dan"
diberikan pakan dan minum yang sesuai den- -

gan kebutuhan fIS!0|OgIS Kandang Luwak ha-
rus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Lokasi kandang jauh dari kebisingan yang -

- dapat menimbulkan gangguan terhadap f

Luwak

b. Terbuat dari bahan vang tldak berbahaya,’

.tidak mengandung racun (toksik), tidak

mudah’ rusak, tidak berkarat, tidak men- -

K imbulkan bau yang menyengat dan mudah
dibersihkan;

c. Lantai terbuat darl bahan kedap air (se-

“men}, mudah dibersihkan dan dllengkapl
saluran pe_-mbuangan air. :

. d. Tersedia batang pohon untuk mer’nanja't‘

dan kotak kayu atau bambu untuk tempat
tidur/istirahat yang diletakk_én pada posisi
paling kurang 2 (dua} meter dari lantai,

kecuali kandang kawm paling kurang 1 5_

.{satu setehgah} meter.

e. Tersedia. air. bersih untuk membersihkan -

" kandang maupuni minum dalam jumlah

yang cukup.
f. Tersedia tempat untuk pakan dan minum
yang baik dan mudah dlbers:hkan

‘g. Kandang harus dijaga kebersihannya dan

tersedia ared untuk desinfektasi bagi petu-
gas yang akan masuk dan atau keluar kan-

dang. ‘
Jenis Kandang Untuk Produksi Kopi Luwak ‘
Untuk produksi. Kopi Luwak yang memenuhi
prinsip Kesejahteraan Hewan terdapat 5 {lima) je-
nis kahdang, yaitu kandang Karantina, kandang

kawin, kandang pemeliharaan anak, kandang
. _pemelihara_z-:in_untuk produksi dan kandang iso-
lasi. '

1. Kandang Karantma

Kandang karantina berupa kandang mdmdu‘

beratap, berukuran paling kurang. panjang x

lebar x tinggi = 1,5 x 3 x 3 m3 dan dibangun

terpisah dari kandang pemellharaan Kandang
karantina digunakan untuk memelihara Luwak
yang baru ditangkap dari alam, dimaksudkan
untuk mencegah penularan penyakit sekal-
igus sebagai kandang adaptasi. Pemeliharaan
di kandang karantina dilakukan selama paling
kurang 14 hari dan dapat dlperpanjang sesuai
kebutuharni. ‘

2. Kandang Kawin

Kandang kawin berupa kandang mdl\ndu beru-
kuran paling kurang panjang x lebar x tinggi =
1,6°'x 2 x 2 m3, digunakan untuk pengawinan
Luwak sekaligus untuk pemeliharaan betina
" bunting. Kandang kawin . sebaiknya ditutup
dengan paranet berwarna gelap untuk mengu-

-rangl gangguan, namun masih memungkinkan-

_ sirkulasi udara yang baik.
3. Kandang Pemeliharaan Anak
a. 'Inkubator untuk pemeliharaan anak umur
‘_ satu minggu sampai dua bulan. Inkubator
berupa kotak-kayu berukuran panjang x le-

- bar x tinggi = 60 x 40 x 50 cm3 dengan

diberi lampu dengan daya 5 watt sebagai
penghangat ruangan. _ .
b. Kandang untuk pemeliharaan anak umur

2 (dua) bulan sampai 8 (delapan) bulan, -
berukuran panjang x lebar x tinggi-= pal-

ing kurang 1,5 x 1,56 x 2 m3.
4, Kandang Pemeliharaan Untuk Produksi
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Kandang pemeliharaan .untuk produksi- ada !
.dua tipe, yaitu kandang individu dan kandang

" koloni.
. a. Kandang individu (IntenSIf) adalah kandang
' yang digunakan untuk pemeliharaan satu _2 :
ekor Luwak berukuran paling kurang pan-

jang x lebar x tinggi = 2x 3 x 3 m3. -

b. Kandang koloni adalah kandang yang me-
nyerupai habitat alaminya tetap| dengan :

luas terbatas.

Kandang koloni ada dua tipe, yaitu kandang: |
semi intensif dan kandang semi ekstensif |
{semi_liar). ‘ 3
1} Kandang semi intensif berukuran luas (pan-
~ jang x lebar} 75 m2 sampai 500m2 dan -

tinggi 3 m, dengan tingkat kepadatan >

156 m2/ekor Luwak (contoh: ukuran pallng' ‘
kurang panjang x lebar x tinggi = 7,6 x | *
10 x 3 m3, untuk lima ekor Luwak dengan

- komposisi satu ekor jantan dan empat ekor |
betina}. Kandang koloni.semi intensif, pada
bagian dalamnya dapat dilengkapi dengan !
beberapa kandang individu, atau hanya di- |
berikan kotak kayu untuk tempat tidur/isti- |
rahat, sesuai jumlah Luwak yang dipelihara’ -

di kandang tersebut.
2

—

datan > 30 m2/ekor Luwak.

- Di beberapa area di dalam kandang koloni
semi ekstensif, disediakan tempat yang ter- |
lindung (kotak kayu) untuk tidur/istirahat, ses- |
'uai dengan jumlah Luwak yang dipelihara. '
'Dinding kandang dapat terbuat dari tembok -
"~ di bagian bawah dan kawat di bagian atas,
atau seluruhnya terbuat dari kawat. Kandang |
dilengkapi dengan dua pintu untuk masuk dan

keluar yang berbeda.
Lantal kandang ditutup dengan semen atau

paving block, keguali pada bagian yang digu- :
nakan untuk menanam pohon kopi dan buah- |
_buahan, tetap berupa tanah. ' ‘
5. Kandang Isolasi :
Kandang isolasi beripa kandang mduv;du sep-
erti halnya kandang karantina berukuran pal-
ing kurang panjang x lebar x tinggi = 1,56 x |
1,56 x 2 m3, dibangun terpisah dari kandang |
karantina dan - kandang pemeilharaan untuk :

., D. Tata Cara Pengembangblakan dan Pemeliharaan
' Anak Luwak - ~

produksi.

Kandang isolasi diper5|apkan untuk tempat

Kandang koloni semi ekstensif berukuran
luas *(panjang x lebar) paling kurang 500 ',
m2 dan tlnggu 3 m, dengan tingkat kepa- ‘

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

{

memelihara Luwak sakit yang diduga bersifat |

‘menular. Luwak sakit ditangani oleh petug.as

khusus di bawah pengawasan dokter hewan .
dan diharuskan meémakai alat pelindung diri,
seperti masker ‘sarung tangan dan_ sepatu

. karet.

C. Tata Cara Pemeliharaan Luwak
.- Pembersihan Kandang’

Kandang Luwak harus dibersihkan setiap hari
menggunakan alat kebersihan dan air bersih
ditambah cairan desinfektan yang aman bagi
Luwak. Pembersihan kandang dilakukan pagn
hari pada saat Luwak tidur dan dilakukan se-

- . cara hati-hati sehingga tidak mengganggu Lu-

wak. Petugas kandang yang membersihkan
adalah orang yang sama setiap hari, atau ti-
dak sering bergantl-gantl orfang.

. Pemberian Pakan-dan Minum .

' Pemberian pakan dilakukan setiap hari pada
_pagi dan sore. Pakan diberikan secara berva-
riasi dengan pilihan jenis pakan yang disukai
* seperti: buah pepaya, pisang dan buah lainnya
yang manis dan masak, daging (ayam, ikan,

belut, keong dan sebagain_\/a),'telur dan buah
kopi. Buah kopi tidak diberikan setiap hari dan
hanya diberikan yang masak merah. Jadwal

"menu pakan dibuat untuk pemberian setiap

hari. Air bersih disediakan cukup. Setiap kali

. pemberian pakan dan minum, tempat pakan

dan minum harus dalam keadaan bersih. Pada
pemeliharaan dengan kandang koloni, baik
semi intensif maupun semi ekstensif, tetap .
harus diberikan ‘pakan dan minum secara ter—

. jadwal. _
. Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan dilakukan dengan
pemberian multivitamin atau suplemen, baik
dari bahan alami {susu, madu, herbal) atau.
bahan kimiawi yang dijual di apotik. Selain itu
Luwak juga harus diperiksa kesehatannya se- -
cara ratin oleh dokter hewan, paling kurang 2
{dua) minggu sekali. Pemeriksaan kesehatan
dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan
kesehatan hewan. Pemberian vaksin rabies
harus diulang setiap tahun. Pemeriksaan dan
pemberian obat cacing dilakukan ‘setiap 6
{enam) bulan s_eka!i._- ' ‘ :
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1. ‘Pengembangbiakan dan ‘Pemeliharaan Anak -

Luwak pada Kandang Individu (intensif)

a. ldentifikasi Betina Birahi .
Pada umumnya Luwak betina pertama kali
birahi umur 8 (delapan} bulan, namun umur

ideal untuk pertama kali dikawinkan adalah

satu tahun. Untuk mengawinkan Luwak

“harus mengetahui betina yang sedang bira-

hi ditandai dengan hewé_n terlihat gelisah, +
sering menggosokkan tubuh bagian be- .

lakang ke lantai, mengeluarkan suara me-

ringkik, vulva {alat kelamin luar} berwarna !

kemerahan dan mengeluarkan lendir. Pada
jenis luwak. pandan rengeluarkan aroma
lebih wangi. Kesalahan dalam identifikasi
betina birahi dapat menyebabk'an ‘proses
perkawinan luwak tidak terjadi. .

b. Pemilihan Luwak Jantan yang akan Dika-

winkan :
Luwak jantan yang akan dikawinkan harus
sehat, dewasa kelamin {umur ‘lebih dari
< satu _tahun), lebih dominan .dibanding’ Lu-
“wak betina, dan pada jenis Luwak pandan
mengeluarkan aroma lebih wangi. .
c. Proses Perkawinan ’

Luwak betina yang sedang birahi dan Lu-

wak jantan yang siap kawin ditempatkan
dalam satu kandang (kandang kawin) sela-
- ma satu minggu. Setelah itu Luwak jantan

. - ditempatkan kembali ke kandang semula. -

~d. Pemantauan Betina Bunting o
Setelah proses kawm betina dlamat| terh-
adap kemungkinan terjadinya, kebuntm_gan
yang ditandai-‘ dengan perubahan warna
puting susu menjadi merah muda disertai
kerontokan bulu di sekitarnya, pembesaran
alat kelamin, ukuran kotoran lebih besar,
dan bagian perut yang semakin membesar.
Pemberian pakan- dan suplemen. selama
kebuntlngan ditingkatkan Jumlah dan kuall—

‘ tasnya

'e. Pemeliharaan Anak
Idealnya anak- dipelihara’ bersama induk
sampai masa lepas sapih, yaitu sekitar
umur 2 (dua) bulan. Selama masa penga-
suhan induk Luwak mendapat pakan yang

cukup dan berkualitas serta tidak diberikan.

kopi. Dalam kondISI tertentu, anak dapat
" dipisahkan dari induk setelah berumur satu
~minggu dan mendapat ‘cukup kolostrum
untuk ditempatkan di inkubator, ‘sedang-

kan induk dapat ditempatkan kembali ke
. kandang- preduksi. . Inkubator. diperlukan
jlka induk melahirkan anak lebih dari empat

ekor, naluri pengasuhan induk kurang atau .

ada anak yang terlahir lemah.

-Pemeliharaan anak di inkubator sampai be-

rumur 2 .{dda) bulan. Selanjutnya setelah
berumur 2 (dua) bulan’ sampai 8 (delapan)
bulan ditempatkan di kandang pemellhara-
an anak tanpa pemberian kopi.

2. Pengembangbnakan dan Pemeliharaan
Anak Luwak pada Kandang Semi Intensn{
‘dan Semi Ekstensif :

a Pengembangblakan dilakukan secara

alami. Setelah diidentifikasi -bunhting,

Luwak betina dupmdahkan ke kandang
‘ "kawin sampai melahirkan.
" .- b. Pemeliharaan anak Luwak dlperlakukan
. sama seperti anak yang dipelihara pada
kandang intensif (butir 1e).

Tata Cara Pengembalian Luwak ke Habitat Alam

Luwak dapat digunakan untuk memproduksi
Kopi Luwak paling lama 5. {lima} tahun. Luwak
yang sudah- melewati masa produktif dapat

- dikembalikan {dilepasliarkan) ke habitat alam atau
digunakan sebagai hewan kesayangan {pet anl- ‘
- mal}.

Luwak dapat dlkemballkan (dllepasllarkan) ke
habitat alam, jika-memenuhi beberapa kriteria,
seperti: hewan dalam kondisi sehat dan tidak ca-

cat, masih memperlihatkan sifat liar, serta tidak
‘tergantung pada pemellharaan petugas kandang,

sehingga diharapkan mampu bertahan hidup ke--
tika dikembalikan (dilepasliarkan) ke habitat alam.
Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka luwak

- yang telah melewati masa produktif, dapat dipeli-
" hara sebagai hewan kesayangan.

Sebelum proses pelepasliaran, Luwak dikon-
disikan melalui_beberapa tahapan

1. Karantina -

Prosedur karantma harus dilakukan sebelum
Luwak dilepasliarkan, sepertl halnya pada saat
baru ditangkap dari alam. Prosedur ini dimak-
“sudkan untuk.mencegah penularan penyakit

“sekaligus pre _condit_ioning, dilakukan selama_ |
paling kurang 14 hari dan dapat diperpanjang -

‘sesuai kebutuhan {hasil observasi).

2. Adaptasi : :
Proses adaptaS| sebelum proses pelepaslr-
aran, dilakukan selama masa karantina den-

gan mengurangi interaksi dengan petugas
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kandang dan p‘émberian pakan menyerupai |
kondisi di alam (misal: buah dibiarkan utuh ti-
dak dikupas atau dipotong-potong dan daging :

atau telur diberikan mentah). '
3. Pelepasliaran

Pelepasliaran dilakukan terhadap Luwak yang
selama masa observasi dan adaptasi menun- -
" jukkan kondisi baik, sehat, ‘masih memi- |
“liki sifat liar, tidak tergantung pemeliharaan |
petugas kandang dan sebagainya, sehingga

diharapkan.mampu bertahan hidup.

L  BABIV'
PROSES PRODUKSI KOPI LUWAK

Proses produksi Kopi Luwak mulai darl pem-

berian kopi sebagai pakan Luwak, 'pengumpulan biji
kopi dari feses luwak, pencumanlpembersahan dan

pemilihan biji kopi sampai dengan penyimpanan harus

memenuhi prinsip Kesejahteraan Hewan, kehalalan,
Keamanan Pangan, dan Kelestarian Lingkungan. -

A. Pemberian Kopi sebagai Pakan Luwak

46

Penggunaan hewan Luwak dalam proses . -
produksi Kopi Luwak‘harus memperhatikan per-
syaratan Kesejahteraan Hewan dalam peng- .

" gunaan dan pemanfaatan hewan yaitu tidak
‘menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar
kemampuan kodratnya yang dapat -‘berpengaruh "
'terhadap kesehatan, keselamatan, atau menye- |
babkan kematian hewan. Persyaratan ini berkai- :
tan Iangsung dengan proses produksi Kopi Luwak’

© yang memienuhi prinsip Kese;ahteraan Hewan,
sehingga datam pemberlan kopi sebagai pakan
luwak harus memperhatikan persyaratan di atas.

Pakan Luwak diberikan secara teratur sesuai -
deng-an jadwal, yaitu pada pagi hari sekitar pukul |
06.00 dan sore hari sekitar pukul 17.00. Kebu-
tuhan pakan Luwak per hari sebanyak 20% dari
berat badan. Buah kopi bukan merupakan pakan :
utama bagi Luwak, sehingga tidak dapat diberi-

~kan setiap hati. Pemberian buah kopi dilakukan |
_paling banyak tiga kali dalam seminggu dan pal- |
ing banyak 15% dari berat badan pada setiap !
kali pemberian. Suplemen diberikan. seminggu |

sekali atau sesuai kebutuhan. Salah satu contoh |-

jadwal pemberian pakan untuk’ hewan Luwak |
dapat dilihat pada Tabel 1. Beberapa faktor yang ..
perlu diperhatikan dalam pemberian pakan ke-
pada hewan Luwak antara |ain, kesegaran pak-
- an yang diberikan (tidak dibiarkan sampai rusak

atau busuk di dalam kandang) dan. kesehatan
dari Luwak,

Tabel'1..
Contoh Jadwal Pemberian Pakan Luwak

Hari Jenis " Waktu Pemberian

Pagi ) Sore -
Senin Pakan Pepaya Kopi.

Minu | Air + Madu Air Susu Sapi

Sefasa -]  Pakan Pisang | pisang. £ Telur Ayam

Minum | ' Air Susu Sapi | Air Putih

Rabu Pakan Pepaya ‘Pepaya

Minum | Air Putih Air Putib .

Kamis Pakan Pepaya Kopi

Minum Air + Madu Air Susu Sapi

Jumat Pakan | Pisang Pisang + Telur Ayam
Minum Air Susu Sapi’ | Air Putih

Sabtu - [ ' Pakan Pisang ' Daging Avam Rebus -

Mint;m T Air Susu Sapi Air Putih
Minggu Pakan Pepaya - Pepaya
' Minum | AirPutih® | Air Putih.

B

= B. - Pengumputan Biji Kopi dari Feses Luwak -

Pengumpulan atau panen biji Kopi Luwak ha-
rus dilakukan segera setelah kotoran/feses dike- |
luarkan oleh luwak {(defekasi). Hal tersebut di- |

lakukan' untuk menghindari terjadinya fermentasi |

oleh bakteri, pertumbuhan jamur dan organisme |
lainnya ‘yang dapat menyebabkan kerusakan biji

. kopi.

Pencucian/Pembersihan Biji Kopi Luwak
- Biji Kopi Luwak yang telah dikumpulkan selan-
jutnya dicuci secara manual atau- menggunakan |

alat vertical washer, dengan air mengaliz. Pencu-

cian biji Kopi Luwak merupakan salah saty titik
kritis dalam pengolahan Kopi Luwak, karena hal |

‘tersebut terkait derigan kehalalan dan Keamanan

Pangan produk tersebut. Proses pencucian. di-

* lakukan’ hingga biji Kopi Luwak terilhat berwarna ;
_ putih bersih dan kesat. ' ‘

Pengeringan dan Pengupasan Biji Kopi. Luwak

Proses pengeringan dapat dilakukan dengan |
. dua cara;

1. -Cara pertama, biji Kopi Luwak hasil pencucuan |
dikeringkan hingga memiliki kadar air sekitar

- 12%. '

2. Cara kedua, biji Kopi Luwak dikeringkan
sampal kadar air 25 - 30% kemudian diku-
. pas kulit tanduknya menjadi biji Kopi Luwak |
beras (green bean}. Pengupasan kulit tanduk |
dilakukan dengan cara manual atau menggu- -
nakan alat mekanis (hulier}. Biji Kopi Luwak
beras dikeringkan lebih lanjut sampai kadar air |

~
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mencapai sekitar 12%. Péngeringan dapat di- .

lakukan secara alami di.bawah sinar matahari
dan dianginkan atau mekanis dengan meng-
gunakan oven.

- Pengeringan alami menggunakan sinar mataha-

ri membutuhkan waktu sekitar 18 jam. Waktu
.penjemuran yang ideal ialah jam 10.00 - 16.00
(tergantung cuaca). Pengeringan hiji Kopi Luwak
yang masih berkulit tanduk dengan sinar mataha-

ri, dilakukan pada tempat yang kering dan bersih

. dengan ketebalan tumpukan kopi 2 — 3 cm. .
‘ Pengeringan mekanis menggunakan oven
dengan suhu sekitar 400C. Suhu yang terlalu
tinggi dapat menyebabkan perubahan rasa mau-
- pun aroma kopi. -

Dalam proses pengenngan balk secara alaml
i'naupun mekants, atau- gabungan keduanya biji
Kopi Luwak harus dibolak balik agaf kering mera-
ta sampai kadar air sekitar 12%, ditandai dengan
bunyi gemerisik ‘apabila diremas atau digoyang.
Sortasi dan Pengkelasan Mutu Biji Kopl Luwak
Beras (Green Bean)

Sortasi bertujuan untuk menghllangkan ko-

toran berupa batu, ranting, gumpalan _tanah .dan : °

benda asing lainnya, serta pemisahan biji Kopi Lu-
wak beras yang rusak atau pecah selama proses
pengupasan kilit tanduk, biji cacat, berbau bu-
suk, dan berjamur. Sortasi dilakukan dengan cara
pengayakan manual. Selanjutnya dilakukan peng-
kelasan biji Kopi Luwak mengacu pada SNI Biji
Kopi No. 01-2807-2008. '
‘Penylmpanan Biji Kopi Luwak Beras
' Penyimpanan biji Kopi Luwak beras dltakukan
agar mutu biji Kopi Luwak terjaga. Beberapa kon-

dISl pada penyimpanan biji Kopi Luwak yang ha— i

rus d:penuhl antara lain:
- 1. Kadar air biji Kopi Luwak sekitar 12%.

2. Suhu ideal untuk ruang penyimpanan bug Kopi
- Luwak adalah 10 - 280C dengan kelembaban

udara 52 - 75%.
- 3. Ruang penyimpanan harus mem|I|k| 5|rkula5|
udara yang baik.

4. Tumpukan kemasan diatur di atas Iandasanw

kayu (pallet), Jarak antara tumpukan dengan
dinding sekrtar 50 cm, hal ini untuk memu-
dahkan pengawasan.

5. Selama penyimpanan biji Kopi Luwak harus
dimonitor kadar airnya paling fama setiap 15
hari sekali. Hal ini dimaksudkan untuk men-
gendalikan umur simpan sampai 12 bulan.

f

“jum kering dalam waktu lebih dari 12 jam har-

us dihindari, karena bul kopl akan rusak aklbat‘

jamur.

G Penyangraian Bljl Kop| Luwak Beras
Penyangraian biiji ‘Kopi Luwak beras dapat di--

lakukan secara manual dengan penggorengan dan
secara-mekanis dengan alat penyangrai {roaster)
sampai mencapai ‘tingkat kematangan yang di-
inginkan. Penyangraian secara mekanis dilakukan

i paqa suhu 150 = 2000C selama 10 - 15 menit.
~ Biji Kopi Luwak beras yang telah disangrai selan- |
] jutnya dldmg:nkan dan SIap dikemas atau diolah

lebih lanjut.
Penylmpanan
~ Untuk mempertahankan kualltas dan cita rasa

' 'Kopl Luwak, biji Kopi Luwak beras dikemas den-
gan karung goni, sedangkan biji Kopi Luwak san-
grai dan bubuk Kopi Luwak dikemas dalam plas- |
tik tebal atau aluminium foil yang divakum untuk |

memperpanjang masa penyimpanan. Penyimpan-

an dilakukan dalam ruangan khusus dengan suhu |-
sekitar 280C dan kelembaban sekitar 60% serta.
- bebas dari pengaruh bahan lainnya.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pembinaan

Pembinaan d:lakukan dalam rangka penera-'.

pan aspek Kesejahtéraan Hewan, . kehalalan,
pada proses produksi Kopi Luwak. Untuk miem-
berikan j_aminan kepercayaan kepada masyarakat
dan pasar internasional. Pembinaan dilakukan

terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses .

produksi mellputl pemlllk unit usaha, pengelola
dan pekerja. -
1. Pembinaan terhadap Pelaku Usaha :
Pembinaan terhadap pelaku usaha
bértujuan_ untuk meningkatkan kesadaran

tentang manfaat dan pentingnya penerapan

prinsip Kesejahteraan Hewan, kehalalan, Ke-
amanan Pangan, dan Kelestarian Lingkungan
dalam proses produksi- Kopi Luwak, sehingga
pelaku usaha mempunyai komitmen secara
konsisten untuk menerapkan prinsip tersebut
2. Pembinaan terhadap pekerja ‘

Pembinaan terhadap pekerja bertu-

juan untuk meningkatkan pengetahuan, keter-

ampilan dan kesadaran pekerja dalam melak?‘ '

sanakan pekerjaan. mereka sehari-hari untuk
emenuhl, prmsnp‘ Kesejahteraan _ Hewan

6. Penylmpanan bljl Kopi Luwak beras yang bé-
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‘kehalalan Keamanan Pangan, dan Kelestar-

-ian Lln.gkungan dalam proses produksi. Kopi

. Luwak: Pekerja yang berinteraksi langsung

dengan Luwak harus diperhatikan kesehatan

dan keselamatan kerjanya dengan melakukan :

pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan. -
Secara umum pembinaan dilakukan oleh:

a. Pembinaan dalam hal penerapan Kesejahter- ;
aan Hewan dan kesehatan masyarakat veteri- :
ner {pencegahan penularan zoonosis) dilaku-"
kan:oleh dinas yang menyelenggarakan tugas
dan fungsi di bidang kesehatan masyarakat §

veteriner di daerah kabupaten!kota

b. Pembinaan Kesejahteraan Hewan juga dapat .

- dilakukan atas kerjasama Pemerintah den-

gan dmas yang menyelenggarakan tugas dan

- fungsi di bidang kesehatan masyarakat vet-

eriner di provinsi/kabupaten/kota, organisasi

profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya
masyarakat dan pihak terkait lainnya. - -

c. Pembinaan dalam aspek halal dilakukan oleh

C.

Instansi Vertikal Kementerian Agama di dae- = -

rah kabupaten/kota. -

d. Pembinaan dalam aspek teknis dan kualitas

kopi dilakukan oleh dinas yang menyelengga-
~ rakan tugas dan fungsi di bidang. pengolahan .

dan pemasaran hasnl perkebunan di daerah |

. Kabupaten/Kota
Pengawasan

Pengawasan dllakukan untuk .memastikan .
Ke- |

prinsip Kesejahteraan Hewan, ' kehalalan,

amanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan

Hewan, kehalalan, Keamanan Pangan, dan Kele-
starian ngkungan serta pemalsuan produk kOpl

- Luwak.

Untuk itu periu adanya sistem mana;emen
muty yang diterapkan secara konsisten dan

- Sistemn pengawasan yang dilakukan baik oleh in-

ternal maupun eksterna! perusahaan.
Pengawasan internal dilakukan oleh pihak pro-
dusen Kopi Luwak, atau pengolah Kopi Luwak,

sedan_gkan pengawasan eksternat dilakukan oleh
suatu lembaga independen yang mempunyai ke-

wenangan di bidang pengawasan produksi Kopi

Luwak berupa Otoritas Kompeten KODI Luwak

dan bertugas antara lain:

1.  menyusun petunjuk pelaksanaan terkait Kopi ;

!
1
3
i
H
i

‘Luwak;

2 mensosnahsamkan pedoman terkalt Kopi Lu-

‘ diterapkan pada proses produksi Kopi Luwak dan
“mencegah terjadinya pelanggaran Kesejahteraan

menjaga . citra Kopi Luwak Indonesia -yakni dengan
menjamin bahwa Kopi Luwak Indonesia diproduksi

Cini.

wak; ’

3. melaksanakan kegiafan_ audit peﬁgavyasa'n

produksi Kopi Luwak;

4. memberikan pelayanan sertifikasi- produksi
Kopi Luwak yang memenuhi pr|n5|p Kese-

jahteraan Hewan;

" 5. mengeluarkan sertifikasi produksi Kopi Luwak
yang memenuhi prinsip Kesejahteraan He--

. wan,

Otoritas Kompeten Kopi Luwak ditetapkan di Pu-
~ sat oleh Menteri Pertanian dan di daerah ditetap- -

kan oleh Gubernur. Otoritas Kompeten Kopi Lu-

wak dapat melaporkan adanya penyalahgunaan J ,

atau pemalsuan produk Kopi Luwak yang tidak :

memenuhi prinsip Kesejahteraan Hewan kepada

-lembaga yang berwenang dan hal ini dapat men-
“jadi dasar bagi pemberian sanksi hukum bagi pro-

dusen yang be‘rsangkutan‘.,
Sertifikasi '

Sertifikasi. dilakukan untuk mémberikan jami-
nan secara tertulis dari lembaga independen Oto- -
-ritas Kompeten Kopi Luwak yang menyatakan

bahwa cara produksi Kopi Luwak melalui peme-

yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian

ditandai dengan pemberian label pada kemasan

- produk. Dengan adanya label tersebut dapat men-

jadi jaminan dan perlindungan bagi konsumen dan
produsen. terhadap pemalsuan produk Kopi tu-

- wak.

BAB VI
- PENUTUP
Hal penting yang harus dlperhat;kan dalam

dengan cara yang memenuhi prinsip Kesejahteraan
Hewan, kehalalan, Keamanan Pangan dan Kelestar-
ian Lingkungan ‘

MENTERI PERTANIAN
' REPUBLIK INDONESIA,

o ‘
AMRAN. SULAIMAN

(BN} S
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PENG UMUMAN/PERATU RAN PEMERINTAH ,

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
- NOMOR 16/M- IND/PER/1/2015 TENTANG PENUNJUKAN
- LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
| PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR

NASIONAL INDONESIA KOPI INSTAN SECARA WAJIB
(Peraturan ‘Menteri Perindustrian R.1 Nomor 66/M INDIPER/812015
tanggal 12 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
* MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK.INDONESIA,

Memmbang

i

a. bahwa dalam rangka- optnmahsam pelaksanaan |

. pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional

Indonesia ISNI) Kopi Instan yang diberlakukan
secara Wajlb dengan Peraturan. Menteri Perm—- :

. dustrian” Nomor 87/M- [ND/PER/10/2014 telah
dilakukan evaluaS| terhadap Lembaga Penilaian

Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Men- .

- teri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/1/2015;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana
- dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Per-

.aturan Menteri Perindus‘trian'I\Iomor 16/M-IND/
' .PERUBAHAN ATAS PERATURAN "MENTERI -

. PER/1/2015;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana |

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-

‘tapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang
Perubahan A-tas Peraturan Menteri Perindustrian- .
‘Nomor 16/M-IND/PER/1/2015 tentang Penunju-

kan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka

. Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional

“Indonesia Kopi Instan Secara Wajib; - -

Mengmgat

ra Rebublikr Indonesia Tahun 201 5 Nomor 54};

" 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
-tentang Pembentukan Kementerian dan Péngang- i
‘katan Menteri Kabmet Ker]a Penode Tahun 2014- |

2019;

. 5. ‘Peraturan Menteri- Penndustnan Nomor 16/M-"

_IND/PER/1/2015 tentang Penunjukan Lembaga

Penilaian_ Kesesuaian Dalam Rangka Pember- -

lakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indo-
nesia Kopi-Instan Secara Wajib; '

‘MEMUTL.JSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PER-
INDUSTRIAN NOMOR 16/M-IND/PER/1/2015 TEN-
TANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KES-
ESUAIAN DALAM ,RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
KOPI INSTAN SECARA WAJIB.

Pasal I ‘
Ketentuan Pasal 1 huruf ¢ Peraturan Menterl

_Périndustrla_n Nomor 16/M- IND/PER/1/2015 tentang

1. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
' Perindustrian {Lembaran Negara Repubhk Indone- !

sia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5482);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Nega- @

ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 ten- .

tang Kementerian Perindustrian (Lembaran Nega-

Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam
Rangka Pemberlakuan dan- ‘Pengawasan Standar Nasi-
onal Indonesia Kopi Instan Secara Wajib diubah men-
]adl sebagai berikut: o

Pasal 1 _
Penunjukan Laboratorium Uji yang telah ter-

‘huruf ¢ Sebagaimana tercantum dalam huruf C
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor

‘16/M-IND/PER/1/2015 diubah dengan menam--
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bah 1 {Satu) Laboratonum Uji yang telah terakre- . . MENTERI PERINDUSTRIAN
- ditasi- Sehlngga menjadi Sebagaimana tercantum ‘ " REPUBLIK INDONESIA,
dalam huruf C Lampiran Peraturan Menteri ini. S oo B
' ' : R R SALEH HUSIN
Pasal Il o R R
Peraturan Menten ini-mulai berlaku pada tang— : . o Diundangka!n di Jakarta
gal diundangkan. ; : P ~ pada tanggal 18 Agustus 2015
Agar setiap orang ‘mengetahuinya, memerin- | MENTERI HUKUM DAN HAK -ASASI MANUSIA
‘tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan b " REPUBLIK INDONESIA,
penempatannya dalam Berita Negara Republlk Indo— . ' _ ttd.
| nesia. . . : . L - YASONNA H. LAOLY
_ ‘Ditétapkan di Jakarta i BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
"'pada.tanggal 12 Agustus 2015 ‘ ‘ TAHUN 2015 NOMOR 1215 |
. -
LAMPIRAN

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDETASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN.
~ DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOPI‘INSTAN (SNH 298312014} SECARA WAJIB.

NO | ° NAMALEMBAGA . | . ALAMAT
1- " LSPro No. 1s.d.No. 15 B : ' -~ Tetap

B. LABORATORIUM UJI YANG BELUM TERAKREDITAS! DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGA-

WASAN STANDAR 'NA'SIONAL ]NDONESIA KOPI INSTAN {SNI 298322014) SECARA WAJIB.

NO | NAMA LEMBAGA | . . - ALAMAT
1 ' Laboratorlum Uji No. 1s.d. No. 13 B Tetap

'C. LABORATORIUM ‘UJI YAN'G TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGA-

WASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOPI INSTAN (SNi 298322014} SECARA WAJIB.

NO . NAMA LEMBAGA | - 'ALAMAT

L Laboratorium Uji No. 1 s.d. No. 2 S Tetap
3 - _Laboratorium. Uji PT. Aneka . : JI. Trosobo KM. 23 Ke¢ Taman Kab.

- Coffee Industry _ S 1B Sldoarjo 61257
o ' | Tetp. (031)3971073 3971064 _
' Fax. (031) 3972469, 3973503, 3973252 |

MENTERI PERINDUSTRIAN
-REPUBLIK INDONESIA,
©ottd.

SALEH HUSIN

(BN)

| Busipess Hews EFS




PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH |

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI
. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK

'ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA ..
(Peraturan Menteri Perindustrian R.] Nomor 68/M INDIPERIS/2015
tanggal 19 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHA.N YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang .

a.

‘penghitungan nilai

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan
. tingkat komporien dalam
negeri produk elektronika dan telematika sesuai

dengan karakteristik produk dan/atau pola bishis

industri perlu mengatur kembali ketentuan peng-

hitungan nilai tingkat komponen dalam negeri

produk elektronika dan telematika;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana

dimaksud dalam. huruf a, perlu menetapkan Per- 1
aturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan

dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat. Kom-

ponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Tele-
matika; '

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 20‘00-tentan'g
Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indo-

_nesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lem-

baran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 4046);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang
Paten {Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-

"hun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Neg-

ara Republik Indonesia. Nomor 4130);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang y
Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-

hun.2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Neg- :

ara Republik Indonesia Nomor 4131);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang |

Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia |

H

10.

11.
2.

13

14.

18,

IND/PER/7/2011

Tahu'n 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran

~Negara Republik Indonesia Nomor 4220);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indone-

sia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran’

Negara Republik Indonesia Nomor 5482};

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten-

tang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seb-
agaimana telah beberapa kali diubah terakhir den-
gan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

- Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Ke-

‘menterian Perindustrian;

Keputusan Presiden Nomor 121/P_Tahun 20_14
tentang Pembentukan Kementerian dan Pengang-

‘katan Menteri Kablnet Kerja Periode Tahun 2014-

2019;

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57
Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapa_ngan
Usaha Indonesia; :

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-
IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja . Kementerian Perindustrian;.
Peraturan - Menteri Perindustrian Nomor 16/M-
IND/PER/2/2011 tentang Keténtuan dan Tata

‘Cara Pe’nghitung%n ‘Tingkat Komponen Dalam

Negeri;

Peraturan Menteri Perlndustrlan Nomor 64/M-
tentang Jenis-Jenis Industri
Dalam Pembinaan Direktorat Jendeéral dan Badan

Di Lingkuhgan\l(ementeriah Perindustrian;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Tek-

nis Alat dan Atau Perangkat Telekomunikasi Ber-

‘basis Standar Teknologi Long Term Evolution;

‘MEMUTUSKAN:

Business News 8760/3-10-2015
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Menetapkan

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG'

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NI-

LAl TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK ‘

ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA.

BAB | .
" KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan: : ,
1. Produk. Dalam Negeri adalah barangljasa terma- N

suk rancang bangun dan perekayasaan yang di- '

produksi atau dikerjakan.oleh perusahaan industri
yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia,

yang menggunakan sebagian atau keseluruhan |

tenaga kerja bangsa/Warga Negara Indonesia,

yang prosesnya menggunakan bahan baku/kom-

ponen dalam negeri dan /atau sebagian impor.

Barang adalah setiap benda yang dapat disentuh/ |

perangkat keras dan/atau yang tidak dapat disen-

tuh/perangkat lunak dalam bentuk utuh maupun .

terurai, yang meliputi bahan baku, barang seten-
gah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasin-
ya ditetapkan oleh pihak terkait.

" Tingkat Komponen Dalam Negeri, yang selanjut-
_ nya disingkat TKDN adalah besarnya komponen

dalam negeri pada barang, jasa, gabungan barang
- dan jasa. S

Komponen dalam negeri adalah material, tenaga

kerja dan alat kerja yang berasal dari dalam neg- !

eri.

Manufaktur. adalah suatu cabang industfi yang
peralatan dan tenaga |
_kerja, serta suatu medium proses untuk men-

mengaplikasikan mesin,

gubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk
dijual. .
Pengembangan adalah baglan dari proses lndustn
untuk merancang dan merekayasa suatu produk.
Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Surveyor Independen untuk penghitungan nilai
kesesuaian atas data dan informasi yang didapat
terhadap kondisi sesungguhnya di lapangan dari
kegiatan usaha. perusahaan mdustri atau penye-
dia barang/jasa

Hak Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya dis-

ingkat HKI, adalah hak memperoleh perlindungan

" secara hukum atas Kekayaan Infcelektual sesuai :

10.

11,

12.

13.

14.

15.

18.

dengan peraturan perundang undangan.

. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang

paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian
pemberian hak untuk menikmati manfaat ekono-
mi dari suatu Paten yvang diberikan perlindungan
dalam jangka Waktu dan syarat tertentu.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh
Negara kepada inventor/penemu atas hasil in- .

'vens;nya di bidang teknologi, yang untuk selama

Waktu tertentu melaksanakan sendiri mvensmya

. tersebut atau membenkan persetu;uannya _kepa— '

da pihak lain untuk melaksanakannya.
Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata,
huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau

kombinasi dari unsur-urisur tersebut yang memi-
liki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan

perdagangan barang/jasa.

‘Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta

atau penerima hak .untuk- mengumumkan atau
rhemperbanYak ciptaannya. atau memberikan izin
untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-
pembatasan menurut peraturan perundang un-
dangan.

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang ben-
tuk, kenfigurasi, atau komposisi garis atau War-
na, atau garis dan Warna, atau gabungan dari-
padanya yang berbentuk tiga. dimensi atau dua
dimensi yang memberikan kesan estetis dan
dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau
dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasil-
kan suatu produk, barang, komoditas industri,
atau kerajinan tangan. :

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam ben-
tuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya ter-
dapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya.
satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif,
yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan

-serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah

bahan semikonduktor yang dlmaksudkan untuk
menghasitkan fungsi elektronik.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kfeasi
berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari ber-
bagai elemen, sekurang‘-kurang‘nya satu dafi_ele-
men tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian

- atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Ter- ;|

padu dan peletakan tiga-dimensi tersebut dimak-

~gudkan untuk pembuatan Sirkuit Terpadu.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau
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orang perseorangan yang keglatan usahanya me-"

nyediakan Barang/Jasa.
17.
plai yang selanjutnya disingkat SKKPS adalah su-

rat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur un-

‘tuk memberikan penjelasan tentang kemampuan

-L'produks-i dan ken'iamp'uan suplai pada suatu fasili-

tas industri untuk memenuhi kebutuhan pasar

secara optlmal dan berkelanjutan

“18.

. urusan pemerintahan di bidang perindustrian. -

19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Indus-
- tri Logam, Mesin, Alat TransportaSI dan Elek-

tronika.

20. Direktur adalah D|rektur Industri Elektronika dan

~ Telematika. ~ - '

~ BABII
LINGKUP PRODUK
Pasal 2

‘Ketentuan tata cara penghitungan nilai TKDN-" -
produk elektronika dan telematika dalam Peraturan

" Menteri ini diterapkan untuk.menghitung, nilai TKDN
produk yang dihasilkan industri dengan nomor Kla-

sifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) seb- .|
agaimana tercantum dalam Lamplran Peraturan Men-. |

teri ind.

) Pasal 3 _ : ,
Produk elektronika dan telematika yang di-

‘hasilkan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal |

2 merupakan produk berbentuk:
a. barang elektronlka dan komponen,

b. ‘'barang perangkat teknologi mformat:ka dam’atau

~ komunikasi;

c. jasa perangkat lunak (software) dan konten; dan

d. gabungan perangkat teknologi tnformatlka dan/
atau komunikasi dan pengembangan barang -ba-
rang dimaksud.

BAB III ‘
- PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT
KOMP_O_NEN DALAM NEGERI
Pasal 4
Penghltungan nilai TKDN produk elektronlka dan

{1
‘E telematika untuk barang sebagalmana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf a dan hyruf b dllakukan ter-,

hadap setiap jenis produk.

Surat Keterangan Kemampuan Produksu dan Su~‘

Menteri adalah Menteri.yang menyelenggarakan |

(3)

@ *p oo o

@

2)

" (2) Jenis produk sebagaimana dimaksud pada ayat .
(1) merupakan barang yang diproduksi berdasar-

kan proses produk5| dan bahan baku {material)
yang sama.

pada ayat {1) dilaksanakan berdasarkan tipe dan
~ spesifikasi barang yang 'diajukan._'- :

" Pasal 5

- Variabet dalam penghltungan I"|I|al TKDN

produk elektronika dan telematika untuk barang seb-, .
_ agalmana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf

b, meliputi:

a. bahan baku;

b. alat kerja; dan

c. - tenaga kerja.
_ Pasal 6

~ Variabel dalam penghitungan nilai

agalmana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mellputt
rancang bangun; ' ‘

pemasangan sistem;

hak cipta;

tenaga kerja;

' sertifikat kompetensi;

alat kerja; dan ‘

. material terpakai.

Pasal 7

Penghltungan nilai TKDN produk e!ektromka

dén telematlka‘. untuk barang sebagaimana dlmal_(sud
Pasal 3 huruf d ménggunakan cara pembobotan pada:

a.. Proses manufaktur sebesar 80% {delapan puluh

persen); dan -

b. Pengembangan sebesar 20%‘(dua,puluh‘persen). .

Pasal 8

I {1} Proses manufaktur sebagaimaha dimaksud dalam

Pasal 7 huruf a merupakan proses produksi
produk elektronika dan telematika. :

Perighitungan nilai proses manufaktur sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan
“menggunakan . variabel sebagalmana dimaksud
" dalam Pasal 5.
:Penghitungan nilai pengembangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan den-
gan pembobotan pada variabel sebagai berikut:
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a. Hak kekayaan Intelektual; dan.

b. Firmware (perangkat lunak yang tertanam'

"pada perangkat keras).

' (4) Hak Kekayaan Intelektual sebaga:mana dlmaksud

pada ayat (3} huruf a terdiri dari Lisensi, Hak: Cip-
ta, Paten, Merek, Desain Industri dan Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu. :

Ketentuan - pembobotan dan penentuan Hak
Kekayaan Intelektual seb_a_g_aiman_a ‘ dlma_ksud

(5)

“pada ayat {3) huruf a dalam penentuan penghi-

tungan nilai T KDN disesuaikan dengan karak-
teristik masing-masing produk serta pola blsms
industri: yang bersangkutan.

.Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan Hak
kekayaan ' Intelektual yang digunakan sebagai
variabel ‘pembobotan dalam penghitungan nilai

TKDN diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasél 9.

Dalam hal hasil produk' industri yang terfna— )

suk dalam KBLI sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 yang di dalamnya terdapat produk perangkat lu-
nak (software), penghltungan nilai TKDN dilakukan
dengan menggunakan cara penghltungan n|Ia| seb-
agaimana dimaksud da|am Pasal 7. -

[ I

Pasal 10

(n Dalam hal penghitungan nllal TKDN produk elek- B!
tronika dan telematika untuk gabungan perangkat
Ateknblogi ‘el'e_ktronik‘a dan/atau informatika dan :-
pengembangannya, khusus untuk Base Station

nilai maksimal pembobotan untuk proses manu-

faktur dan pengembangan produk sebesar 100% -
‘ P
Gabungan penghitungan nilai TKDN produk elek- ‘

(seratus persen).
(2)
tronika dan telematika produk Base Staticn se-

bagaimana dimaksud pada ayat {1) dan penghi-‘

tungan nilai TKDN Base Station terkait dengan -
jEISEI pelayanan komunikasi terdiri dari instalasi,
commissioning, optimasi, dan pemehharaan di-
lakukan dengan metode penghitungan nilai TKDN
" gabungan barang dan jasa. -

Pasal 11 :

Ketentuan dan tata cara penghttungan nilai

TKDN produk elektronika dan tefematika sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada variabel:

a. untuk bahan . (material}

gln),

langsung - berdasarkan 0
negara asal pembuatan barang {Country of ori-

‘b. untuk alat ker]alfasmtas ker;a berdasarkan kepe- ;

(4)

milikan dan negara asal pembuatan, dan
c:. untuk tenaga kerja berdasarkan kewarganegara-
an. C ' .

‘ . . Pasal 12

© Ketentuan lebih lanjut tentang pembobo-
tan variabel dan tata cara penghitungan nilai TKDN
produk elektronika cian telematika diatur dalam Per-
aturan Direktu;_JenderaI‘. '

BAB IV
VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
. Pasal 13 ‘ g

Permohonan penghltungan nifai TKDN harus
" dilengkapi dengan SKKPS dari Direktur.

SKKPS sebagalmana dlmaksud pada ayat. {I}
merupakan hasil verifikasi kemampuan produksi -
yang dilakukan oleh Direktur dan/atau surveydr
independen yang ditunjuk Menteri. '
SKKPS sebagalmana dimaksud pada ayat (I} diter- ;
bitkan palmg lambat 5 (lima) hari kerja’setelah
persyaratan dokumen diterima dengan Iengkap ‘
dan benar,

Penghltungan nilai kemampuan produksi dan sup-‘
lai sebagalmana dimaksud pada ayat { mellputl
a. aspek legal;
" b. aspek produksr dan .

C. aspek manajemen

Ketentuan lebih lanjut tentang penghltungan nilai
kemampuan produksi dan suplai diatur dalam Per- |
aturan Direktur Jenderal '

(1

(2)

3y

(5)

‘ Pasal 14
Penghltungan mlal TKDN Produk elektronlka dan ,‘
" telematika dilakukan berdasarkan permohonan
perusahaan kepada Surveyor Independen yang di -
. tunjuk Menteri. : .
{2) Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud
- - pada ayat {1) dilakukan melalui proses verifikasi
- berdasarkan ketentuan dan tata cara penghitun-
gan nilai TKDN yang diatur dalam Peraturan Di- |
rektur Jenderal. . : |
Hasil Verifikasi sebagalmana dimaksud pada ayat
{2) ditandasahkan oleh Direktur J_enrderal. '
Hasil Verifikasi penghitungan nilai TKDN yang
sudah mendapatkan tanda sah sebagaimana di-
maksud pada ayat {3) akan dicantumkan dalam
sertifikat tanda sah TKDN.
Sertlflkat tanda sah sebagalmana dimaksud. pada
ayat (4) berlaku selama 3 (tlga) tahun sejak
- sertifikat d:terbltkan ‘ :

(3)

4)

(5)
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. - , - Pasal 15
(1) Dalam hal terdapat- keraguan terhadap’ hasil
- penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (3} dapat dilakukan Verifikasi

_ulang capaian TKDN atas permintaan:
a. pengguna anggaran dalam hal pengadaan ba-
rang dan jasa pemerintah; atau
b. ‘Direktur Jenderal untuk- keperluan selain pen-
gadaan barang dan jasa pemerintah.

(2} Verifikasi ulang sebagaimara dimaksud pada ayat

(1} huruf a dilakukan dengan menggunakari data

" yang dimiliki penyedia barang/jasa, atau data

~dalam daftar inventarisasi barangljasa produksi
dalam negeri. -

{3} Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat

{1} huruf b dilakukan dengan menggunakan data

dalam daftar mventansam barang/jasa produksi

dalam negeri. ‘

{4) Verifikasi sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dalam proses pengadaan barang/jasa

' dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan
atau setelah pelaksanaan pekerjaan selesai.

{5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

huruf b dapat dilakukan setelah ditemukan kera- |

' guan sebagai dimaksud pada ayat (1).-
(6) Biaya Verifikasi sebagaiman& dimaksud pada ayat
{1} dibebankan kepada pemohon. ‘

BAB V.
"PENGAWASAN
Pasal 16

{1)  Direktur Jenderal melakukan pengawasan kon-
sistensi penggunaan produksi.dalam negeri ses- |
‘uai dengan sertifikat tanda sah TKDN yang telah

diterbitkan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan. :
(2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagalmana_

dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal mem- |
bentuk Tim pengawas konsistensi penggunaan . i

produksi dalam negeri produk elektronika dan
© telematika yang diketuai Direktur.
{3)" Tim sebagalmana dimaksud pada ayat (2) be-
ranggotakan instansi terkait. '

{4) Pengawasan sebagaimana dlmaksud pada ayat |

{1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali daiam_1
~ {satu) tahun. S

Pasat 17 _
Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
~ dalam Pasal 16 dituangkan dalam laporan yang dis-

instansi terkait.

: . ~ Pasal 18
Laporan hasil pengawasan sebagaimana di-

‘maksud dalam Pasal 17 paling sedikit berisi:

a. lkhtisar hasil pengawasan; dan -
b.” Rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 19

" Berdasarkan hasil laporan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 17, Perusahaan Pemegang ser- -

tifkat TKDN yang melanggar akan diberikan sanksi

administratif berupa pencabutan sertifikat tanda sah

TKDN dan tidak dapat mengajukan permohonan peng-
hitungan nilai TKDN pada 1 (satu) tahun berikutnya.
' BABVI
KETENTUAN PERAUHAN

' Pasal 20
1} Ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN

yang dilakukan sebelum diterbitkan Peraturan

Menteri ini dilakukan dengan menggunakan tata

cara penghitungan nilai sebagaimana dimaksud .
dalam ' Peraturan Menteri Perindustrian Nomor

69/M-IND/PER/9/2014 .tentang Ketentuan dan

Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen
Dalam Negeri Industn Elektronlka Dan Telema-

tika.: /

{2) Penghltungan nilai sebagalmana dimaksud pada'

ayat {1} dilakukan oleh surveyor mdependen yang
telah dltun;uk Menteri.

(3) Hasil penghitungan nilai TKDN sebagaimana di-
maksud pada ayat {1) waijib ditandasahkan ofeh
Direktur Jenderal:

(4) Hasil Verifikasi penghitungan nilai TKDN- yang
sudah mendapatkan tanda sah sebagaimana di-

maksud. pada ayat (3) akan dicantumkan dalam

sertifikat tanda sah TKDN.
(5) Sertifikat tanda sah TKDN sebagalmana dimak-
~ sud pada ayat (4) berlaku selama 2. (dua) tahun
sejak tanggal diterbitkan. '

. BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulal ber!aku ‘

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M- IND/

: 'PER/9/2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Peng-

hitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam.Negeri indus-

. tri Elektronika dan ‘Telematika dicabut dan dinyatakan

'ampalkan kepada Menteri dan diternbuskan kepada | tidak beriaku.
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Pasal 22

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal d|_

undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berlta Negara Repubhk Indo- |

nesua
: Dltetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN"
REPUBLIK INDONESIA,
o owd.
" SALEH HUSIN

Dlundangkan di Jakarta
‘pada tanggal 24 Agustus 2015

'MENTERI HUKUM DAN HAK-ASASI MAANU‘SIA

REPUBLIK INDONESIA,
S d.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
"TAHUN 2015 NOMOR 1262

. Catatan Redaksi :

. - Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

{ BN }

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR
' M.HH-01 .R.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA
'KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN

* (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R:l
Nomor 21 Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015)

" DENGAN _RAHMAT"TUHAN YANG MAHA ESA’
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, '

Menlmbang

- a.  bahwa dalamn rangka menlngkatkan hubungan di
bidang ekonomi, perdagangan, dan sosial antara
Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Papua
‘Nugini telah disepakati ‘untuk memberlakukan
kebijakan visa kunjungan saat kedatangan ke- .
bada warga negara Papua Nugini bagi pemegang

paspor kebangsaan berdasarkan asas- manfaat,

saling menguntungkan, dan tldak menimbulkan |

_ gangguan keamanan;

| ‘b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagenmana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Per- )
aturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia =
tentang Perubahan ' Kedelapan atas Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

' M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa

Kunjungan Saat Kedatangan; .

; Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor-39 Tahun 2008 tentang.

&

Kémenterian Negara {Lembaran Negara Repub- |
lik' Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tamba- |
han Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor
4916};

'Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
~ Keimigrasian (Lembaran Negara Republlk indone-

sia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Républik Indonesia Nomor 5218);

Peraturan’ Pemerintah Nomor’ 31 Tahun 2013
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-tUndang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2011%

_Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
'Indonesia Nomor 54089}
: Peraturan Presiden Nomor'44 Tahun 2015 ten- |

tang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manu-_
sia (Lembaran -Negara Repubhk Indonesna Tahun
2015 Nomor 84); :
Peraturan Menteri Hukum dari Hak Asasi Manusia
Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang
Visa_ Kunjungan Saat Kedatangan (Berita 'Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12] seb-
agaimana telah beberapa kali diubah terakhir den-
gan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Ma- |

e




- nusia Nomor 12 Tahun 201 5 tentang Perubahan i
- Ketujuh atas Peraturan Menteri Hukum dan. Hak

Asasi Manusia Nomor M.HH-01. .GR.O1. 06 Tahun
2010 tentang Visa Kurijungan Saat Kedatangan

{Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun' 2015

Nomor 8285) ;-

6.- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusm s
‘Nomor M.HH-05. OT 01.01 Tahun 2010 tentang ..’

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum

" dan Hak ‘Asasi Manusia Republik Indonesia se-

bagaimana telah diubah dengan Peraturan Men-

teri Hukum dan ‘Hak Asasi Manusia Nomor- 19 !
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan :
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 'Nomor

'M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang Organ- |
isasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak‘

Asasi Manusua Repubhk Indonesia;
MEMUTUSKAN: :

Menetapkan

PERATURAN MENTERI HUKUM.DAN HAK ASASI P
MANUSIA * TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN
. ATAS PERATURAN MENTERI' HUKUM DAN HAK
. ASAS| MANUSIA NOMOR M.I-1I--01.GR.01.06 TA- .

HUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KE-

: DATANGAN

" Pasal | :
Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Men-

teri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01. .

i

GR.01.08 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat |
Kedatangan.{Benta‘Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 12} yang telah beberapakali diubah den-

gan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:

‘Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01.GR. 01 .06

Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Ke-
datangan [Berita Negara Republik Inddnesia Ta-

hun 2010 Nomor 243} ;

b. Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2010 tentang |

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hu- |

kum dan Hak ‘Asasi Manusia Nomor M.HH-01.

sia Tahun-2010 Nomor 264 ;

¢. Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2011 tentang "

i

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hu-

. PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH '

kum dan Hak AsaS| Manusia Nomor M.HH-01.

GR.01.06 Tahun 2010 tenang Visa Kunjungan
Saat Kedatangan (Berita Negara Republik indone- -

“sia Tahun 2011 Nomor 331);

d. Nomor 19 Tahun 20_1 2 tentang Perubahan Keempat

~ atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manu-
sia Nomor M:HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang
Visa Kun}ungan Saat Kedatangan (Berita Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1193);

e. Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima

atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manu-
. sia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang
. Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Befita Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2013 Nomor 957} ;

¢ £ Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam' |

- atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manu-
sia Nomor M.HH-01.GR.01.08 Tahun 2010 tentang

Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Re-

* publik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1387);

9. Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh

atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manu-

sia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang

. Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Re-
publ'ik' Indonesia Tahun 2015 -‘Nomor 825},

diubah dengan menambah negara Papua Nug|n| dalam

‘daftar. warga negara dari negara tertentu subjek visa

kunjungan saat kedatangan sebagalmana tercantum

daiam Lampiran | 'yang merupakan baglan tidak ter-
| pisahkan dari Peraturan’ Menteri ini. '

Pasal ]
Warga negara dari negara Papua Nuglnl se-

bagaimana tercantum - dalam Lampiran | Peraturan '.
Menteri ini, hanya dapat masuk dan keluar wilayah
" negara Republlk Indonesia melalui Tempat Pemenk—'
a. Nomor M.HH-03.GR:01.06 Tahun 2010 tentang
. Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan.

saan Imigrasi Soekarno Hatta, di Jakarta, DKI Jakarta
dan Ngurah Rai, di Denpasar, Bali.

_ .Pasal Ill"- :
) Peraturan Meriteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan. .
Agar setlap orang mengetahumya memerm-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Benta Negara Repubhk Indo-
GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan | -
Saat Kedatangan (Berita Negara Republik lndone--

ne5|a

Ditetapkan di Jakarta
‘ ~pada tanggal 26 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA )
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.~ REPUBLIK INDONESIA, 29. Kanada; o B
o wd. ' 30. Korea Selatan;
YASONNA H. LAOLY. 31. Kuwait;
: 32. Dihapus;

|
| |
Diundangkan di Jakarta N 33. Latvia; -

pada tanggal 2 September 2015 - | 34, Libya; " SR :
. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA . - ' 35. Liechtenstein; SR
- - REPUBLIK INDONESIA, - . 36. Lithuania; - - o
T td. R o | .37. Luxemburg:" .
YASONNA H. LAOLY _ | 38. Maladewa;
coe o o - : - 39. Malta;
" BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA 40. Meksikao; -
TAHUN 2015 NOMOR 1321 - o 41. Mesir;
: : o -42. Monako; -
S : ‘ - _ ‘43. Norwegia; -
LAMPIRAN. | o ' . U 44, Oman;
' A . 45. Panama;
'DAFTAR WARGA NEGARA DARI NEGARA 48. Perancis; . -
. TERTENTU SUBJEK VISA KUNJUNGAN ' 47. Polandia;
- SAAT-KEDATANGAN 48. Portug‘al: '
. S | 49.Qater; .
‘1. Afrika Selatan; . .| B50. Republik Rakyat Cina;
2. Aljazair; - R : , . | 51. Rumania; '
3. Amerika Serikat; L . | 52. Rusia; ‘
4. Argentina; - ‘ i 53, Saudi Arabia;
5. Australia; = o L . 54. Selandia Baru;
6. Austria; . L - | ‘55, Slovakia;
7. 'Bahrain: S . N 1. 56. Slovenia;
8. Belgia; - ' ‘ 1 57. Spanyol;
9. Belanda; | | " 58. Suriname;
10. Brazilia; . S - ' -~ . B9. Swedia;
11. Bulgaria; ; . | 60. Swiss;-
12. Ceko; - - ' © | 61. Taiwan; :
"13. Cyprus; _ ' ' I . ~  82. Timor Leste;
14. Denmark; . _ : S ‘| 63. Tunisia; -
15. Emirat Arab; .~ . .| 4. Turki; |
16. Estonia; ' . ~ .. 65, Yunani; .
17. Fiji; - : o , . 66. Andorra;
| 18. Finlandia; R c . i .67. Belarusia;
19! Hongaria; oo . . 68. Kroasia;
20. india; '- - g .1 69. Seychelles; dan
21. Inggris; ‘ o o ' . 70. Papua Nugini.
.22. Dihapus; L B . 1 :
23. Irlandia; S | MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
24. Islandia; | Lo : REPUBLIK INDONESIA,: :
25. Italia; o D o wde
26. Jepang: | I b ~° YASONNA H. LAOLY
27. Jerman; ' o ‘ E - A _
' 28. Dihapus: o I - (BN)
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PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA
- NOMOR 16/14/DPM PERIHAL TRANSAKSI VALUTA ASING

TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK

(Surat Edaran Kepala Departemen Pengembangan UMKM Bank Indones;a
Nomor 17/20/DPM tanggal 28 Agustus 2015) o

Kepada
SEMUA BANK UMUM DEVISA
DI INDONESIA

‘ Sehubungan dengan berlakunya Peraturan |
Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang .
Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank

dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik : .
Indonesia Tahun 2014 Nomor 212, Tambahan Lem- |

baran Negara Republik Indonesia Nomor 5581), seb-

| agaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Bank Indonesia Normor -17/13/PBI/2015
‘tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indo- |
nesia Nomor 16/1 6/PB1/2014 tentang Transaksi Valu-
ta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak
! Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
. hun 2015 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara |
Republik Indonesia Nomor 5736), yang selanjutnya
disebut PBI, perlu dilakukan perubahan atas Surat

Edaran Bank Indonesia Nomor 16/14/DPM tanggal |
17 September 2014 perihal Transaksi Valuta Asing |
terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik |

sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank
Indonesia Nomor 17/15/DPM tanggal 12 Juni 2015,
" sebagai berikut:

1. Ketentuan butir 1.5.c dlubah sehlngga berbunyi

.sebagai berikut:

¢. dalam hal terdapat pembellan valuta asmg
oleh nasabah PVA kepada PVA dengan nilai ;
nominal’ melebihi- USD25,000.00 (dua puluh
lima ribu dolar Amerika Serikat} atau ekuiva-
lennya selama 1 {satu) bulan terakhir, pem- |
belian valuta asing terhadap Rupiah oleh na- . -
“sabah PVA -kepada PVA dilengkapi dengan :
dokumen Underlying Transak3| dari nasabah .

PVA dan .

- 2. Ketentuan butir 12 d|ubah sehmgga berbunyl

sebagai berikut:

12.Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh
Nasabah kepada Bank tanpa Underlying Tran-

~ saksi yang hanya dapat dilakukan paling ban-
yak sebesar UsD25,000. 00 {dua pulyh lima ;

‘ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya

per bulan per Nasabah, dilakukan dengan ke-
tentuan sebagai berikut:
a. Perhitungan 1 (satu} bulan dldasarkan pada

bulan kalender, yaitu sejak tanggal permu-

laan bulan kalender sampai dengan tanggal
berakhirnya bulari kalender

‘Contoh:

Jika pada bulan November 20xx Nasabah
" hanya melakukan pembélian valuta asing
terhadap Rupiah tanpa Underlying Tran-
saksi 1 Kali pada tanggal 24 November
. 20xx sebesar USD25,000.00 maka hal
tersebut diperhitungkan sebagai “maksi-
mum jumlah yang telah dlgunakan dalam
bulan November 20xx. Nasabah dapat

kembali- menggunakan jumlah maksimum '
ekuivalen USD25,000.00 tersebut selama

Desember 20xx.

b. Perhitungan nominal transaksi dldasarkan i

- pada tanggal transaksi.

. Contoh: :

~_Pada tanggal 11 November 20xx, Nasabah
melakukan pembelian valuta_ asing terhadap
Rupiah melalui Transaksi Spot beli sehe-
sar USD10,000.00. Kemudian Nasabah

melakukan transaksi forward beli vaiuta _
asing - terhadap Rupiah pada tanggal 17 '~

November 20xx sebesar USD12,500.00

yang jatuh waktu pada tanggal 17 Desem- -

ber 20xx. Perhitungan transaksi pembelian

 valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah

- sampai dengan 17 November 20xx adalah
- USD22,500.00. |
¢. Perhitungan nommal transaksi didasarkan
pada akumulasi seturuh transaksi dalam 1
{satu) bulan katender yang dilakukan oleh
masing-masing Nasabah secara individual
. baik secara tunai maupun non tunai dalam
‘bentuk simpanan valuta asung
Contoh:

Nasabah A melakukan Lpembellan valuta

asing terhadap Rupiah di Bank X secara
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di Bank X sebesar USD20,000.00. Perhi-

‘tungan kumulatif tlfansaksi__-yang dilakukan “|
oleh Nasabah A di Bank X, yaitu sebesar

© USDZ25,000.00.

d. Untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap

Rupiah metalui rekening gabungan (joint ac- |
count} yang dimiliki lebih dari 1 (satu) Na- |
sabah, Transaksi Valuta Asing Terhadap Ru-

piah tanpa Underlying Transaksi hanya dapat |

dilakukan paling banyak sebesar thresho'ld_
per rekening gabungan {joint account}.
Contoh:

tunai sebesar USD5,000.00 pada tanggal
11 November 20xx. Kerhudian, pada tang- |
gal 13 November 20xx Nasabah A melaku-
kan konversi -simpanan Rupiah menjadi-
simpanan valuta asing dalam US Dollar |

pernyataan tertulis bermeterai- cukup atau

' pernyataan tertulis yang authenticated.
‘Pada tanggal 26 November 20xx Nasabah B |

melakukan pembelian valuta asing . terhadap.
Rupiah kepada Bank Y sebesar USD3,000.00.
Atas pembelian ini, Nasabah B tidak wajib
menyampaikan dokumen berupa pernyataan
tertulis bermeterai cukup atau pernyataan ter- -
tulis yang authenticated.

Pada tanggal 16 Desember 20xx, Nasabah B

- melakukan pembelian- valuta asing terhadap 1

Rupiah kepada Bank Y sebesar USD5,000.00.
Atas pembelian ini Bank Y wajib memastikan

- Nasabah B. menyampaikan dokumen berupa

pernyataan tertulis. bermeterai cukup atau
perny'ataan tertulis yang authenticated.

~Nasabah A dan Nasabah B memlllkl joint |
" account. Pada tanggal 11 November 20xx,
Nasabah A melakukan Transaksi Spot pem-

4 Ketentuan butir III 22 diubah sehmgga berbuny: ‘
. sebagai berikut: "
. 22.palam hal Nasabah melakukan pembellan

belian valuta asing terha_dap Rupiah me-
alui joint account sebesar USD15,000.00.

Pada tanggal 24 November 20xx, Nasab’alh‘

- B-melakukan Transaksi Spot pembelian
valuta asing terhadap Rupiah melalui- joint

“account sebesar USD20, 000.00. Atas- o

pembelian valuta asing tersebut, Nasabah :

B wajib menyam_paikan dokumen Under-
lying Transaksi dan dokumen pendukung
paling lambat pada tanggal 26 November
20xx karena jumlah pembelian valuta as-

ing terhadap Rupiah yang dilakukan me-

talui joint account pada bulan November
' 20xx telah melebihi USD25,000.00, yaitu
sebanyak USD35 000.00.

sar USD25,000.00 {dua puluh lima ribu dotar

3. Ketentuan butir 11.20 dlubah sehingga berbunyl_
sebagai berikut: P
20. Nasabah yang melakukan pembelian valuta @

asing terhadap Rupiah paling banyak sebe-: i

Amerika Serikat} per bulan, dokumen pendu-

kung berupa pernyataan tertulis bermeterai

cukup atau pernyataan tertulis yang authenti-

cated disampaikan paling kurang 1 (satu) kali
dalam 1 {satu) bulan kalender '

Contoh:

Nasabah B melakukan pembehan valuta asing

terhadap R_uplah kepada Bank Y pada.tanggal

valuta asing terhadap Rupiah paling banyak
sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu

~dolar Amerika Serikat) secara berangsur men-

capai nilai di atas'USDZS,OO0.00 {dua puluh
lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuiva-
lennya dalam 1 {satu) bulan yang sama maka '
dokumen - Underlying Transaksi dilampirkan
untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah |
yang melebihi USD25,000.00 (dua puluh lima |

- ribu dolar Arnerlka Serlkat) atau ekuwalennya

Contoh:

Pada tanggal 10 November 20xx Nasabah
melakukan pembelian vaiuta asing terhadap -
Rupiah sebesar "USD5, 000.00. Kemudian
pada tanggal 14 November 20xx Nasabah

_yang sama melakukan pembelian valuta asing
terhadap Rupiah sebesar USD10,000.00.

Selanjutnya pada tanggal 19 November 20xx '

' ' Nasabah kembali metakukan pembelian valuta

asing terhadap Fiupi'ah sebesar USD25,000.00

‘maka transaksi pembelian yang dilakukan .

pada tanggal 19 November 20xx tersebut

telah - melampaui USD30,000.00. Dengan ‘
demikian untuk pembelian,; yang dilakukan |

pada tanggal 19 November 20xx tersebut,
Nasabah menyediakan dokumen- Underlying
Transaksi sebesar USD30'OO0.00.

19 November 20xx sebesar USD5,000.00. 5, Ketentuan butir V.2.a d:ubah sehlngga berbunyu

Atas pembelian ini Bank Y- waijib m’gamastikan : ~ sebagai berikut: 3

Nasabah B menyampaikan dokumen berupa 2. Dalam mengenakan sanksi kewajiban mem- |
. s ‘ Business News 8760/2-10-267% o o ;
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bayar sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 20‘
" ayat (1) PB! berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Besarnya kewajiban membayar

adalah
1% {satu persen) dari nilai nominal tran-

" - saksi-yang dilanggar untuk setiap pelang-

garan dengan. jumlah sanksi paling - se-
dikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh
"juta rupiah} dan_paling banyak sebesar
‘ Rp1.000.000.000,00 {satu miliar ruplah)
Contoh 1;

Pada tanggal 5 September 20xx Nasabah
- melakukan pembelian valuta asing terh.a-

dap Rupiah melalui Transaksi Spot sebe- |

i

sar USD15,000.00. Kemudian pada tang--
gal ‘15 September 20xx Nasabah yang |

sama melakukan pembelian valuta. asing

terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot ;
-pembe-
lian valuta asing terhadap Rupiah Na-

sebesar  USD15,000.00. Total

sabah pada bulan September 20XX adalah

USD30,000.00. Pembelian valuta asing -

~ tu sebesar Rp1.500.000, 00 dengan pem-

bayaran sanksi paling Sedlkl't sebesar Rp
10. 000 000 00. :

6. Lampifan v diubah sehingga menjadi sebagaima-

na tercantum dalam Lampiran |V yang merupakan
bagian yang tidak terplsahkan dart Surat Edaran
Bank IndoneSta ini.

" Surat Edaran Bank- Indonesia ini mulal berlaku
pada tanggal 28 Agustus 2015. :

Agar setiap. orang mengetehumya memerin-

tehkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Repubi:k

Indonesm

" Demikian agar Saudara makium.

terhadap Rupiah tanggal 15 September & .

20xx, tidak didukung dokumen Under_lying
Transaksi, dan dengan demikian-terdapat

" pelanggaran yang melebihi threshold sebe-

sar USD5,000.00. Kurs JISDOR tanggal .

15 September 20xx. adalah Rp10.000,00.
Atas pelanggaran  tersebut,

kewajiban membayar dari nilai -nominal
USD5,000.00 x 1% x Rp10.000,00 vai-

' tu sebesar Rp500.000,00, dengan pem- :

 bayaran sanksi paling sedikit sebesar
Rp'1o 000.000,00. :
Contoh 2:

Pada tanggal- 12 September 20xx Na-
‘sabah melakukan pembellan valuta asmg‘

‘ terhadap Rupiah melalui transaksi ‘forward
. 1 bulan sebesar UsD40,000.00. Sampai
.dengan 5 hari kerja setelah tanggal tran-

saksi, yaitu tanggal 17 September 20xx,

Bank dike-
nakan sanksi berupa teguran tertulis dan": L

Nasabah. tidak menya_mpaikan dokumen !

Underlying Transaksi dan dokumen pen-

-dukung, dan dengan demikian terdapat
pelanggaran yang melebihi threshold sebe-

sar USD16,000.00. Kurs JISDOR tanggal
© . 17 September 20xx adalah Rp10.000,00.
Bank dike- :

Atas pelanggaran tersebut,

nakan sanksi berupa teguran tertulis dan-

kewajiban- membayar dari nilai’

nominal_

usD15, 000. 00 x.1% x Rp10.000,00 yai- | -

~ BANK INDONESIA,
d. '
ERWIN RIJANTO
DEPUTI GUBERNUR

LAMPIRANTV

" DOKUMEN UNDERLYING TRANSAKSI UNTUK

A. DOKUMEN UNDERLYING TRANSAKSI

- PERDAGANGAN BARANG DAN JASA
DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

YANG

BERSIFAT FINAL
1. Fotokopi kontrak jasa konsultan.

2. Fotokop: surat perianjian kerja atau dokumen '

pendukung lain antara tenaga kerja asing yang
‘bersangkutan dengan badan usaha.
3. Fotokopi surat perjanjian kredit {loan agree-
ment} atau dokumen utang terkait lainnya.
' 4. Fotokopi perjanjian royalti (royalty agreement)
~dengan pihak asing yang disertai dengan do-
‘ kumen pendukung Ialnnya

@
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Letter of Credit (L/C) dan perubahan L/C.
- 6. ‘Dokurnen: yang bersifat, tagihan atau yang |
: memmbulkan kewauban pembayaran antara

lain: . .
. Invoice atau commercaal invoice, dengan‘
‘masa bertaku paling lama 12 bulan setelah
", tanggal pe
diterbitkan oleh pihak asing maupun plhak -
-dalam negeri). \

penerbitan - invoice (baik ‘yang

61
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* Dalam hal invoice yang dl‘-gunakah telah

melebihi 12 bulan sejak tanggal penerbi-
tan, penggunaan invoice harus dilengkapi ¢

“dengan:
- 1) MT 103 yang berisi :nformaS| mengenal
invoice terkait; dan

2) permyataan dari nasabah bahwa pem—.
bayaran valuta asing belum pernah di-:

lakukan atas dasar invoice dimaksud. -

" b. Debit ‘note yang informasi di dalamnya

dapat diverifikasi.oleh Bank.

"c¢. Sales. Contract/Kontrak Penjualan dengan

. masa berlaku 'yang sesuai dengan yang.

tercantum dalam kontrak. Apabila tidak

ada masa berlaku di dalam kontrak, masa

berlaku paling lama 12 bulan sejak penan-
datanganan kontrak, '

d. List of invoices yang didukung. oleh per-
nyataan nasabah yang berisi:

1) validitas list dimaksud;

2) tanggung jawab nasabah untuk men-.
invoices dim'a’ksyd;_

gadministrasikan
dan '

3) komitmen benyediaan invoices ap’abilé'

dibutuhkan oleh Bank.
e. Billing notice atau’ billing/payment - sched-

ule yang dlhasnlkan oleh sistem internal na-

sabah

- f. Faktur Pajak/Tax Invonce atau SPT untuk

10.

pembayaran pajak. :
Cash Management Agreement atau Standard
Operating Procedure {SOP) terkait kebijakan

cash pooling dan cash sweeping, antara kan-.
" tor cabang atau subsidiary dengan kantor pu- -

sat/wilayah nasabah sepanjang dapat diverifi-
kasi oleh Bank.
Akta jual beli dan bukti kepemlllkan Plhak As-

-ing atas aset terkait dengan penjualan aset di -

Indonesia yang dimiliki oleh pihak asing yang
pembelian valuta asingnya dilakukan oleh pihak
domestik yang diberi kuasa oleh Pihak Asing.
Dokumen penjualan valuta asing terhadap
Rupiah yang berasal dari penjualan valuta as-
ing hasil ekspor, déngan masa bertaku paling
lama 6 bulan setelah tanggal penerbitan doku-
men penjualan valuta asing. ‘

Dokumen Underlying Transaksi- untuk PVA
berupa net jual PVA kepada nasabah dalam 1
bulan terakhir. Dalam hal terdapat pembelian

valita asing oleh nasabah PVA kepada PVA

"dengan nilai meleblhl USD25,000.00 {dua pu-

M
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Juh. lima ribu dolar. Amerika Serikat) per bu- :

lan, dilengkapi dengan pernyataan PVA yang
ditandatangani oleh pejabat berwenang dari
PVA yang berisi tanggung jawab PVA untuk
mengadministrasikan dokumen
transaksi dari nasabah PVA serta berkomit-

~men untuk menyedlakan dokumen underlylng

transaksi . nasabah PVA apablla d!butuhkan

. oleh Bank.
. Penggunaan surat elektronik resmi atau fac-

simile sebagai dokumen pendukung tamba-
han dari dokumen Underlying Transaksi untuk

* - bukti tagih- sejauh Bank dapat memverifikasi
pengirim dari‘emaii atau fatsimile ters’ebut.

o o

. - DOKUMEN UNDERLYING TRANSAKSI BERUPA
- PERKIRAAN
1.

Perkiraan kebutuhan blaya sekolah dan biaya
hidup di luar negeri.

-Perkiraan kebutuhan blaya berobat dan ako-

modasi.

. Perkiraan kebutuhan blaya perjalanan dan

akomodasi.

Proyeksi. cash flow berdasarkan kebutuhan
pengguna jasa travel agent dan cadangan
yang dibutuhkan, yang dibuktikan dengan in-

formasi rekening koran/tabungan dari usaha
travel agent tersebut. '

Fotokopi pembentahuan Impor Barang (PIB).

Fotokopi pemberitahuan Ekspor Barang (PEB}.

Dokumen pembelian antara lain berupa pur-

" chase order corifirmation...

Proforma invoice, yang paling kufang berisi in-
formasi tentang nomor dan tanggal dokumen,

nama pembelifimportir/penerima barang/con- ;
‘mgnee/apphcant nama barang dan harga to-

tal seluruh barang.

Sales/Import Projection-yang dlkeluarkan oleh:
nasabah (tidak harus audited namun ditan-

datangani oleh pejabat berwenang dari na-

sabah) untuk jangka waktu tidak lebih dari g
1,5 tahun ke depan terhitung sejak tanggal |
“transaksi, dengan maksimum nominal sebesar
data historis 1 tahun sebelumnya.

BANK INDONESIA,
0 td.
ERWIN RIJANTO
"DEPUT! GUBERNUR

s

{ BN )
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1.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR 43/Permentan/SR.140/8/2011 TENTANG SYARAT

DAN TATA CARA PENDAFTARAN PUPUK ‘AN- ORGANIK
(Peraturan Menten Pertanian R.] Nomor 38/PermentanlSR 320/7/201 B,
tanggal 2 Juli 2015) '

" DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA_ESA'
MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Memmbang . . :
' bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanlan No-
mor 43/Permentan/SR.140/8/2011 telah ditetap- .
kan Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk ‘An-

Organlk

: bahwa untuk mengantIS|paS| terjadlnya keter—

Iambatan penerbitan Nomor Pendaftaran Ulang ‘

yang mengakibatkan kegagalah.uji efektivitas '
~berupa serangan hama, kékeringan dén bari-
jir, perlu dilakukan perubahan Peraturan Men-
Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/ -

8/201 1;

Menglngat
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
, 'Slstem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Ta- -
tiun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Nega-
* ra Nomor 3478); -
Undang- Undang Nomeor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen {(Lembaran Negara Re- '

publik Indonesia Tahun 1899 Nomor 42, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-

3821);

. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang- :
Perlindungan dan Pengeloraan Lingkungan Hid-
up (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun : :
'2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
' Republik Indonesia Nomor 5063) _
Peraturan Pemerlntah Nomor 85 Tahun 1999

~bah Bahan Ber-bahaya dan Beracun (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
190, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indo-
nesia 3910);

Petaturan Pemierintah Nomor 102 Tahun 2000
. tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Nega-
- ra Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4020);

Peraturan Pemerintah-Nomor 8 Tahun 2001 ten-

tang Pupuk Budidaya Tanaman {Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4078);

Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2001
tentang Eemblnaan dan Pengawasan Penyelgng—

garaan Perfindungan Konsumen (Lembaran Neg- |

ara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103,

‘Tambahan Lérnbaran Negara. Republik Indonesia

Nomor 41 26),
Peraturan Pemenntah Nomor 48 Tahun 2012

_Itentang Tanf Atas Jenls Penerimaan Negara Bu-

kan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perta-
nian {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun

2012 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5307), :
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 ten-
tang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Gene-

tik-(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

£ 10.

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemermtah '

_ Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lim-

11.

2005 Nomor ‘44, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indone5|a Nomor 4498);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
tentang Pembentukan Kementerian dan Pengang-
katan Ménteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;

Business Nows E7S2-10-2015

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 ten-,
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tang Organisasi K.emehterian' Negéra '(I..emba- ;
‘ran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 ‘
(2

"Nomor 8);
'12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015
tentang Kementerian Pertanian.

Negara Republik indonesia Tahun 2015 No- -

mor 85);
13.

{Lembaran

1
:
]
!

- TP.830/10/1984 tentang Pemasukan Media Per- .

tumbuhan Tanaman ke dalam Wilayah Negara
.Republlk Indonesia;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permen—
t_an/OT. 140/ 8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem
‘Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;

14.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permen-
tan/OT.140/1 0/2010° tentang Organisasi
Tata Kerja Kementerian Pertanian;

15,
dan

16.
tan/SR. 140/8/2011 tentang Syarat dan Tata
Cara Pendaftaran Pupuk An—Orgamk,‘

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN ' MENTERI PEHTANIAN TENTANG PE-‘E
RUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
TENTANG .
| SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PUPUK

| NOMOR 43/Permentan/SR,140/8/2011
AN-ORGANIK.

Pasal |

Peraturan Menterl Pertanlan Nomor 43/Permen-' ‘

Keputusan Menteri Pertanian‘ Nomor 797/Kpts/ j {3)

| Mengu'bah Peraturan Menlter.i Pertanian No-
" mor 43/Pefi‘nentan/8ﬂ_.140/8/2011 tentang Syarat -

dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik, den-
gan menyisipkan Pasal 16A, berbunyi sebagai beri-
' kut: : ' '

' Pasal 16A
(1) Dalam hal proses uji efekt[wtas sebagalmana di-

_‘ maksud dalam Pasal 16 ayat {2) terjadi gangguan

berﬁpa seranéan hama, kekeringan, ‘d_an banijir

yang mengakibatkan kegagalan uji efektivitas se-

hingga melewati .ma'sa berlakunya nomor Pendaf- '

taran ulang dabat diterbi_tkan_ nomor Pendaftaran |
ulang sementara. ' '
Penerbitan nomor Pendaftaran sementara se-
. bagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakuKan
dengan dibuktikan Berita Acara kegagalan akibat
gangguan yang dikétahui oléh pimpinan lembaga
uji efektivitas, |
Nomor Pendaftéran sementara sebagaimana di-
maksud pada ayat (1} diterbitkan oleh Direktur
Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

(4) _Nomor Pendaftaran sementara sebagaimana di-
* " maksud pada ayat {n ’berlaku paling lama 6
(enam) bulan.

© Pasalll
. Peraturan Menteri ini berlaku padatanggal di-

‘ 5‘undangkan

Agar setiap orang mengetahu:nya Peraturan :

Menfen ihi d;undangkan dengan ‘penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

‘Ditetapkan di‘ Jakarta
pada tanggal 2 Juii 2015
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA, -
Cowd. v
AMRAN SULAIMAN

' Diundang'_kan di Jakarta .

- pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA

.t_td. : ‘
YASONNA H. LAOLY

" BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
'TAHUN 2015 NOMOR - |

(BN')
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